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L A P B U N  PENYELENGGA 
PELATIHAN UNTUK PELATHH 

PENGELOLAAN WILAYAH BESISIR TEWPAlleU 
(TOT-HCM) 

' al Wr. W. 

P a marilah kita pmjatkan ke hadirat Tuhan Umg Maha Kuasa, karena 
a-Nya kita dapat b ul di Hotel Salak ini mtuk m e n m t i  aeara p 

Pelat&an mtuk Pelatih. dalam. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (TOT-ICIM). 

pengalman dan infonnasi &lam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pel 
d m  strategis mengingat pada saat ini sunnberdaya Glayah pesisir memerlukm perhatim khusus mtuk 

. Dalam melaman upaya ini, selain dip 
mitinen dan aksi nyata dalam mengelola 

a yang diharapkan di atas sangatlah sew& dengan hjuan yang ditetapkisn dalm 
pelatihan ini, yaitu untuk meningkatkm k e m 6 m  baik perseormgm m a w  kelompk keja para 
peserta dafm pengelolaan d a y a h  pesisk terpadu. Tujum ini akan dicapd melalui d m  
yakni : (1) memberikan infomasi tentang koniep pengelolaan wilayah pesisir di Ind 
meni.ngkatkan pemaharnan dan kernampurn para peserta dalam pengelolaan klayah pesisir terpadu, 

a peserta akan dapat menyusun suatu perenemaan, pelaksanaan dan 
olaan d a y a h  pesisir itu sendhi. 
an di kelas dan lapangan dengan 
tudi kasus dan praktek lapang, 

adanya pengajar dm ins j-ang berpengalmm di bidan 
rnengueapkan terima kasih kepada para pengajar dm ins 
materi dalam pelatihan ini. Juga kepada para panitia pe 

pelaksanaan pelatihan ini, saya ucagkan terima kash. 
Proyek Pesisir, Bapak Ian M. D 

on dengm h o m t  unluk 
or IPB, Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Aman Wrak 

dan sekaligus &pat membuka secara re 

(Tmining Leader) .< 

DR PR Dietrieeh 6. Bengen, DEA 
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N REKTOR IPB 
N PELATIHm UNTUK PELATIN 

(TOT-ICM) 

Assalm'd Wr. W. 

Saudaga D e b  Fakultas Perikanan dan I h u  Kelautan 
S a h a  Kepala PKSPL IPB 
Saardara CRna Chief of Party, yang saya homati 
Para Peserta Pelatihan 'TOT IICM", yang saya cintai 

P ah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Swt 
a, s eegga  kita semua dapat bertemu pada acara pem 

salawat dan sa lm marilah sama-sma kita haturkan ke hadirat jmjungan Eta, Nabi M 
arkan kita ke dunia yang lebih h g g i  peradabmya. 
saya ucapkan kepada para peserta pelatihm yang telah datang dari berbagai penjunr 

tanah air di Institut Pertmian Bogor, semoga keberadaanya di Bogor untuk beberapa hari ini dapat 
ah berbagai infomasi dan wawasan, fiususnya yang terkait dengan pengelolm wil ayah pesisir 

danlautan. 
Saudara-sadma peserta pelatrhan.. . 

o Pengelolaan vvilayah pesisir dan lautan di Indonesia saat ini rnenjadi isu penting d m  s 
dijadikan "vvacana publik" dm diimplementasikm pada berbagai bentuk program- 

memberikan nilai tarnbah padapernbangungan e k o n o ~  Indonesia saat ki yang mas& 
, serta pada peningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi objek dan subjek pengelolaan 

vvilayah pesisir dan lautan itu sendiri. Namun yang jadi perhatian dam pengelolaan w-2 
dan lautan ini janganlah hanya menjadi komoditi poli~k sernata, i bagharra 
pengelolaan d a y a h  pesisir dm lautan ini menjadi aset ekonomi yang &pat membm&tkan Indonesia 

saat ini. 
pengelolaan, maka seyogymyalah kita rnempertirnbmgkan krsmapada bentuk- 

bentuk pengelolaan yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek &an tetapi lebih pada 
yang dapat rnenjarnin kelestarian smberdaya yang dikelolauntuk mass yang ti& terbatas, 
apat dirasakan dari generasi ke generasi. Terkait dengan hal ini, sayakira be& pengelolaan 

yang berkelmjutan dan terpadu serta berbasis padamasyarakat menjadi salah. satu bentuk yang @at 
dijadikan model pengelolaan di wilayah pesisir dan lautan di Indonesia. 

o Dimping itu dalatn pengelolaan wilayah pesisir dan lautan ini, maka terb sistem hfonnasi yang 
baik dan terbinmyajaringan kerja (net working) dari berbagai pihak yang terkait (pemehtah, per 
tinggi , LSM, swasta, BUMN, dan Koperasi) dalam pengelolaan wilayah pesisir dm lautan 
faktor penentu unkk mencapai keberhasilan pengdolaan itu sendiri. Dengan dernikian apa yang telah 

lehproyek pesisir dal gun suatu j aringan kerj antar universitas di Indone- 
ian pesisir dm lautan =Indonesian Coastal ities Network) mempakm 

mtisipasi yang baik wltuk memberikan nilai tambah dalarn pengelolaan wilayah pesisir dm lautan di 
Indonesia. Walaupun demikian j aringan ini diharapkan &an menjadi lebih luas dengan melibatkan 
berbagai pihak lainnya. Saya kira fomm pelatihan yang diselenggarakan atas kerjasama PKSPL IPB 
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dangm Proyek Pesisir irai dapat &j i dan pengal 
dm antar sMuniversim 

elolaan smberdaya itu sen&. 
berbagai temuan-temuan & 

jasama dengan PKSPL IPB kami ueapkm terima k s & ,  

Rektor IPB 

PROF. DR. Aman Wirakarkakusumah 
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PARTY PROYEK PESISIR 
PELAT m T U K  PEEATmW 

PENGELOLAAN W L A Y M  PESISIR TERPAI)ET 
(TOT-IGI$I) 

Pak Rektor, 
Para undangan yang terhsrmat, 
Para sewan. 

@is nama Coastal Resources Centel; University oflhode Island, saya ucapkm t e h a  kasih atas A esempatan yang diberikm pada saya u n ~  memberikan 
yang sudah an& semua keau i ,  Proyek Pesisir m e ~ l S  hubmgm em% 
Sunnberdaya Pesisir dan L a m  di IPB. Bersma kawan baik saya, Dr. Ro 

membangun suatu proyek yang nanhya terbukti, menjadi &pirator bag 
masa hi dan juga dapat memberikan eontoh awal bagairnana Indonesia dapat meningkatkan proses 

isir dm lamya yang beraneka ragm. 
mendengar lebih lanjut mengenai bagairnana kami merintis pengelolaan 

a pada tingkat nasional. Saya sangat bangga dengan has2 yang 
apai hingga saat ini, te karena tirn staflndonesia k m i  bemama mitrakqa di U ~ v e ~ i -  

tas, LSM dan kelompok masyarakat saat ini dialmi sebagai pemirnpin d d m  pengelolaan swberdaya 

pada anda semua, terutma Pak h m ,  Rektor P B  saya hendak mengun&apkan betapa besar 
a hubungan karni selama h i  dengan PKSPE-IPB. Bersma rekan t e r b d  saya Dr. Dietrieeh 
gai pemimpin tim PKSPL, telah bmyshk keberhasilm kits raih da lm tiga t&un terakhir. 

Jma l  nasional, newsletter nasiond, Pevustakaan Kelautan Nasional, konperensi, web site sudah diakui 
g kurang dikenal orang mun&n adalah Learning Team yang telah membantu 

Proyek Pesisir mempunyai komitrnen kuat wtuk belajar dari proses pengernbangm program 
pengelolaan sumberdaya pesisir. Sejak 1998, Learning Team yang diphpin oleh Dr. Fedi Sonata telah 
menjadi tlm penting yang mendokumentasikm s e m  kegiatan Proyek Pesisir. Hsil dokumentasi tersebut 
&pakai sebagai pedoman dan prinsip pekerjaan selanjutnya, ha1 tersebut &an anda pelajari ddam train- 
ingini. 

Saya harap anda akan dapat memiliki persepsi yang baik tentang program pembelajaran ini seperti 
hahnya kani dm anda dapat memperoleh manfaat yang baik dari mining ini. 

Untuk menghomati Dr. Chou, saya akan melanjutkan smbutan saya &am bahasa Inggris, semoga 
anda dapat mengikuti bahasa saya. 

Bogor, Februari 2000 
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SAMBUTAN KEPALA PKSPL - IPB 
M D A  ACARA PEMB AN PELATI UNTUK PELATIM 

PENGELOL WIEAUAN PESISIR TEWBAH)U 
(TOT-ICM) 

Ass. Wr. Wb., 
Sdm sejahtera Bagi kita Sema, dan 

P a-tma rnarilah kita panjatkan puji dan ke hadirat Tuhan Uang Maha Esa, bahwa hanya 
karena Ridlo Nya kita bersarna dapat men ara pembukaan Training of Trainer Integrated 

Coastal ,Management. 
Perhatianterhadap pengelolaan surnberdayapesisFr sejak 10 tahun sangat interns& berbagai 

kalangan, lebih-lebh ketika bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepmjmgan daar bed&- 
l m .  Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda bangsa Indonesia pada pertengahm tahun 
1997, telah mempengaruhi suhu pofitik di Indonesia (demohatisasi) ymg s e e m  langsung berdarnpak 
gosits bagi pembangunan kelautan Indonesia tennasuk sumberdaya pesisir, yaitu (1) I 

1999 tentang Pemerintahan Daerah clan W N o .  25 Tahun 1999 
Daerah yang akan memberikan kewenangan bagi Daerah wuk mengelala 

pesisir dan laut; dan (2) terbentuknya Departemen Eksplomi h u t  d m  Pe 
lokomotif penggerak p an kelautan dan perikanan nasional. 

Perubahan yang i atas sangatlab. tepat, mengingat pembangunan wilayah pesisir hdone- 
sia %lama ini belum mendapatkm perhatian yang memadai. Padahal wilayah pesisir merruIliki perm dan 
ah pentkg bagi bangsa dan masyarakat Monesia. Hal ini paling tidak &pat dilihat dari dm aspek, yaitu 

a, secara sosial ekonomi wilayah laut dan pesisir memiliki arti penting kmna  (a) sekitar 140 juta 
nduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pe uhan rata-rata 2 96 per tahun); (b) 

sebagian besar kota (kota propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir; (c) kontribusi sektor: 
kelautan terhadap PDB nasional sekitar 12,4 %; dan (d) industri-indmtri di wilayah pesisir (coastal and 
marine industries) menyerap lebih dari 16juta tenaga kerja secara langsung. 

Kedua, secara biofisik, wilayah pesisir Indonesia merniliki arti penting karena (a) Indonesiamefili& 
garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (sekitar 81.000 km), yang memilib potensi untuk 
pernbmgunan; (b) sekitar 75 % dari wilayahnyamempakan wilayah perairan (sekitar 5.8 juta km2temuk  
ZEE), yang mengandung berbagai ragam sumberdaya dam baik sumberdaya pula, tidak pulih, surnber 
energi, maupun jasa lingkungan; (c) Indonesia mempakan negara kepulaum terbesar di dunia dengan 
j d a h  pulau sekitar 17.508 pulau; dan (d) wilayah pesisir Indonesia memiliki keanekaragarnm hayati 
yang besar. 

Berdasarkan pengalaman pengelol mbangunan pada masa lalu, selain mencapA keberhilm 
juga telah menimbulkan berbagai perm pembangunanpesisir yang a h  menjd  'pekajaan 
bagi para pengelola wilayah pesisir. Permasalahan pesisir yang dihadapi saat ini antara lain adalah 
pencemaran yang terjadi di beberapa kawasan pesisir, kerusakan kualitas lingkungan dan surnberdaya 
seperti mangrove dan t e m b u  karang (hanya 6,3 % yang masih baik), overfishing pada sektor perkanan, 
dan kemiskinan masyarakat pesisir. 



Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 

Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainer) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sumberdaya 
Pesisir dan Lautan - Iilstitut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Proyek Pesisir ini mempakan salah 
satu upaya PKSPL-IPB dan Proyek Pesisir untuk turut serta dalarn mengembangkm pengelolaan wilayah 
pesisir seem terpadu. Pel hi bertujuan untuk (a) meningkatkan andan indi~du 
dari para peserta dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir; (b) menyamakan persepsi mengenai 
konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu; (c) mengemban&km kapas 
p l a f i  dalm pelatihan pengelolaan pesisir terpadu; (d) memperkuat jaringan antar 
pusat pendidikm dan pelatihan dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan (e) memperkuat kerjasma ymg 
adamupun merintis yang b m ,  bak secara formal mupun informal dengan berbagai Stus i  yang bergerak 
di d a y a h  pesisir. 

Dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yang dilakukan secara dinamis dm inte&f baik antara 
peserta dengan instruktur ataupm narasumber, m a w  antara peserta dengan peserta 1 
putkwil yang diharapkan dari setiap peserta pelatihan ini minimal meliputi tiga asp 
adanyaperubahan wawasdpengetahuan tentang bgaimana mengelola v\rilayahpesisir beserta 
aim di dalamnya secara optimal d m  berkelmjutan melalui pendekatan pengelolaan terpadu; kedua, 
setelah adanya pembahan wawasan, pada tahap selmjutnya diharapkan adanya perubahan anitude mtuk 
membmgun urilayah pesisir berdasarkm kaidah-kidah pembangunan berkelanjutan, ketiga, pada tahap- 
t&ap sel4utnya para peserta diharapkan menjalin kerjasama (networking) di antara sel 
holder yang terlibat &lam pengelolaan pesisib. Dengan demikian, harapan mtuk menge 
pesisir beserta sumberdaya alam di d secara optimal dan berkelanjutan dapat te 

DR. IR, Romanin Dahuri, MS 
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W U A S I  EKONONLI SU 
PESllSIR DAN LAUTm 

DR. IR. TRIDOYO KUSURaASTANTO, MS 
Pusat G j i a n  Surnberdaya Pesisir dan Lautan 

Fakultas Pefikanan dan Ilrnu Kelautan 
InsGht Pertanian Bogor 

tersebut. Sebagai ilustrasi Barbier (1 993) 
zone) mengemukakan kegunaan 6'Coastal Wetland" di 
~ght" Nicaragua seperti tercantum dalam Tabel 1. 

di wilayah tersebut di kelola oleh publik atau tidak (terlampir). Dari nilai ekonomi tersebut dapat 
terdapat kejelasm kepernilkamya. Pada negara- dinyatakan bahwa tingkat 
negara berkembmg maupun maju aktivitas ekonorni penilaim e k o n o ~  akan selalu 
di wday pengelolm sumberdaya tvilayah pesisir, sehingga 

'2 psatnya / i  
- pendekatan antar disiplin (interdisciplinauy ap- 

berdaya pesisir termcm ke lemLm2.  
- Interhi  antaratanahdanlautm gori peklaian ekonomi pang 

hidrologi di t~iilayah pesisir mempuny& stik digunakan dalam rnernecahkan mas&&-masdah 
yang spesifik sehingga pembmgunan/pembahan kebijakan vvilayah pesisir @=bier, 1993) y a k 6  : 
pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan 1. Pmgact analysis pakni kerusakan yang 
pengafuh (impact) ymg sangat "si '. Perilaku diakibatkan oleh suatu kegiatan pada sistem 
dari produsen yang mem t d m  pesisir, khususnya berupa damp& Lingkungan. 
konsumen ymg memaksi an utilitas da lm Msal: penilaian kemsakm lingkungan pesisir 
memanfaatkan sumberdaya pesisir dapat karena-pahanminyak. 
mengakibatkan alokasi erdayadarm lin-gan 2. P a ~ I v a l u a b t t  yahi  suatupenilaian atternatif 
ymgtidakefisiense~araekonorni.Dengandedan alokasi sumberdaya atau proyek yang 
campur tangan pemerintah diperlukan untuk lneng sistem pesisirlsumberdaya, dengan 
mengatur sumberdaya yang langka sehingga tuju atkm pilihm yang terbak pada 

an (sus- p e m d a a m  sistern sumberdaya pesisir. 
Contoh : pemilihan altematif antara pernanfaatan 

Namm usaha-usaha tersebut sering menemrri sistem/sumber&ya pesisir untuk usaha perikanan 
omi dm p e m e ~ t a h  karang vs pariwisata bawah laut/karmg. 
tentang d a i  ekonomiJ 3. I;ion yakni penilaian ekonomi secara 

dayah  pesisir. Kesulitanpenilaim dari sistern pesisir. Pendekatm ini 
ekonomi tersebut lebihnyata karena sutnberdaya di &l dalam menentukan nilai ekonomi total 
 laya ah tersebut tidak diperdagmgkm di "pasar" m dalam akuntansi sumberdaya 
sehingga aplikasi dari pe~laian sumberdaya yang nasional. 
Lid& dipasarkan (non market valuation) perlu 

agar ' W e  ofl" antara pembangunan $ari Wilingness to Pay WTP) dan WIZE'ngness to 
barang dan jasa yang disediakm oleh lingkungan Accept W A )  
dapat menjadi pertimbangan dalam pengmbilan Total kesejahteraan sosial (TotalSocial Wel- 
keputusan untuk pengelolaan wilayah pesisir fare) dari konsumsi barang dan jasa adalah sama 
(coastal zone managemenf/CZM) secara lestari. dengan jurnlah daxi setiap individu yakni area 

pengeluaran (OXPb) dan consumer surplus (Pba). 
KONSEP DASAR PI%NILAIAN EKONOMI Dengan menggunakan harga (P) dan konsumsi (X) 
SMBERDAUA maka didapatkan minimum dugaan utilitas 

Nilai sumberdaya pesisir tropis e.q mangrove (kegmaan) dari pemmfaatan faktor lingkungan. 
dan coral reef ditentukan oleh fimgsi surnberdaya Consumer surplus perlu dimasukkan untuk 

1 



Tabel 1. Uses of coastal wetland characteristics: North Pacific coast mangroves, Nicaragua 

Forest resources 
Wildlife resources 
Fisheries 
Forage resources 
Agricultural resources 
Water supply 

Groundwater discharge 
Flood and flow control 
Shoreline stabilization 
Sediment retention 
Nutrient retention 
Water quality maintenance 
Storm protectionhind break 
External suppoFt 
Micro-climatic stabilization 
Recreation/tourism 
Water Transport 

Biological diversity 
Uniqueness to culturelheritage 

cy: X = low 
XX = medium 
XXX = high 

menmgkap nil& kesel an bagi individu. Bila plus dm pengelu onsumsi pada pasar. Ben- 
f i o r  Iingkungm dini (P=O) maka consumer efit sosial dapat d elalui fungsi pemintaan 
surpEus meliputi area yang besar. Bila lhgkungm pasar. W P  menggmbarkan kemauan pasar untuk 
rusak maka utilitas yang hilang besar juga. Con- membayar konsurnsi b danjasa. SecarauMuM 

&an wilingness t o p v  di atas konsep WTP dipakai situasi konsumeduser 
lwan konsumsi. Sedang to- tidak merniliki "property right" dari sumberdaya/ 

tal WTP merupakan penjmlahan consumer sur- lingkungm (public goo&). 



Maksh&asi Kesejalateraara Sosial (Social 
Wrenfare) 

Barmg dan jasa yang dipasarkan dalam 
kondisi pasar yang tidak terdistorsi akan 
rnendapatkan harga yang mggarnbarkan harga 
Ymg se a untuk masyarakat. Nilhya sama 
dengm nilai pilihan t e r b d  (best alternatza atau 
disebut sebagai "social" opportunity cost (shadw 

Marginal Soc. Bent 

price). Dithj au dari produsen maka marjinal cost 
rneningkat bila output 
cost yang menggm 
rneningkat dengan bertmbahnya supply. Harga 
ditetapkan di atas biaya maka daerah di atas 
supply dan di bawah harga disebut se 
Produser surplus PS). 

Kesejahteraan sosial total diukur dengan 
menjmlahkan PS d m  CS d m  nilalnya a k a  

i d  sosiaI beneJit WSB) 
dengan marjinal sosial cost (MSC). Seperti 
digambarkan sebagai berikut : 



Valuasi ekonomi surnberdava ....... (1 - 34) 

Nilai Ekonorni dam Metoda Pennaian 
D d m  pendekatan pedlaian secara ekonomi 

da lm penggunaan smberdaya klayah pesisir. 
CBA bertujuan untuk memaksimumkan 
kesejahteraan sosial dengan cara mengalokas&an 
surnberdaya seefisien mun- 

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi 
k e b i j h  adalah sebagai berikut : 

1. Net Present Value 

e Total Economic Value = Total Use Value -I- 
Non Use Value 

=TDV + TIV + OV 

e TDV - Total Direct Use Value : - Extractive 
- Non exkacfive 

e TEV - Total Indirect Use Value 
e OV - @tiom Value - Potensial untuk digunakan 

di masa depan. 

estruction yang ir 
reversible. 

b. BV - Bequest Value 
- preservasi natural heritage (warism darn) 

(tidak didiskon). 
c. EV - Existence ialue 

w V = B d + B e - C d - C e - C p  - nilai dari ilmu pengetahurn tentang ekosistem. 

N2ai Ekolaomi dal*ir Penggunaan Ekosistem 
Bd = Benefit langsung dari proyek Pesisir 

Tabel 3. men 
ekonorrzi bervariasi yang 
penggunaan yang multiple dan sering terjadi 

Cp = Biaya proteksi lingkungan penggunaan tersebut non compatible. 

2. Internal Rate of Return (IRTig) - 

3.' Benefit Cost Ratio 

4. Least Cost 

Dalarn Total Valuation Approach dil 
penilaian ekonomi dari se sistem sumberdaya 
pesisir. Tabel 2 menmjukkan konsep yang 
digunakan dalarn Total EGonomic Value. 

TEV = TUV + NUV 

Metoda Evaluasflenilaian Ekanomi 
Beberapa metoda penilaian ekonofi disajikan 

pada tabel 4 berikut : 
Sebslgian dari metodayang disajihpadatabel 

tersebut berdasarkan "'coast based & approach". 

sebagian dari total economic value. Narnun 
demikian masih sangat berguna sebagai alat 
pengmbil keputusan. 
1. COB (Chrmge o ~ z  Productivty) 

Pembahan kualitas lingkungan berpengaruh 
terhadap produktivitas dan biaya produksi. 
Diukur net and effect dari produksi pada saat 
dengan proyek dan tanpa proyek. 

2. Haman Capital OfC) 
- Identifikasi pollutan yang menyebabkan sakit 
- Tentukan hubungan dosis-response dan kejadian 

jumlah populasi yang terkena resiko 
- Hitung kehilangan waktu produktif dan 
pengo batan 
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Tabel 2. Primary data sources and calculations for the valuation estimates, by biorne and service type 

Blor Service 
Referames 

Methods Pur? 
GNPI 
Lccaticn capita 

Unit Year of 
values 

Ccnve~ted 
cam 1894 
Price Unitvalus 
Inflat $ ha-' yr' 

GNP Low High 

unit value 
$ ha-4 yr-4 Open 0~88n(33,200 million ha) 

EsWries (180 million ha) 

3-- 

maodtav a ~ n m  jiwii cmq. m 
a ua* iisa) 

8-Cw-0 
ai.p+a.acilrer ipPanon-p*P1 

@=as 12W m>i, rn ha) 

Goral reefs (62 rniliicm t!aJ 

$0 70 

15 20 
SOY) 

€&A&"-* dc Gmd (1992) - 
Continental Shelves (2,660 million ha) 

~ ~ c y d n p  this-. see notes R-d We 

Tropical Forest (1900million ha) 
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IS 
$26 
$4 

m 1  
yrs 

$I* 
$10 

$212 
%7 
$11 
175 
05 
18 

$21 
$374 
199 

$122 
tin 
IQ 

Iha 
tm 
r i a  
$223 
1113 
LQ 

$138 
ls 
M 
$52 
$43 
$32 
$1 

$112 
% 
IO 
%7 

$214 
1548 
P 

$12 
$21 
18 
s t  

5251 
159 
$14 
$19 
110 
128 
8% 
$4 
$1 

W n X a  6dim 
&id* US. 

CS w 

CYM rn 
CMI 9a&x 

Temperate Forest (2955 million ha) 

GrasslandslRangelands (3898 m~llton ha) 

1 'OornguePm W2 S.$idRNcbflOas)  Dppxhadyma 
euhealr(1eee) 

F - l W ( t e a 4 )  
2 Nol S.$iSRNcb(1sSs) -& 

-dd.(tWl) 

3 C W  
F n i ; * u a r  6 Porss (1994) 

5 a b 6 R N c b ( l W  BB)d 
una*d.( lB1)  

F- 6 P- (1994) 
2--w=- k w k d d d . ( h p e s )  w&wdtfma 

Lweiapulhn 
- ( I S 1  

Jwd.1(1%5) B B ) s J r t  
w e d  (1osa) 

o w h s a a L ( i s q  
er?a*(1831) Natnni 

5ab&-(lsss) 
Je.-d=L(lSa% 

7Sd- 
( C l s 3 m l a n )  5 a b h P n e i r ( l P q  

k r t e d d  ( 1 s q  
r m a a ( 1 P q  

9 W . s b . s a i  
F- 6 ma (1994) 

-*d (1996) 
15- RnarsrdaL(lpas) 
I t ~ o n a o i  W d d . ( l P q  
1 3 - m  U S D d d C a m t l l i B n  Ndnn 

Tidal MushMangroves (165 million ha) T d d  U32 W S232 

Td* arrh 
U Y  -* HisCmn(1OOJ) WTp USA 

F-b-&;:z -dd(i9B4 m* -* us% 
UY: MNahw=l z, USA 
USA Lymh=;2 E g  us4 

U(19B4 ua;** VY 
EEP -ad (1-q 

L ~ ~ l l ( ~ ~ I ,  -* USA 
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USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

T W  
TQm 

Fil USA 

SwampslFloodplains (165 million ha) 

USA 

16. R- 
-1 

z 2 z ( - l  ThBr)au*DBo(lPO~) W + W P  USA 
KVii.ri(lP95) T & d  

G+4=6Fc&s(tS?Sj W W t P m s M  la* 
Fbms=m 
cms;nnsan GRnSS%kqdd(l%a, wrr) m 

ra&nOb.t.(18901 wIPh.mnr USA 
GRnbSc6sWlt1%a, TCIBLvq m 

Uhag 
G R n S ~ l o i r )  T & W  *ubtl 

s- 
(-1 

T d  e#.!sd a p h ~ F o a a ( ~ ~  IMPmr&tlo USA - -- -(190() IMP 0-34 
p t n r y m  
FWohbn 

Odm(1971) r*myw USA 



LakeslRivers (200 million ha) 

$Po tZY1 

Total s3.w S ~ S * J  m e  



Table 3. Uses of coral reefs and economic use zoning 

This illustrates the different proportions of each use and non-use value which could be added together in 
different reef use zones to give the Total Economic value of a reef system. The relevant proportions for each 
value are indicated here as multipliers which are further explained in the text 

Financial Benefits 
Direct Uses 

Fisheries 
Aquarium trade 
Curio trade 
Pharmaceutical 
Other lndustial 
Genetic material 
Construction 
Tourism 
Research 

Sociaa Betliefits 
indirect Uses 

Biological support 
Coastal zone ext. 
Physical protection 
Global life support 
Social services 

Indirect costs 
Navigational 

Other economic value 
Uses 

Product consumer surplus 
Tourism consumer surplus 
Social value 
Research value 
Educa~onal value 

Non-Uses 
Option value 
Existence value 
Intrinsic value 

Proportion of value can be summed for each zone: 
s - some of value (0.04 - 0.50) > 1 - increased value 
0 - some of t h e  value m - most of t h e  value (0.51 - 0.99) 
1 - full sustainable value -I - negative value 
Source: Spurgeon (1992) 
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Figure 2. Economic values attributed to environment - a coral reef 

Total economic value 

Non-Use value 

O u t p u t s /  Func t i ona l  
i Future direct Expected new Value of leaving Value from 

that can be enoyed indi- and indirect infomation fFom use and no"- kmowledge of 
consumed rectly use avoiding imvers- use values to off- continued exist- directly ible loss of : spring : ence based on a a 0 viction : - 

e.g. moral con- 

species 
species habitats 
habitats "way of life" 

Extractive : Bioloaical . . connected to 

capture fisheries s u ~ ~ o r t  to : traditional uses 
mariculture sea birds 
aquarium trade turtles threatened reef habitats 
curio trade fisheries 6 endangered species 
pharmaceutical other charismatic species 
other industrial .aesthetic reefscapes 
construction Phvsical protection to : 

genetic material - other coastal 
- ecosystems 

Non-extractive : - coastline 

tourism - navigation 

recreation Global life-support : 

research Carbon store 

education 
aesthetic 

Decreasing ""tngibiliQn ' o f  value to individual 

Valuation methods : 
EQP 
PE 
PV 
WD 
Rep. C 
OC 
HC 
CP 
TC 
CV 

EOP CV GV CV 
PE 
PV 
V\ID 
Rep. C 
Rep. C 
SPC 
CEA 
CV 

Source : Adapted from Munasinghe and Lut .  (1993) and Spurgeon (1992) 
Note : see table 3 - 3 for abbreviations 



Prosicfino Pelafihan untuk Pefatih. PenaefoIaan WIayah Pesisir Terpadu 

- Nilai net contribu~on human capital terhadap 
produlrtivitas 

3.Oppclrtami& Cost Amproach (06) 
- Dengan CBA t e n a m  net benefit dari proyek 

bila positif selmjutnya 
- Nilai benefit &xi presenasi 
- Bandin- keduanya 

D PUS 
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Journal 159. 
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reefs. Marine Pollution Bulletin 24. 
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ing. World Bank Emironmental Working Paper 51. 
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coastal resource. El Nido Study. Tropical CoatalArea 
Management 5-7. 

Tabel 4. Proiect Level Valuation Methods (adapted from Dixon (1 988)) 

1. Using conventional market value of goods 
and services directly affected 
( i )  Change-in-productivity approacEflect on 

production (EOP) 
( i i )  Loss-of eamingWuman capital approach 

(HC) 
(i i i)  Opportunify cost approach (OC) 
2. Using the value of direct expenditures (cost 

based) 
( i )  Cost-effectiveness analysis (CEA) 
( i i )  Preventive expenditure (PE) 
(ii i)  Compensation payments (CP) 

1. Using implicit or surrogate-market values- 
indirecf approaches 
(i) Property-value and other land-value ap 

proaches (PV) 
(ii) Wags-differential approaches (WD) 
(iii) Travel-cost approaches (TC) 
(iv) Marketed goods as environmental surro 

gates (ES) 
2. Using the magnitude of potential expendi 

tures (cost based) 
(ij Replacement costs (Rep. C )  
( i i )  Relocation costs (Rel. C) 
(iii) Shadow-product costs (SPC) 

Contingent Valuation (CY-hypothetical markets 1. Energy theory of value-energy-analysis (€A) 
and situations 
(i) Bidding games 
( i i )  Take-if or leave-it experiments 
(iii) Trade-of games 
(iv) Costless choice 
(v) Delphi technique 



Tabel 5. Integrated quantitative analysis and information flows 

Policy evaluation 
methwriteda 

ECONOMIC and ECOLOGICAL SYSTEMS interaction 

lndicato~s (I-VI) and linkages (1-8) 

Cost benefit analysis 

Economic valuation 
methods 

fl 1. Coastal management options/lnstruments 

Quantitative analysis examples 

lnlage Social economic : 
Multi sectoral CGE IlO 
padial equilibium linear 

I!. Resource user lncentivedndicators (2) programming 
Institutional/manets (iii) 

1 (vi) technology 
distributional (iv) 

others (v-vii) 

Relative pnceslrates of return (i-iij 

i l l .  lmpact on flow indicators 

$ (4) 
> Bioe~~nomic models ? 

i--. I 
IV. lmpact on non-biological stock and 
ambical quality indicators Ecoloaical : 

3 dispersionltranspolt 

$ 
V. Biological exposure indicator I 

(5b) Dosage-response ? 
lnlage 0 

VI, lmpact on biological stock indicators 
(receptors) Biological stock models 7 

d 

damage fundions 7 ~ 
Biogeophysicai processes (including humans as part of ecosystem) 
Information feedback from natural system to resource users 
information flow from system indicators to quantitative analyses/models 

Source : adapted from BaFton (1993, unpublished) 
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Table 6. Recent examples of economic values placed on tropical / sub-tropical wetland systems and wetland 
ecosystem products 

Qpe  OF ressurcebor Vdues placed Comment Study 
proGucti.md40cagon. on resources 

Complete wetland ecosystem 
Philippines 

Forestry fishery and other I Wodd Bank (1 989) 
prods. 

Forestry products 
Fiji 

Other wetlands products 
Louisiana, USA 

FisheryIAquaculture 
Louisiana, USA 

Fiji 

Florida West, USA 
Thailand 

Recreation 
Louisiana, USA 

Florida West. USA 

30 - Pelts 

- Commercial 

- Artisanal and comrnercial 
- Marginal productivity 
-Value commercial 
- Residual rent of oyster 
mudflats from e.g. nutrient 
flow from adjacent systems 
including mangroves 

- Gross economic value 
conts. Surpl. + expendi 
tu res) 

- Marginal output of reer. 
Sewices 

Costanza ef al(1989) 

Costanza e f  a1 (1 989) 

Baker and Kaeonian 
(1 9%) 

Bergstrom (1 990) 

Storm protection 
Louisiana, USA 
Louisiana, USA 

Farber (1 987) 
Costanza et a1 (1 989) 

Capturale biodiversity 
Indonesia 

7500 - lnputed from VVTP 
Ruitenbeek (1 992) 

-Surveys of international 
donors for rainforest conser- 
vation 

Energy value 
Louisiana, USA 

- Gross primary productivity 
value in fossil fuel equivalents 

Costanza et a1 (1 989) 

Note : Values as reported or calculated to per hectare per year; figure from information found in studies 



GIS and the Value of Everything 

scar Wilde wote  that a cynic is " a man 
who knows the price of 
value of nothing. "S 

scientists, econormists and even geographers have 
attempted to put a price tag on the planet's ecosys- 
tem goods md sewices (Co 
(1 997) notes, these ac 
selves. They realize that the true value ofecologieal 
life-supprt systems is, in o 
ply put, hman iv  wou1dnY 
However, the scientists also believe that it's 
tive to list the replaceme 
system services that are 
porting E d ' s  flora and fauna. How did they at- 
tempt such a Herculean effort ? 

PuQthg a Price ora Natural Systems 
ghow these scientists went about their 

work provides GIS professionals a methsdoloa for 
pricing the natural systems that might be damaged 
by building a Gghway through a national park, for 
exarnp1e. This wodd be vital informationin any cost- 
benefit analysis. 

The scientists first step involved determining 
which of the main ecosystem goods and services 
they would evaluate (Daily, 1997). Tiley identified 
17 major categories including gas, climate and wa- 
ter regulation; disturbance regulation (e.g., amelio- 
rating the effects of floods and other extreme envi- 
romental events); water supply; erosion control and 
s e h e n t  retention; soil formation; nutrient cycling; 
waste treatment; p b t i o n ;  bioIo@cal contpols (e.g., 
prey/predator dynamics); habitat rehgia for tran- 
sient and other populations; food and raw material 
production; genetic resources; recreation resources; 
and cultural resources (the aesthetic, artistic, edu- 
cational, spiritual and scientsc value of ecosystems). 

Sixteen primary biomes or ecosystem types 
were identified. These were then split into marine 
and terrestrial ecosystems. In tum, the marine sys- 
tems were divided into open ocean and four coastal 
categories: estuaries, sea grasdalgae beds, coral 
reefs and continental shelf areas. The terrestrial sys- 
tems consisted of two forest systems tropical and 
temperateboreal) grass or rangelands, two types 
of wetlands (tidal marsh/mangroves and swamps1 

), lakeslrivers, desert, tundra, icelrock, 

Relvina on extensive previous research, 

figme was expressed in U.S. dollars per hectare per 
year. The only task that remained was to multiply 
the value per hectare by the nurnber of hectares. 
The dataset table in spreadsheet format and copi- 
ous me tho dolor;^ notes may be downIoaded from 
Nature i o u a l ' s  World Wide Web site at http:11' 
m~t:mture.com (users must register to .gain access 
to the site). 

Pad Sutton, one of the article's co-authors an 
a geogapher &om the National Center for Geo- 
graphic infomation and sis at the universiw of 
Caomia  at Smta Barbara, ~ o m e d  me he used a 
GIS to produce the article's world map of ecosys- 
tem services. GIS also might be used to deternine 
the area of each biome, although it wasn't used in 
this study. 

Sutton told me even more accurate estimates 
might be made if NASA's land cover dataset were 
used. This dataset is being developed as part of the 
International Geosphere Biosphere Program. It 
appears that future ecosystem valuations will rely 
more on GIs datasets and analysis. 

Why Did They Do Ht ? 
The authors note that this type of exercise, 

although fraught with difficulties, helps to establish 
upper and lower limits on ecosystem's value. These 
limits were detemined to be US$54 trillion and 
US$16  trillion per annun, respectively. In adcSition, 
the exercise assesses the relative magnitude of eco- 
system services, which - if a middle range estimate 
of US$33 trillion is used - are about 1.8 times the 
current global Gross National Product. The research 
establishes a framework for fbture studies of this 
kind, just as Costanza and his colleagues built on 
the work of Daily (1 997) and Pearce (1 993), among 
others. Finally, the study shows where more work 
is needed and is provocative enough to stimulate 

er research and debate. 
One of the main analysis problems was that 

the database used included no data for the desert, 
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tundra and iee/rock biomes. Such huge areas as 
the htarctic presurrmably are yet to be included in 
the analysis. Perhaps ongoing research conducted 
at the Uiversity of Calgary will pmGde better mod- 
els of htaretica's role in proG&g v d o w  ecosgrs- 
tern services (Giovinetto, 1990). In addi~on, 

s believe that more eeo- 
nsidered and tIrat more 

realistic representahon of emsystem d y n ~ c s  an$ 
s vvlll help to increase the x c m y  

A Bargah at Any P ~ e e  
Ecologists and economists now pay more 

attention to the worth of ecosystem services. They 
realize, to quote Wide again, that "no man is rich 
enou@ to buy back his past". Once destroye4 the 
services that ecosystems provided may become 
priceless. 
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Notes to Tab 

m many key h'unc6ons, h m  regula~ng the biosphere to the prmessing of clernents 
into countIess configurations of food webs, sdirnents, and water column forms. We have focused here on a subset 
of important functions to which we felt some value could or should be assigned. These include the development of 
food webs teading to h m ~ a b l e  food and haw materials, n u h a t  cybng, and b e  role the weain plays in regula~ng 
gas exchanges ~ t h  the atmosphere. Where possible, we ~ e d  to pmGde a range of value eshates,  recognikg that 
diEcnnt sets of assumptions can result in wide divergence in tbe assignhg of value. For food and raw mate~als 
production, market values were determind fim the best avaaabk haes, For biogwhedeal  flues, we 
attempted to computc rcplacment values if thc natural were no longer able to supply the particula 
service. Finally, we used estimates of real egate price di onic pnicing) as a surrogate for rhe service 
that m a ~ n e  ecosystems perFom in chancing the cultural fabic of society. 

Some important values are m r e  difficult to q m ~ f y  than even the difficuIt evaluations we did cany out, 
2nd far this reason were left out of the cunent an;iIysis. This iaduda fie gszsmennt of value of bidiversigy as 
such and the services of higher trophic tevcls as controllers and amplifiers of tcosystcrn processes. Many of these 
services simply have no convenient economic analog (cg., what is the repiacemcnt value of a species, or a spceies 
assemblage? surely it depcnds on the species and the lage). While achowledging hat  these services LK~: 
probably important, we IeR them out for now. 

Open Oceans 

1. Gas Rceulation 
Occans play a critical rote in the balance of global gas regulation. Oygen md mbQn cyctes are inthately E ~ e d ,  
as are N, P, and S cycles. We focused on the role of the meaas as (1) a sink for 602, since fers of @02 $0 the 
atmosphere result in increases in greenhouse warning, and (2) a producer of methane, a secondw geenhouse gas. 
A. Two estimates of CO? abso~tion bv the worid's weans: - 

I )  Schlesingcr (1991) esiimatcd oct norage of organic C in marine sdimeots at ea. 0.1 x 10IS g C y-l, which = 
0.366 x g C02 pl 

2) Butcher ct ai. (1992) discuss a simple model of Lhe global carbon cycle, in whicln the mt input of G to the 
oceans from the atmosphere is 1 x 1016 mol which = 44 x 10j6 g C 0 2  -j-l. 

Obviously thcrc is a largc discrepancy betwec~ tllcsc estimates. On page 309 of Schlcsingcr, net inputs o le  to the 
oceans is 2.4 x l0l5 g C y-l. and the amosphuic pool is 720 x 1015 g C. Thus. if the occan were to cease 
absorbing the net mount of C, it would take 300 yr to double the C pool in rhc ahospberc, which would lead to an 
increase of 3 'C. Fankhauar and Pearce (1994) estimated the economic cost of C02 as 120.4 per MT carbon. 
Using the most and least consemalive estimates of net removal of 602 as C in marine sedlmesnts, we aAve at: 

a) 0.1 n c y-l = 100 x 106 MT y-l 132200 x 106 ha = 0.003 MT c h r l  y-f 
0.003 MT C ha- l y-1 x 120.4 MT-I = $0.6 1 ha-l yml 

b) I x 1016 mol c y-l = 12 x ~ O ~ ~ M T C ~ - ~  132200 x 106 h a =  3.73 MTC~T] pl 
3.73 MT C ha-l y-l x 520.4 MT-I = $76 ham1 y-1 

1 1  The average of this low and high estimate is $38.3 &a' y" 
B. Methanoeenesis bv the world's oceans 
Sehlcsinger (1991) estimated: 10 x 1012 g CH4 y-1 = 7.5 x 1012 g C y-I . Fsnkhauser and Pearce (L994) also 
estimated the price of CHq as a greenhouse gas ns I1 10 per MT CHq. This yields: 10 x MT CHq y.1 x $1 10 

MT-I 1 32200 x 1 o6 ha = $0.03 ha-I y-l. This is negligible compared to the C01 benefits. 



8. N u t ~ e n t  cvelins. 
Oce2ns arc cridal in nainaining global nutrient cycles, Here wc fmus only on nitrogcn @) and gRosphomus (PI, 
the major "macronu~ents". While we roco@ze that other macroou~ent cycles (eg. sulphur, 
a host of micronutrimts are also important, we have ignored &ern in Ihe c u m t  study, irn 
cstimarc. The valuc of thc weans for gtobrrl N and P cycling d&vs  from their role as N aad P sinks, lf the weans 
were not therc, we would bave to reereate this &action by rernoGng N snd P &m land rum@ and recycling it back 
to the land. We tod: two appraacbes to evaluating this hnclion. 

W cd ~t thc weans and coastat watc aB1 the woddk swat= that Row from 
rivers, and rcceihs h n e  watm proGdc a . If we a s m e  that roughIy onethird 
of this sehvice is provided by e s t d e s  Wixon 1896 in press) inder by coastal and open mean, 

12 3 1 (assume I 0  by shelf and IO by ocean), then the total quantity of water treat& is 40 x 10 m y" . Replament 
costs to rmove M and P were esthatsd at $0.15 - 0.42 m3 W c M  1991 as quoted in Postel and 

the replacement cost for each biornek (ID) con~budoa  to the total vdue is $2.0 x 1012 - 
the value for ocean (32200 x 106 ba) i s  theo SQZI - 174 ~ c I  yola 

I I .  Biolokcal antrot  
See data (Note 13, Mow) on & s t h t e s  of fish production. We assutned b i t  the contro1 h c t i o n  of uppcr gop&c 
levels is at least 30% of the value of the satch (tvm thou& the prsdudon fn those WpMc ltvels is 3-5 h e s  the 

catch) (Source: R. D'Arge* pemnal comunicmtioa), yielding an e s t h t e  of $5 hae1 r1 

1 3. Food ~roduction 
The following table summarizes data on globat fish production, catch and psoten~al catch for troth upwelling and 
open wean areas. 

Ecosystem Area Pr,Prod Fish Prod. Fish &tch Potcntiai Catch 
(108 ha) 05 c me2 y-I) m a  y-l) m-2 y-1) (g a$ y-l) @T ha-1 

(1 988-89) 

Upwdling 5 22'5 23 2 3.54" 4.97 0.8497 
Oceanic 332 57 2.46' 0156 0.59 0.0059 

Source: Houde and Rutherford 1993 (except fa fwtnotes). 

These numbers are probably as good as we can get, and are probably gwithin a factor of 5. Average 1993 price, 
calcula;ed &om imporls and exports of total m&ne fish catches @y continent) is $2.28 (* $1.18 s.d.1 
(FAOSTAS Database Calleftions (on W W ) .  The value of fish cafdrw. in S ha-lyl, is assumed to be the average 
price h c s  the quantiv (see main text for a discussion of this aswption). Thus for the total potmial catches in 
these biomes, the valuc is: 

- 1.Also not given by Houdc and Rutherford. I used the catch values providcd in Table 1 in Pauly and Christensen 
for total catch in 1988 and divided that by the shelf area given in Houde and Rutherford (which is 6 times the area 
of shelf determined by Pauly and Christensen, 1995). 

2 
. .This number is likely to be a gross underestimate of ocean fish production, since it assumes production 2.5 trophic 

Ievets beyond primary producers. Most of the open ocean fish biomass is not comercitffly harvested and is 
composed of secondary consumers (c.g., myctophiids). If one follows the calculations of Woudc and Ruacrford 
(19931, substituting trophic level 2 in place of trophic levcl2.5, the resulting annual occan fish production is 4.66 
g m-2 y-1; howevcr, potential catch is unlikely to change since most of thc "excess biomassWis unlikely to bc 
directly marketable. 



I 
. .. - ------ - 
kosysiern Am Potential Grrtch Value (ErlT x $22801MT) 

(I  oB ha) rnm2 y-l MT yl I ba-I y-l 

Upwlling 5 4.97 0.0497 5 13 
Ocanic 332 0.59 0,0058 .L%i 

h a  weight& average ( u p d l  + open) SB5 

9 4. Raw materials 
Gnsidening only one product, i.e. the fornation of limestone In shallow ocean basins (and then "spreading" it out 
ovcr the entire ocean Floor): 
Estimate # I .  Source: Holland 1978: 0.5 rng crnm2 y f l  = 5 g me2 yf'] (from 8 sbdy by Broecker and Takabashi 

1966 on Bahma Grand Ba&) 
Estimate #2. Source: Sehlminger 1991. 1.5 x 10 IS g y-1 (taken from Wol la  1981 .) dividrd by the area of ocean = 

12 2 332 x 10 m = 4.52 m-2 y-I . 
These h a t e s  are roughly equivalent to 0.05 MT h-I The m d e t  price of limestone (f.o.b., determid by 
telephone intmiews with quarry managen) is spproxhately 610 If m a e W 84% of the price covers 
capital and labor costs, &en the ecosystem "valuc add&" mom! is woah $1.50 wI* The @that& value of 
oceans for limestone prodvctioo is: 0.05 MT hav1 y-l x $1 -60 MTI = $0.08 hn-I r1 . 

17. Cultural Values 
As reflected in literature, song, dueation, and other ways, h place trmendous value on ,nodines and 
oceans. One bngibfe economic manifestation of the cuItural value placed on these ecosystem is he willingness to 
pay for real. cstate in pmxkiQ to mapies and ocm, cornpard to the price of comparably sized inlmd real estate 
(all other things being quai), Price digcrentials between inland and watwfront propertis in a rich md a poor part 
of the United States were cdleetd. We Ihen wsumed that this differential wwId be valid for the world"s wealthy 
nations (develop&) and would be 100 t h c s  lower in thc remaiader of the world"s nations. 

California: $0.5 x / 0.046 ba = S I0.8 x 106 ha"l 
Alabama: $0.1 x 106 10.186 ha = 50.54 x 1 ha-I 
Coastline: ""Developed"". 194$35 km 

"Undeveloped": 284,795 km 
Assume that the value extends from the shorelirae and back 0.5 km from shore. Then the area of real estate is 

Devdoped 9.7 x lo6 ha 
Undevel. 14.2 x lo6 ha . 

Using the spread in real estate price differentials above, and assuming prices are 100 times less on undeveloped 
lands, we obtain 

Develop& values (total): $5.24 to $105 x 1012 

Total vatuc: $5.32 ao 105.2 x 1012 
If we divide this value by the area of all marine vosystms except the open ocean (4102 x lo6 ha) and amoiiize 
over 20 years, the areal values become $65 to 61282 ha-I for estuaries, shelves, coral reefs arid s e s p s s  
ceosystgms. If we iangead divide this value by the total marine arm (36,302 x 106 Ha), then the annual value "flow" 
is $7 to $145 ha-I y-j m- a, avenge of $76 hael y-l 
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Estu e and mitsbla cnhment conditions for m y  owl activities rad &a rnaintmce of 
the natural qualitis of the m Is rr W m d ~ a  ~Wdvettess ~ O C  W of thGSG 

1 n,b. This &W not given in 
crtcbw (fix 1988) tist& undw andcotrl syrtems, lardchid f 

given by Pauly and & ' s t e m  (1W5). 
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rccrcational activities. The most common ac t i i t i a  m: boating, G n d ~ f i n g ,  sflshin& 
hunting and shore-beach rmreation. dc Omol(1992) s t h a t e d  tbc to&l value of thae activiticr st $195 - $567 ha- 

B 1 y--l, w l  an average of 5381 ha- y' 

17. Cultural 
Many estuarioe areas are important sour- of h i s to~e  information as well as sien6fiic and &de Wies. de G m i  

1 I (1992) crtimated the total value ofthesc activities at $25 - $34 ba-I f'l9 with an avaagc of a9 ha- y- 

SeagrasslAlgae Beds 

8. Nutrient cycling 
For calculation methods, see notes for Ocean &m = 200 x lo6 ha, value= S10,MIO - 28,000 ha-I yl* 

1 1. Biological Control 
Not estimated, but probably considerable value. 

12. WabitatlRefuyia 
Not estimated, but probably considerable value. 

13. Food Production 
Not estimated, but probably considerable value. 

f 4. Raw maten'als 
Norse (1993) states that scawads, agar. and earagecnans an wonh 5400 M y-l Dividing this by ana of 
scagmsfalgae bcds (see note 8 above), we obtain f 2 ha-I y-l . 

Coral reefs 
General 

Coral reefs are highIy productive, diverse and attractive ecosys(ems producing a wide rmge of valuable g& and 
services. From the studies that were found, the services of dimrbance renulation and re~reatbn were particulaiy 
well quantified. Food pmduetion eonstikes another impomnt and beoefit from ooml iafs. ~h; 
diversity of the additional values is only an indication that there are many goods mind scwices still unqllilntified, 
such as medicins and research and education, 

Continental Shelves 

1 B See notes for Ocean far assumptions. Area = 2660 x ha. Value= $752 - 2,110 ha- y 

1.1. Biological Control 
See data Wote 13, below) on estimates of fish production, and notes for Ocean for assumptions. 

Ecosystem Area Prduction Value 
( l 0 8 h a ) k m - 2 r l )  ($ha- ly- l )  
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1 3. Food ~roduetion 
Scc notcs for Ocmn for mefhOds and further details 

Et'osystm Area Pr.Prd Fish Prod. Fish ealch Potential Catch 
2 1 0 0 8  ha) (g c rn-* y-i) (g m-2 y-1) (e m- yo ) (g m'2 y-1) (MT ha-1 yl) 

(1 988-89) 

Shelves 23 162 15.5 0.174 2.98 0.0288 

Source: Noudc and Rutherford 1993. 

Ecosyslcrn Area Pdential Qtch Value x $2280Ma> 
(1 o8 ha) g m-2 y"l MT ha-1 y-l s ha-I y-l 

Shelves 23 2.98 0.0298 S 68 

Terrestrial Systems 
Terremial systems provibe a large number of senicer, but valuation studies have examined these &cer unevsdy. 
Little economic infomtion was available for the valuatbn of soil formarion, waste treatnnenl, gas regulation, 
biological control, pollination, or refugia, thougin :it is clear that lEtw systems c o n ~ b u t e  signifimtly to these 
processes as well. Much of these contibutions that we lack infmation for, however, are included in lager scale 
studies and are included in the taily for total, global ecosystem s e ~ c e s .  

General 
Forests have obvious direct use values, as a source of many hasvatable products, rangng from timber to 

food and drug prducts. Tbey have a more indirect value by providing a v ~ e t y  of ecosystem 
*a*;,. ,.,,?a :.. ...,..A *-*:-- -,.:-r-qt :--*-a- -- --.-a*- 
auru IVL\, IIIVUCL(ILAU~ IQLU~QU ~ l l ~ p a ~  Q U ~  watw bbmflstfofq they edanee geophysicahtabiiity, rediucing erosion 
of soils. Excessive erosion would not only interfere k t h  aquatic prwesses but w u l d  reduce soil fertility itself and 
impede normal n u ~ e n t  and hydrologic cycling. They provide valuable sir p~f i ca t ion  h n c ~ o n s ,  r m o h g  lead 
and other potential toxins from the amosphere. Forests prote~t against pest infestations and help assure quality 
water supplies, Trees art h p o m t  in water storage processes stodng water themselves, plafing a critical role in 
evapotpansphtion, and providing pathways for water retention in subsurface reservoirs. The result is a more 
reliable a d  constant flow of water downstrm, reductions in peak f l d i n g  events and a larger average stock of 
available water supplies. They provide hpoflmt climate r~gulation services fiom Iocal to global scales, These 
services are a result of transpiration processes, albedo and roughness effects, sad cabon cycling. Local rainfall can 
be reduced as a result of deforestation, since water storage and evapotranspiration are dhinjshed, Forests serve to 
protect against storm damages, acting as .Kindbreaks and creating roughness effects in diminishing storm intensities, 
Global warning potential from deficiencies in carbon sequestration capacig is well known, Forests provide option 
values associated with support of species and genetic diversity, They also have broader cultural values through their 
importance in folklore and broad cultural support. 

Valuation of services of forests must take the types of service flows, such as timber and clim& regulation, 
and assign monetary values to them. These monetary values can be of two basic types: benefits received or costs 
avoided by provided equivalent services in another manner. For example, the benefits received margiaa'l value of 
timber would equal stumpage values; i.e,, market prices of timber net of harvest costs. The costs avoided marginal 
value of timber would be cost savings from using timber rather than other structunl materiais. .In well hnctioning 
markets, these two valuations would be approximately similar at the margin. Climate regulation values, for which Hy 
there are no welldefincd markets, can reflect benefits received, measured by enhanccd incomes, reduced pr&h2($ 
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prices or darnage wsts avoidcd, such as health costs. AlternaGveliy, costs avoided valuation wtxrld include the cost 
saving from not having to control carban dioxide mi&ons in In well fuoaioning mleli 
policy maws, thcsc two valuatioos would k appmxhatcIy s 
likely than the rnrnpfions for well functionirog mwkets for m cn is cmidwbIe d e b g a ~  
whether the benefits of climate conmi e x e d  the costs of conml. 

As with other ccosystcm the scrviccs and vaba 
Branl nuts are barvested in Brazili forests but oot in Ma& 
i m p a n t  function in Mexico but not equally so in at! forest& Iocalions. Furthermore, valmtion 
may diRer significantly, depending upon supply and d m m d  conditions and incomes. Spatial g 
valuation results is inherently problematic (Pearce and Moran, 1994). 

Servl;ccs of ecosptems are flows s t e m k g  fm the nanKal capital stock. Iherefm, 
inhcrent "sustainability'hrnotation. Keeping with this hpiicaGon, wets of wsy*m c 
"sustainable basis. Forests have value for their sustainable flow of h b c s  raw mtedal, food prsducts, 
squdntion, erosion contml, ctc. It is highly debatable whether existing flows dmcts ,  p 
sustainable. We have atrempted lo use estimates of susbinable d c c s  flows in estimating 
below. 

2. Climate Repu la t io~  
Estimates for the c t h t e  rmlation value of forests wcrc based targely on avenge damage avo iw cast 

studies (e.g., Lsmpietti and Dixon 1995) or avoided Gosts of alternative cootrols (e.g., -illa f 391). Thcst studies 
typically cstimatc the cubon -sage capacity t b t  would bc lost under various forms of forest d~ada t ion ,  
relate that to fume damagcs or eumnt casts avoid&. SO. forest cmvcfsion to otha land u q  such as a g r i c u f ~  
or psture, rcleascs a flux of c a h n  during eonvcrsioa and reduces glob1 carbon storage capasib. For 
Adgcr, et aP. (2995) estimated the avoided climate related damages from fosxls of l o w s  in Mesco a 
hectare ger year. Indexing to $1996 resuIts in an csthted damage cost savings of 570 p a  hectare pa year. 
h t i l l a  (1991) estimated the costs of alternative controls from fort% loss at SC42N per hectare, h p w g  an 
annualit& value of $336 (usiog 8%) whcn indcxcd up to $1996. A su of studies of trogical forests suggest 
hi@ and low vafucs of $482 and $88 per hedare per year, respectively, with an avcmge of $223 pw h 
ycar. 

Tficsc are partial va!uations in scvcral ways. Mi le  carbn scqucstration in forcsts would be proportiionate 
to forest biomrtss, increasing loss of forests may alter otha msystems so dramatically as to change their fundon in 
thc carbon cycle. For example, forest loss may alter temperature reglrnes and mean t e m p t m ,  change tfic 
carbon cycling value of oceans. Secondly, damagcs from reductions in carbon scquesmtion capacity may be higfily 
non-linear, perhaps with damages increases more than proportional to forest loss. Finally, even if damages were 
proportional to forest loss, the value of those damages may not be propoltiooal. For ple, global temperature 
may be liacarly reiatd to forest loss, and crop yields linearly rclatd to temperature. However, the economic mfue 
of crop toss may be more than proportional to that crop loss. In other words, there may be g d  reasons to expect 
that the marginal valuc of forests for climate control may increase ~ 4 t h  forest loss. If so, the marginal valuation 
methods used here may dramatically underestimte the economic value of total forest climate controI services. 

3. Disturbance Reyulation 
Disturbance regula~on services were based on a damage-avoid& cost study of Cmeroon tropical forests 

(Lampietti and Dixon 1995). 

4. Water Renulation 
Water regulation value estimates were based on damage costs incmcd when deforestation leads to 

reduction in water qualify or fisheries prduction (Adger eta/, 1995,  mum^ 1995, Kramer eta/, 19921, or on 
damages avoided by forest preservation. 

Only one study was uscd for esthates of water supply m i c e  (Kumari 1995) based on market values of 
water lost to reduced quality created by .deforestation. 

6. Erosion Control 
Erosion control services of forests refer to soil retention functions. Forest loss would result in increased 

siltation of streams and dms. Degradation in strmm quality would impede fishing and recreational activities, while 
dam siltation results in shorter lifcspans. Valuing thcse losses dirc~dy would be using the damages avoided 
valuation method. Alternative valuation would use the avoided costs of mitigating siltation damages, such ss 



installing scdimcnt mpping Jcviccs. Both valuation m&&s have bccln ustd. For cxamplc, Cbmitz and Kumd 
(1995) estimated the avoided costs of altcmatiitive conMs to be worth $54 pet hcclarc ia Ecuadorian q i c a t  
Adgcr eta/ (1995) estimate damages avoid& to be w d  only $0.04 pcr h ~ c  per year, white Dkoa an 
Wodgson (1992) cstimted d n e  effects of w f f o a  fishing and toudsnr hmcts, These valuations were indexed 
to global incomes pcr capia using the Purchasirig Powch of GNP pw Qpik Hi& and low v a l ~  were $&I and 
SO per beetarc pr year for tropical forests, respectively, wftb an average value of $1 85 per hcctiu;~ pet year, 

13. Fmd Production 
Fortse production of f d  producls was cstimtcd as an average for the production of bits, nuts, game, 

and swidden aMculture from several trogical forests of Asi d South Amcn'ca (eg, b p i  
1995, Kunrari 1995, Pinedcz-Vasquez eta!, 19923. These a t 4  gross incomw in %me 
incomes, the conect measure, in other cases. In wme ea les were asked their willi 
these services &ampietti and Dixon, 1935). These arc h e f i t s  type m a w ,  and & atot reflect the costs of 
%king alternative fd sources in the absence of forests. Tbtst valua wcre scald to global i n c a t s  using the 
Purchasing Power adjument. Food p d u c t s  il1usb;ate the valuation prcbluns. For market baed cuItures, net 
incomes reasonably reflect the value of food products. Nowevever, 'for mbsistence cultur-es, f& prcrducts m y  
have an infinite consumer surplus, since burnan existence is the h e f i t .  atiltcnra~ve costs of f d  supplies could be 
used to estimate valucs in these eascs, but nooe of wee &Milable, Furthmoac, produets an 
unique to ~6osystcms. Even if there is a gencrdfy ct, such as Brau'l nuts, abated to be worth 
nea~ty $1100 per hectare (Mori, 19921, one cannd gcnmlizc &is value &om tbe B r a i a n  foresis. For 1% 
while the hmesting of wiId fruit and latex h Ptnzvian Anromok is ed to be wo& o v a  516000 per h-e 
(Peters eta/, 1%9), this is not very gmemlizable. These ham& ualm must dGduct kmat costs to obhin net 
forest contribution. 

14. Raw Maten'als 
The valuation of forest raw materials indudes values of atrattables, inelding timber and Don timber 

forcst prohtucts. The goal was lo estimate these mateGI flows on a sust;linable yield basis, since &at would 
represcat the service flows from ecosystem capital. fQowever* there was no agmpt made to determine whether 
current flows of materials are sustainable. They arc most l%eIy non sustainable, implying that cunent flow 
valuations inflate sustained yield valuations. W i l e  the propcr measwe of value k net of h m &  cost, the vdues 
of extmctables somethcs were estimatd net of hahvesl costs and in other caws were not. Timber vaIues were 
estimated from global value of production, adjusted for average harvest costs. Avcragc harvest costs were s m e d  
to be 20% of revenues ( S b m a ,  1992). This value was used for all forests, btb temperate and tropicd. 

.j 5 ,  Genetic Resources 
Genetic resource vatue includes the present and future value of fauna and flora far medicinal pupses ,  

Present values would reflect the "'in situ" value of currently uscd drugs, net of processing and development costs. 
Future values would be a form of option value. For example, the pharmaceutical fm Mack has paid Cost am's 
National Institute of Biodiversity $1 milfion for rights to develop future plant species. In principle, this value would 
reflect the minimum cxpccted net pr~fits  Merck would anticipate fom future devclopmeot, The net social value 
may be considerably larger, reflecting the social value of cures for dim% which is liltely to be much greater &an 
Merck's profits. Most of the studies s t h a t e d  the market value of phamceuticals dcrlvd from h p i d  foresb. 
The correct measure of value is market value net of costs of bringing tbt aaw materials to fhek markebbfe, 
mcdicinaf fom. Unfortunately, the cost adjustments could not be made. W e n  drug sales in the US were the basis 
6br an estimate, the US valuc was cxtrapotalcd globally by assuming lhat citizens of dcvelopcd countries in E q c ,  
Australia, Ncw Zcaland, and Japan would purchase the m e  value of drugs per capita. This acknowledges an 
inconic effcct in the demand for drugs, and a wcakncss of economic mluation. f e r m s  of low income may place 
high valucs on life saving and enhancing drugs, but these valucs would not be reflected in the mrket place. For this 
reason, the genetic valuation may severely underrepresent the social value of genetic services. 

f 6. Recreation 
Recreation vaiue estimates were based ola various methods in differcot country settings, including brave1 

cost mcthds (Lampietli and Dixon, 1995) and contingent valuation methods (Kramer et a1. ,1992 and S h m a  , 
1992). Thcsc arc proper methods of measurement for this value. Genemlizability is an obvious problem for 
recreation values, depending both on the quality of the forests and proximity to demanding populations. The c m n t  
recreation value of many forcsts may be ncar zero. Estimated generalized forest values may reflect potential value, 
but this may be an ovcrcstimate since the recrmtional valuc per bcctarc would undoubtedly diminish is more forests 
Ivere effcetively added lo the recreational supply. 



Valuasi ekonomi sumbenlaya ....... ( I  - 34) 

17. Cuitural 
Values for cultural services were bas& on shrdics of aggregate willingnesscs to pay, phmarily for 

cxis~ence values of ecosys!tc-ms or endangered species in the US (c.g., Pope and Jones 1990). These values are very 
likely lo depend upon income levels of the culture in question. So they have been adjusted to w o r l d ~ d e  vatu= 
using the Purchasing Power of GNP per Gpita. 

General 
We calculated the net rent for grassland and h b l a n d  worldwide at 151.04 ha-' yf'. This value is a 

weighted average of the net rent of those USA states for which the "potential" vegetaGon was ~ I a n d  or shrubland 
(Kuchler, 1964) (KS, IA, klT, ND, NV, UT, AR, NM, TX, OK, NE, SD, MOP U, M, CO). Data were obbined 
from the Census of Agriculture 1992 WS Dept, of Commerce, 1 995). 

1. Gas reeulation 
We made indewndent estimates of this service for carbon dioxide, nitrous oxide, and methane. 

a. n dioxide: We used estimates of C losses ated with a@cuItural use h m  grassland mils 

across the Great Plains of USA from Burke eta( (1989). C losses ranged horn 0.8 to 2 kg me2 . We uwd a value of 
I kg m-2 in our calculations. We multiplied this numbcr by the cost of C02 uninions: 10.02 (Fa 

Peaice 1994). The total cost of releasing this C was 6200 ha-I . l o  calculated an annual value, we asswned that this 
amount was r e l e a d  during a 50 years period, We used a discout rate of 5%. 

b. Nirrous oxide: Mosier eta/ (2991) showed that cdevdon of grasslands increast siMficanfly the 
emissions of nitrous oxide (a greenhouse gas) in the shortpss steppe of noriheastem &lorado. We estinratd xithe 
annual costs of nitrous oxide emissions based upon the difference in emissions betwen grasslands and adJ'acent 
what fields (0.191 kgN ha'l yfl) and the cost per unit of nitrogen emihed as nifrous oxide: $2.94 kg 
(Fankhauser and Pearce 1994) 

c. Methane: Cultivation reduces by half the uptake of methane by grassland soils (Mosier et al. 1991). To 
calculate the cost of methane emissions we used the same approach as for nitrous oxide: we multiply the d i k e a c e  
in methane uptake between grasslands and adjacent wheaf fields (0.474 kg C ha-I y i l )  times the cost per unit of 
mthane ($0.1 i kg CH~-I) .  

2. Climate regulation 
By using a mesoscale climate model ( Pielke et al, 1992; 1996 ) , apeland 6td. (subfitted1 

estimated that landuse change have caused an increase of 0.16 OC in the North h e r i c a n  Great Plains as a 
consequence of the reduction of green cover and transpiration during part of the year, Nordhaus (1994) e s t h a t d  
that an increase of 3 OC in global telnperatrnre will produce a decrease in the global econodc output of 4%. 
Assuming a proportional effect of temperature, the impact of 0.16 OC would be 0.2% of the net economic output 

1 1  (net rent): $0.1 1 ha' yr- . 

4. Water regulation 
We use data on runoff for grassland and cropland watershed for the southern plains of USA (Jones 5 a \ .  

1985). WE assumed that the difference in runoff between cropland and rangeland watershed is an measure $&k 
water regulation service provided by grasslands. For this p&icular site (BushIand,Texas, average precipitation 462 
mm) there was an increase in runoff from 1.7% for grassland watersheds up to 7.5% for cropland watersheds. The 
increase of runoff will result in a reduction of water availability. Using Sala eta/ (1988) equation on the 
relationship between precipitation and aboveground net primary production (ANPP), it is possible to estimate the 
reduction in ANPP derived from an increase in runoff by subtracting runoff from PPT. The calculated diEerence in 
potential ANPP between cropland and grassland watershed was 7%. Using OesterheId eta/ (1992) equation on the 
relationship between ~ P P  and domestic herbivore biomass, we estimated a reduction in carrying capacity of 
10.5%. Assuming an average net return for livestock production of $25.4 hav1 yil, the unit value for water 
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regulation is $2.54 ha-l y i l .  This alcullion considm only the on-sits value of wain regulation by g ~ 1 a n . d  
ecosystems. 

6, Erosion control 
\Ye valued soil losses based on Ihe rduetion of a~cu l tura l  yiel&. We ed that l m i n g  the fust 10 cm 

of the soil will result in a reduction of agieuIturaI yields of 50%. A rcduction of yields of 50% will reduce the net 
1 rent of grasslands, at least, proportionatly. B a d  on an average net rent for gassland worldwide of $51.04 ha" . e 

(sce general assumptions above) thc costs of soil emion control service wili bc S 28,s ha"9r-I .  This &mate 
compare reasonable well to the aggregated value provide by Pimmtel (1995). 5 26.1 ha-' yil, This 
considers only on-site s e ~ c e s  of erosion control. 

7. Soil formation 
The e s h a t e  was derived From studies on carbon accumulation rates in old-fields b eastern eolorado, US 

(Burke etal, 1995, Ihori etaj, 1995). These studies &owed that ~Aer  50 years of abandonmen$ C stocks have 
increased 3000 w a .  The costs of 602 emissions (calculated b d  upon the negative effects ahat i n c r m i ~ g  C02 
has on climate) was $20.4 pcr ton of C relcascd (Fankhauscr and Parcc 1994). lghc scrvl'cc provide by grasslands in 
capturing C was calmlafed as the rate of C accumulation (30W kg.wl / 50 yean = 60 kg ba-lyrol) times the cost 
of C ($0.0204 kg C' ). S 1.2 ha-I y i l  . 

9. Waste treatment 
Data from Phentel eta\ (1W6). 

10. Pollination 
Data from Pimentel eta/ ((1996). 

I I.  Biological control 
Data From Phentel eta/ (1996). 

13 and 14. Food and raw material production 
We use the average agricultural net rent for central USA (see above) as an ate of the value of f d  

and raw material production worldwide. 

15. Genetic resources 
The majority of the centers of origin of domesticated plants and animals are located in grasslmd and 

shnrbtand areas (McNeely era/, 1995). The estimate of the value of presenting genetie resuces  of msdand areas 
was derived from data of the effect that incorporating genetic resistance to disease from wild vGeties have in wheat 
production. Perrings (1995) value the effect of prodoction of linwrf~,rating genetic resistance to diseases at $50 
millions per year. 

16. Recreation 
We provide 3 independent estimates of the recreation value: 

a. Hikinglecotourism: We used data on ecotourism opporlunities for the Fpbos area in South Africa (Gowling eta/, 

1996, Higpins eta!, 1996) ($22 visitof dayw1 ,0.01 visitor hi1). To atrapolate worldwide we assumed &at only 
1% of the grassland'and shrubland areas are attractive enough for visitors, 

b. Big game hunting: Based on data for Wyoming (USA) (Brwkshire, 1982): $250 hunting trip-] aod 800 ha 
huntcil . 
c. Wildlife tourism revenur Based on data presented by Pearce and Moran (1994): $40 h i 1  pi. As in ease a we 
assume that only 1% of the grassland and shbland  areas have a wildlife density large enough to attract tourists. 
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General 
For the purpose of &is shKiy, the vdetland biorne was dividtd into fieshwtcr wctlands (s 

Fiparian wellands and fl wdlaads (tidal mmha aind mangroves). Estuaries Rave bm 
inclirdcd with the marine-c son for includmg gdai m d c s  and magrovcs ia one ca 
due the fact that they pcrfm sirnilar fitnctions in the tanperate and mpita 

WetlanQs are highly pductive and d p ~ c  qgm, perfodng 
state. At Ihe same time, these chamcten'sties have Icd m n  to converl w&m& to sin 

p s e  of the loss of most ofher fitnctions, and the ori 
cally. Some of these conversions hsve Id to consid 

the dampening effect of ~ v & n e  forests and floodplains on peakdischarga of rr'vws (cog. assissippi-flding in 
1994 and the f l d s  in Europe in 1933 and 1994) ' 

The estimates includcd in table 2 are bad on actual case studits in various parts of the world; of COU~SG 

both the social and economic value of most hoclioas will vary considetably, depending on the 
m o m i c  situation of the country involved. For example, the f d - p d u d o n  value of a fldplar'n is valued 
differently Ln Africa CUSS - Barbier et. a!. lW1) h in A m ~ a  (US$ Whalyear - Gten 1394) both 
bccause of digercnce in market-values and in the infoma? (non-market) ec:oomy, Mile  in A ~ c a  paoplt may 
depend on it for a large proportion of their &ity subsistence n d s ,  In other cotmtris i f  is ody 8 small *on of the 
f d - i t m s  available . 

An even more extreme example of t h m  discrepancies between *devclopchi'" md ""l develop6d"" 
countria is the value placed on (drinking) water proGdad by fi:&wter-smps. In the USA &is funcgon was 
valued at ovcr US$ 15,OWhiLlyc~~ (6upta snd Foster 1975)vsHile the m e  knction wers valud at a liale ova 
100ihdyear in Malaysia (Kumari 1995). which rnay partly be c a d  by diffwences in water quality sbndards, 
and/or availability of alternatives and market values. We have attempted to compensate for these direrenw as 
tnuch as possible [see general discussion] but some discrepancies remain. 

Wetland-funclr'ons that are of particular ecological and m n o A e  hprtaoce are fiood-eronMI , stom 
protection, nutrient cycling and waste recycling, accclunting for a h s t  80% of heir economic value. Within m e  
ecosystem (or biomc) some functions are not evenly distdbuted and we have attempted to coned for these spatial 
restn'ctions as muchi as possible: e.g. recreational actiGties ~ I I  focus on the mst attractive snd accessible pEerts of 
the ecosystem SO va lus  found for the recreational imprianee of fidpliains or maDgroves have not ken  multiplied 
for the total surface area but only 30 %. 

Within the scope of &is surve)r, it was not possible to make an e&emive analysis off aII the i n f o m ~ o n  
available on the knctions and values of thcse biomes and also m e  wetland functions sre under-exposed or not 
included in the table yet, aIthough their ecological and economic hportance is considerzlblc, like their influence on 
local and even global climate, both through their physical influence on tcrngerature and precipitation, and rhelr 
influence on gas-exchange with rhe atmosphere, . 

A h ,  except for their imprtancc as lnurscry areas and migration habitat, little lnfomation was found on 
tire economic impomnee of other biological aspects of the f~nctioning of wetland-ecosystems (e.8. biological 
control and genetic resources). Thus, the totals given in Tables 2 and 3 should be secn as a very conservative 
estimate of the total cconomic valuc of weeImd ecosystems. 

I .  Gas Regulation 
Only one reference was found for the e c o n o ~ e  value of carbon scquestratioa in Malaysia, represen~ng a 

value of 265 USmaly. This valuc could also be placed under the climate regulation k n c ~ o n  (21, since the 
economic calculations were based on avoided damage through reduction of the enhancd greenhouse effect. 

3. Disturbance re~ulation 
Disturbance regulation (3) mainly nlatcd to fld control (by swamps and fldplains) and stom 

protection (by tidal marshes and mangroves). 
Flood control and storm pmtection values are b a d  on estimations of prevented damage or the potentid, 

and in some cases actual, costs of replacing this hnction of the wetland by artificial constructions, Since these data 
\\lcre not available for all typcs of wetlands, we made a -best professional judgment" to convcrt these figures into a 

a. total value for this function for all wetlands. For Rdplains in the USA, this service was valued at US$ 
1 I ,  I37hdy phibodeao & Ostro, 1981). For swamps, no data was Found, but since they are usually found in pIaces 
that arc less sensitive to major disruptions from flooding, their value was estimated to be about 30% of the 
floodplain valuc. The totat avenge valuc was therefore put at US$3,3411haly in Table 2. 
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Stom prdelion values for iidal s n h e s  mnge from US$ Tihe for cstirnatcdi darnage costs IR the USA 
811, ta USS S67Ttlq in willingness-!*pay fa m~dintcnancc of a tidal mmh fot this 
and USb7.337lhaly for replacerne~t costs oftbe stm pEotection fuaction of tidd 

in the UK mmer ,  1989). Tbe avemge was put at US$ 1,839 for &is hdim in Table 2, wbich is c 
mlue found for the srrbsticution cost of the G m  pmtcctioll fundm of mangroves in Maltmysia: USS 1,701 

4. Water Regulation 
Only one rcfetence was found on the value of the swamp area ia Maysia for buffefing iPrigaGoa water for 

i c e  paddies; the effect on prdudivity was c s tha td  to be worth 30 US 

Iy hncdon of Ihc swarnps .and Roodplains was at& lo be W O ~  USf16001haly, king 
the average of two very different shdies: cod sa area in m y s i a  
was etstimatcd to represent a value of USS 104h , 1995) ~b a study in the USA &OW& that the 
(additional) costs to obtain water From the next best alternative sure would be US$ 15,0351hdy (Gupta & Foster, 
1975). 

6, Erosion Control and 7. Soit Formation 
For erosion control and mil formalion no exp&cit references m fd in tihis bsbrt) s?udy, althwnh 

wdands certlinly play an impcflant role hen. ~arg'c. rballow nmdp pie, ~cs:Gul& silt (thus 
trapping soil partictes lost by erosion elscwhert] and are often used for cutevation during part of the 
ycar. Usually the value of these hndioos is incldcd In economic ealculetions of othw bcticms, ~otabiy 
diswbance regulation (3) and fd prcwtuction (13). 

8. Nubient eveling and 9. Waste Treatment 
Because of their high prcrductiGty and dynamic nature Nth with regard to abide factors and food web 

stnrchucs), wetlands play a vcry impoflaat role in nutrim! cycEng and w e  treahnent. They can absorb and 
recycle large amounts of nutn'ents and other chemical substances without negative side-eEm& to the ovm1l 
functioning of the ecosystem. Especially the waste treatment funciioo b a considcrabte economic value which is 
increasingly being recognized. alculatioas are mainly based on mst-ssving calcdations and @teatiat) Gosts of 
replacing this wedand function by means of artificial waste treatment, En only one case was a survey conducted to 
detmiine the wiifingncss-to-pay for thc azaintmnce of tiis ecosystem service, rtie total economic value of &is 
function, even if it is limited to sdaimble use levels, is considaable: dmst USF4,500 for coastal w e b &  an8 
about US$ 1,700 for ljreshwater wetlands. In the case of 1 wetlands, data was only available for tidal marshes 
and it was assumed that the con~bution of mangroves to this function, on a suStainabIe basis, is about 30%. 

10. Pollination and I 1. Biological Control 
Pollination and biological conkol are two functions for wbich wetlands arc less importan% at least. no 

references were found on thesefunc6cxls in relation to wetlands, although there are indiations that cultivated areas 
adjacent to (natura!) wetlands do benefit fiom t6e pest conb.oI and pollinztion func~oa of certain wetland species. 

12. HabitatRefuga 
The habitatlrefugia function of wetlands is important, both with regard to their value as nursery BTW for 

mmerciafly hportant species (fish and crustaceans) and as resthg and f d i n g  areas for many migrabry (aod 
sedentary) species. The nursery value was calculated to be worth US$ 170maly @as& on mwket pnices), the 
habitat value for protection of (migratory) species was mainly derived Rrom willhpess-to-pay studies, adding up to 
an average of USS 439hdy. 

13. Food Production and f 4. Raw Mate~a ls  
Because of their high productivity and nutrient turnover, wetlands are able to provide a large array of fwd . items and raw materials in considerabte quan~tics on a sustainable basis, including for exmple fish and shellfish ' 

(Goth through hamesting and aquaculture), furb s (for food and br), reed and forest products (including 
fuelwood and charcoal). Values found io literature mn up to US$Z,?SWy for commercial fishing in Pnangovts 
in Australia (Hamilton 8t Snedaker, 1984) and US$ B,142/ha/y for hawesting of forest products in manpoves i n  
Thailand (Chn'stcnsen, 1982). 

15. Genetic resources 
No data was found on genetic rcsourccs providcd by wetlands ahhough they ceminly provide a hbitat for 

spccics which have important genetic material, medicinal biochemicals or other usehl properties, 



i 6. Recreation 
Recreational bcncfits of wetlands mainly related to wrtfishing and hunting; also mima1 observation 

(especially bird rmtching) and other +onsonsmiivc" forms ofrccr*ltioo (like hiking)an import an^ 

l7. cultural 
rttc cutturn! value of wetlands is considerable although little 

only references found relate to calculations of the influence of ihs aesthcdc value ofwdlands on real estate prim. 

Freshwater Lakes and g v e r s  
General 

The freshwaters of (he world perfom several services of tcononic value: Fresh water fish&es, excess 
nutrient reductions, gollution (BOD) reductions, figation, indust~al, residential water supply , hydropower , 
water-bascd rareation and navigation. In all cases, the wssibility of vdater raycling or reuse was considered 
ncgligiblc. 

4, Water Regulation 
Thc value for wster regulation is dcrivcd from a mean estimate for bydrogowcr of $10lacre-fr30t (1980 $1 

calculatd from 27 si te  on &eblumbia/~nake River system, 9 Gtes on the Tennessee River, and 6 sites on ths 
Colorado River and extrapolated to the to globe (Gibbons 1986). An haator of 1.8 was uscd on the total 1980 vduc 
to convert it to 1994 doliars (US Census Bureau 1995). 

5. Water Su~o ly  
The estimates for water supply are based on in-stream flow catculations using a total annual renewzble 

fnshwater supply of40,673 h3 and current annual consumptive use of 3240 lad (domes~c 8%, industrial 23%> 
i~ga t ion  69%) (World Resources Institute 19941, An inflator of 1.8 was used on the total I980 value to convert it 
to 1994 dollars (US Census Bureau 1995). 

8. Nutn'ent cvcIing 
We realize that the if we did not have the dilution effect of fresh water, pollution controls would be 

needed to reduce the nutrient loads from cities, farms and bdustn'es. The esthate of the emsystems service value 
is based on the idea that fresh water bodies provide a nutrient ~yd ing  schce  and that value is dso taken from 
Pastel and Carpenter (1996). Tne value is based on the assumption that normal freshwater nutrient cycling would 
be equivalent to, and would have to be replaced by, advanccd wafer fMtment of municipal wastes (200 kn3y1for 
the world, at $0.25 rn-3) plus indushial wastes (295 km3yi at $0.35 Hows and costs were taken from 
Richard et al. ( 1  991) and Shiklomnov (1993). 

9. Waste Treatment 
To repnsent the natural service supplied by the breakdown of pollu~on in fresh water bodies, we used the 

cost of waste treatment plants that would accomplish the same goal, Waste Treatment cost $2,27/acre-foot (1980 
$'s) as an average regional value for dilution of BOD (Cibbsns 1986). The value of water supply for consumptive 
uses $100laae-foot (1980 %) for inigation, based on a mean ( ~ 1 7 )  of $13llacre-foot ( f  980 $1 for 8 crops in 6 
western US states (Gibbons 19861, a mean (n=9) of $15llacre-foot (1972 $1 for eastern US states (Gibbons 1986) 
and a range of values from $10-$100/acre-foot (1971 $9) for alifornia crops (Nowe and Easter 197 1). The value 
for industrial uses of $7Olacre-fmt (1980 $) is a mean ( n 4 )  for cooling, cotton mills, textile mills and steel 
production (Gibbons 1986). The estimate of $58.33/acre-foot (1980 $1 for domestic use is a mean (n=6) of valbes 
given by Gibbons (1986) for Tucson, Raleigh, and Toronto and extrapolated to the world. A consumer index 
inflator of 1.8 was used to raise eachof the 1980 dollar totaIs to their I994 equivalent (US Census Bureau I995), 

13. Food Production 
The ecological service value estimate for food production ( b l u n n  13) is the value of totd freshwater 

fisheries production (UN F A 0  1994 as given directly in Postel and Carpenter 1996). 

16. Recreation 
The recreation (Column 16) estimate is a minimal value based on expenditures For sport fishing in the 

United States (Felder and Nickum 1992 as given by Postel and Carpenter 1996). 
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Other Biomes 
. We were not able to identify any vatuation studis for some ofthe biornes listed in Table 3, notably 

Tundra, Ice/Rwk, and Urban. In addition, only ihe food producb'on rcrvicc of agr~ecosystms (cropland)har b a n  
included, These are obviously areas in need of fwther study, 

Cross-biome Estimates 
Somc literature contains estimates of the value of ecosystem a total for the globe, rather than for specific 
biomcs. In these cases, we took the global values and red ack to per hecfare ~ i m a t e s .  For e m p l e ,  
Pimcntcl etai  (1996) estimates the replacme of decomposition of wastes from societal actiGtics. 
Bas4 on global estimtes of population for d crop residues, they estimate a total 
annual production of 38 billion tons of organ to replace aatura1 dlmmpsitioa with 
technology, costs would be in the neighborhood of current costs for d i ~ s i n g  of wastes. Eins~ein (1995,'cittd In 
Pimmtd eta4 1996) gives values of s0.04kg lo $O,045kg for 2 US cites. Phentef etat (1996) use 8 very 
conservative value of S0,02lkg to an4ve at a gtobal total of $760 billionfy, Assuming h t  forests and grasslaods 
share the prescnt decomposition semicc, this total is dis~buted in Table I accsrding to hectare coverage of !he 
biomes, 

Pimcntel eta/  ( f 995) estimate that soil organisms help prduce 1 of topsoil on a~cu l tu ra l  soils and 
about half that amount on natural soils, Topsoil costs $l2ton (Phenlel etal, 1995), yielding an &hate  fot soif 
fom;ltion of f6ha that should bc applid to grassland and forest biornes. 

Various pest control methods arc estimated to save $90 billionly in crops ia the US (Phentel In Press) md 
naturat enemies arc estimated to con~bu tc  $12 billion of this total (Pirnentel etal, 1996). Since the US has 10% of 
the w~rld's agculture, a global estimate of 6120 billion can be made. %is total can be dishbut& to grasslaad and 
agrwosystems at $23/ha. Based on data in Mclcan (1985) and Csdwford and lemings (19891, Phentel ct al, 
(1996) estimate an additional @/ha for biological control in temperate forcst systems, 

Pimentel eta\ (1996) estimate the value of pollinators to U.S. crops at $182 million to $18.9 billion, 
depending on assumptions. (based on Southwick I992 and Heinrich 1979) Qnnrvatively, wc can estimate $2 
billion, Assuming that the US has IO% of the world's crop value, we can estimate $20 billion globally or $14ha 
for agroccosystems. The estimates of pollination benefits to insect-polliaated legume pasture in the US is 
approxhately 520 billion (Gill 1991, Robinson eta!, 1989). Assuming that the global value is 5 timcs the U.S. 
valuc, this gives a global total of $1 00 billion or $25ha for grasslands. 

Munasinghe and McNeelcy (IB4) estimate the value of worldwide ecotourism betvreen $0,5 ;snd $1 
trillionly. Pimentel eta1 (1996) choose a conservative figure of $500 billion, yielding $421ha if we distribute this 
activity over all of the natural biomes. 

A worldwide estimate of $84 billiodyr for pulp and timber products is given by Grwmbridge 1992 (Cited 
in Pimentel eta!, 1996. 

Pimentel e f  a!, f 996 give a value for over-the-counter plant-based drugs at $84 billion worldwide, based on 
Pearce and Moran (1994), 

Phentel eta/ ,  1996 given an estimate of $88 billion global as the value of forest sequestering of carbon. 
Pearce (1991) argues for $13 pcr ton of carbon sequestered in terms of reducing the coastal damage from sea level 
risc. Phcntcl ct al (1996) estimatc 1.5 tihalyr scquestercd for temperate forests and IOtmdyr for tropical forests, 
So $19,5ha for temperate and $1301ha for tropical forests, They point out that this is a very conservative value 
that only accounts for damages from sea level rise. 
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Presenta~on Content : 
1. Project Context 1 Initial Design 
2. Project Sheture 
3. Life of Proj ect 
4. Approach and Results 
5. Sustaining CRh.I in Indonesia : INCUNE and 

&nstituencyBuilding 

Project Context : 
1991 - 96 
1995 - 96 

Design 
1996 - 97 Start Up phase (6 monas) 
1997 - 98 Year One 
1998 - 99 Uear Two 
1999 - 2000 Uear Three 
2000 - 2003 Mtut io  gCRM/LoP 

Strategy 

CCMRS-IPB : A KEY LINMNG ROLE 
1. MoU IPB and URI 

e creates framework for cooperation 
2. Key strategies with CCrvlRS 

e somat ion  and docmentation center 

0 Mhtional  Capacity Building 
e INCUNE 

3. Leadership Role in National CRM Policy 

Life of Projeet Strategy 1 
Srnlut goal : Demonstrate C M  good practice ex- 

ity-based coastal 
resources management in resource de- 
pendent villages 

Kaltim goal : Integrate land and water manage- 
ment through locally-tailored CRR.I 
partnerships 

Lamplnng goal : CCmS-IPB (via C 
ners) develops and demonstrates 
CRM good practices at Rovincid 
level linked to tangible actions at 
village level 

Life of Project Strategy 2 
CCMRS goal : IPB-CCMRS becomes PP's 

partner and a nationally reco 
tory of infomation, expertise and extension senices 
i n e w  

Life of Project Strategy 3 
Outreach goal : Bxtend the impact of CRMP be- 

ate partners and sites (to 

practices) 
positively contributes to the 
and effective decentralized 

coastal and marine development and management 

experience contributes to and 
benefits from the Global CRlvf practice 

Gharactedsties of Approach 
o Partnership based /participatory 
e Emphasis on team capacity building 
o Working with the key inshtutions at local and 

national levels sirnultatleousliy 
e Adaptive design / learning by doing 

Results oriented and mission driven 
e Supporting "champions" (leaders) of reform 

with global best practice 

Key Results : Start up Phase 
0 Offices established in Jakarta? CCMRSBB 

and Manado 
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KEY RELATIONSHIP: G "NICHE' 

m Governmefit 

m Universities 

- Control Line - Coordination Line 



CRMP FIELD PROVINCES 

e Operating procedures established between 
GoI, USAID and CRCRJRI 

e Core staffrecruited and trained 
e Initial literature review 
e Initial directory of C M  contacts 
e National workshop on CRlGl project expe- 

rience in Manado 

Key Results : Yeas One 
e Established National I Provincial 

es 
1 Lndonesian staff: 

e Establishment of Indonesia's first field based 
CRM extension program 
(in North Sulawesi) 

e Preparation of > 95 working papers, 
technical reports and audio-visual 
publications 

e Involvement of 3,223 persons (1064 
female) in public awareness and 
activities launch of first National Coast / 
marine jomal 

e Conduct of first National Coastal 
Conference (3 5 0 delegates) and 

co-organized International Coastal 
Symposium Walang) on Agenda 2 l 

e Conducted study tours to Philippines and 
Sri Lanka 

Key Results : Year Two 
e Institutional stren&ening of CCmS/IPB (core 

national partner) to become hub of IN 
donesian Coastal Universities Network- l 1 
universities involved) 
Establishment of field program in Lmpung - 

on of Provincial Coastal Atlas 
ent of operations in East Kdimantan 

- preparation of Indonesia's first integrated Bay 
mgt. Plan 

e Declaration of Indonesia's first cornunity - 
based marine sanctuary in Blongko (North 
Sulawesi) 

e Preparation of > 80 papers, technical reports, 
audio-visual publications 

s Training of> 2,500 persons in aspects of CRM 
e Provision of policy support to Go1 in formulating 

new approaches 1 laws relevant to CRM 
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Initial Resalts : Uear Three 
t~ Launchofthe L Coastal Resources Atlas I  gins 

ung and distribution of 1 etkg - Mach 1 999 
1,000 copies 2. Initial Membership - with IPB as "hub" 

s Fomal opening of the Blongko M ~ e  Smctu- UNRI s UNSRAT 
arY eBungHatta s U N N L  
Na~onal workshop on coastal and UNTLA e UNPA?'TI 
of Law 22/1999 on Regiond Go r, UNDIP UNCEN 
led to g of hplmenting regulations for the UNHAS , s UI 
Law 

e Development of State Policy Guidelines (GB PNCUNE Development 
on T o ~ s m  by the National Ecotourism Fo 1. David and Lucile Packard Foundation 

m David and Lucile 
a) North Sulawesi Ma- 2. uters, email and resources from C 

plan- 3. Manado Meeting - Oct 1999 
4. ToT at IPB - Feb 2000 

e Conduct of a study tour of bay management in 5. KoNas II - Makassar 
the P&lippines and Singapore 6. Strategy Launch 
Conduct of study tour ornorth Sulawesi field sites 7. Ongoing support 

s Joint publication of 14,000 copies of a special Beyond INCmE : Building Constituency 
issue of the magazine Indonesian Travel and Na- 1. Understanding Public Attitudes 
tuhe 2. Understandhg Links between Attitudes and Val- 

ues 
Key Results Planned : Year Four ues with C M  issues 
e North Sulawesi Marine Sanctuary Program grated action to deal with issues 
s Lmpung Strategic Plan and Village - based ICM e action and proving the benefit 

progrms 
e Balikpapm Bay ProfiIe and Draft Management Building from C Experience 

Plan 1. Good Practice Guides /Publication Models 
@ National C M  Policy and Docurnentation 
e National Attitudinal Survey 3. Field-based Training (Learning by Doing) 
e National Outreach Materials 4. Outreach Strategy 
e Draft Best Practice Book 

INCUNE 
1. Unique role of Universities 
e research 
e teaching 
e advocacy 

2. Longevity of Universities 
3. Skills of Universities 
4. Letations of Universities 

Institu~snahhed ICM = Better Governance 
". . . . ... Indonesia stands at an advantageous 

position f i m  which to kick start a possible fu- 
ture that pays service to environmental integrity 
andpublic health rather than succumb to aprob- 
able future overwhelmed by civil and ecological 
dysfunction . . . . " 

Koffel, 1999:321 
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PWANATA SOS 

I R  SOERUO ADIWBOWO, MS 
Jumsan Sosial Ekonomi 

Fakultas Pemnian, Ims~tut Pertanian Bogor 

Sistem teknologi dan peralatan 

Sistem dan organisasi 

Sistem pengetahuan 

Wujud mudayaan Wujud Kelakuan 
Wgud kebudayaan sebagaj. kompleks kegiatan 

Tiga wujud kebudayaan : berpola : 
e Wujud kebudayaan sebagai kornple g d h g  

ide, gagasan, nilai, noma dm aturan- secara terpola 
B Wujud kebudayaan sebagai kompleks kegiatan berdasarkan adat tata kelakuan (sistern sosial) 

berpola e Bersifat konkrit, dapat diobservasi dan 
e Wujud kebudayaan sebagai bench fisik hasil karya & d o h e n t a s k .  

ia. 
Wujud F&& 

Wujud Id% Wujud kebudayaan sebagai benda fisik hasil 
dari ide-ide, karyarnanwia : 

hasil fisik dari aktivitas, perbuatan d m  
e Adat tata kelkuan, atau adat atau adat istiadat karyamanwia dalam 

6 d )  B Wujud kebudayaan y 
B B e h g s i  mengatur, rnengendali dan memb& arah diraba, dilihat dan did 

pada kelakum d m  perbuatm manusia dalam 
msyarsLkat Plranata Sosial (Social InsfifutPlola) 

e Tingkatan adat : Definisi : 
B Sistern nilai budaya (abstrak) Menurut Koentajaraningrat 
B Sistem noma e Social Institution = Pranata Sosial 
e Sistem B Sistem noma dan tata kelakum, peralatan fisik 
B Aturm (konkret, misal sopan santun) dan personil yang terpusat kepada kelakum 

berpola mtuk memenuhi kompleks kebutuhm 
h s w  dalarn kehidupm masyarakat. 

40 



Kebudayaan 

Wujlad Sistern teknoiogi dan pe~alatan 

Sistern dan organisasi 

BenMk-bentuk Pranata Sosial 
e muntukmemenuhi k b  

keGdupan kekerabatan (kin&kp atau domestic 

e Pranata yang bertujum mernen&i kebutuhan 
manusia untuk pencah~an  hidlp, produksi, 
distriibusi (economic institution) : pertanian, 
i n d h ,  perdagmgan, jasa, sistem bagi hasil. 

Ada banyak pranata sosial yang hidup 
di masyarakat, yang dizltarakan di atas 
hanyalah contoh 

Fuagsi Pranata SssiaB 
Nernbe~ pedomm pada anggota rnsnsyarakat 

Menjaga keutuhan dari masyarakat yang 
bersiinghcutan 

e Membe~ pegmgm kepada masyarakat utnuk 
me1 pengendalian sosial (social con&od) 

Bila kita ingin mempelajari 
k e b u d q m  dm stnrktw 
pelajarilah pranata s 
tumbuh di masyarakat 



PROSES PERTUMBUEPAN 
P 

Cara (Usage) - kel 
antarindivih 

Proses pelernbagaan 
(Instidutionalization) 

Giri pranata - pengelolaan slanrberdaya alam 
1. Mempuny~ batas yuri&i : 

memiliki sense ofcommunity J 
e mempuny$ eksternalitas .,I 

homgedtas / kesmam persepsi 
skala ekonomi (economic ofscale) 

2. Hak kepemilikm Gr;,roperty rights) 
3. AWan representasi (rule of representation) \j 

Cid pranaata - pengelolaan surnberdaya alam 
I. Batas Uuridiksi 

Batas kewenangm prmata dalam mengatw: 
mengelola smberdaya dam 
e Sense of eo 

Jarak sosial antar mggota komunitas. Menunjuk 
pada tingkat kohesivitas masyarakat 

e Ekstemditas 
Manfaat/dampak pengelolaan SDA oleh pranata 
bersmgkutm melampaui "batas-batas9' dari 

arakat itu sendiri 
e IIomoge~V 

Ke d a l m p l a  berpikir (noma) danpla 

bertind& (kelakuan berpola) d a l m  mengelola 
smberdaya darn 

e SMa Ekonomi 
'Qngkos" yang dikeluarkan mtuk mengelola 
sumberdaya a l m  oleh suatu prmata yang tepat 
(berakar atau diterima di masy akan lebih 
murah dibmding pranata ymg lain. 

2. Hak kepemilikan @rope@ rigbrts) . j 
Pranata r n e ~ l &  rights yang jelas dan &akui 

dalm mengelola smberdaya dm yang &atm oleh 
hukm, noma atau adat. Mengandmg mslkna 
sosial, hak kepemilikm m w u l  karena adanya 
konsep hak dan kewajiban dalam mengatur 
hubmgan antar anggota dalm mengelola 
sumberdaya dam. 

3. Akuran representasi 
( r ~ l e  of repgresentaliolz) 

Pranata memiliki mekmisme atau mengahur 
siapa yang berM berpartisipasi terhadap apa dalam 
proses pengambilan keputusm apa. 1 
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THE PROCESS AND FRAMEWO 
INTEGMTED COASTAL 

L.M. GWOU 
Dept. o f  Biological Seienees 

Na~araal Unkers i v  of Singapare 

N R B D U C m O N  
sibility, unique ecosystems and 
es make coastal areas popular 

for hunzan settlements. More than 60% of the 
tvorld's population are settled in coastal areas and 
there is a diverse range of economic activities de- 
pendent on c o d  resources. Sectoral m 
has eon~buted to serious c o a c t s  and c 
problem, which result in short-tern gain but long- 
term loss. 

There is clearly a need for an integrated d e r -  
and mu3tizctoA approach in the man- 

agement of coastal areas. Conflicts have to be mini- 
mized to ensure that coastal resources can contrib- 
ute effectively to le development. Numer- 
ous cases of coastal enviroment degrdation have 
repeatedly demonstrated that economic sense justi- 
fies a preventive approach over a curative one. 
Funds needed to restore degraded coastal areas in 
order to maintain a reduced level of economic ac- 
tivity far exceed those generated earlier from envi- 
ronrnentally unsound practices. 

DEFINITION OF ICM 
Integrated coastal management (ICM) has 

been defined as "a natural resource and environ- 
mental management system that employs an inte- 
grative, holistic approach and an interactive plan- 
niuzgprocess in addressing the complex 
issues in the coastal areas". The integrated or holis- 
tic approach is aimed at reducing conflicts that are 
often associated with sectoral approaches. All is- 
sues should be addressed together rather than in iso- 
lation. This facilitates appreciation of potential con- 
flicts and fornulation of optimal solutions accept- 
able to most users. 

The mastal environment is the boundary where 
land and sea meet. The terrestrial environment is from 
the marine environment. Each is governed by fun- 
damentally difEerent processes. Management must 
recognize, appreciate and accept these differences. 

There is interaction at the coastal interface between 
these two =*men& and spec 
wnsidersthe enviro 
their interaction is required. 

Management is the process of exercising eon- 
trol or influence. A reflection on what is to be mm- 
aged is usefid. Shomld it be 
that influence the environment (i.e. the land, the sea, 
and the coastal ecosystems) or of hurnan activity 
that affect these mhrral processes? 

the goals and objectives of 
opment of the coastal enviroment. Single sector 
management of coastal issues e.g. pollution, cannot 
be considered as an ICM program can easily be 
applied to and inGIude these 
mediate importance is a proper un 
concept of ICM. Time and eEort will be more pro- 
ductive in applying the ICM process as possible so 
that sustainable development can be achieved. 

on tendency to consider any 
of coastal conservation or pro- 

tection as integrated coastal management program. 
ity-based management projects on man- 

grove protection for example, have been described 
as an integrated coastal management progrm. h- - 
tegrated coastal management goes beyond separate 
actions of managing resources. It is a management 
framework that not only addresses multiple issues 
of conflict between coastal users, but also identifies 
the institutiod and id mechanism h t  must 
be established. These facilitate the efficient adop- 
tion of appropriate policy, institutional and techno- 
logical interventions necessary in responding to the 
emulative irnpact of economic development on the 
coastal environment. 

The ICM framework provides practical tools 
to assist policy-makers, planners and resource man- 
agers to meet the challenges of sustainable devel- 
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opment in coastal areas. The coastal zone co Each identified management issue is taken 
rich and diverse ecosystems and resources that are through three phases of management processes 
strate@cally important to the economic and social (comprisingp implementation, and mo~tor- 
well-being and development of all coastal nations. ing & evaluation) and three categories of manage- 
When applied in timely and comprehensive manner, ment action ( M t u t i o d  and o onal - 

e use mats, hcentivedregul&ons). 
of the coastal zone and its n 

ent of the coastal area has M i o n -  a. Management processes 

ally loped to address sectored issues e.g. . 
n e  

over fisbg, hbitat loss, and pollution SSeS 

in conflicts betureen users over reso m o ~ w h g  & evaluation are sequentid but in r d t y  

and impacts of indi~dual activi~es on one another ; often overlap. These processes are iterative md 

and the environment. Integrated coastal generally useless if any one of them is not followed 
o f h e  ifnot foIIowed 
mentation is heEec- 

tive ~ t h o u t  pmper monito&g and evaluation. These 
processes are mant to identify and analyze man- 

should operate within eement issues, and to develop the necessary policy 
and ement options. The pl 

workwithinadehd geographical lkn.it The coastal constihtes the basic layer of the cube. 
zone is viewed in its entirefas a special geoPphi- 
cal area where its productive and natural defense 
functions are intimately linked with rhe physical and 
socio-econo~c condition far beyond its physical 
boundary. Hence, any policy and management ac- 
tion designed to address coastal development con- 
flicts m t  be fomded on a sound understanding of 
the productive capacity of the natural systems, the 
assdlative capacity of the environment, the politi- 
cal, socio-culW and economiG conditions, present 
and as well as social costs involved. 

attempts to provide co-ordina- 
tion between institutions, but also entire programs 
that have an impact on the biophysical and socio- 
economic processes. Gove ent policies, strate- 
gies and action for coastal management are fomu- 
lated and irnplernented systematically through a se- 
ries of and implementation processes; collectively 

system. ICM &odd 
e mutually support- 

ing dimensions: a) management processes, b) iden- 
tified management issues, and c) management ac- 
tions. 

In this management system, all three dimen- 
sions are closely connected and should be consid- 
ered in their entirety. The system becomes ineffec- 
tive or collapses when any one 
ICM provides for a pl 
development. 

b. Management issues 
ement issues relate to conRicts xis- 

allocation, exgloibtion and utili- 
zation as well as other adverse effects of sectoral 
development, Management issues could be catego- 
rized primarily into those related to resource use, 
enviromental quality, institutional concerns, and 

s. Mmgement plans can then in the 
first instanee, be directed more on categoies con- 
sidered of higher priority for the area. 

c. Managememt Actions 
These comprise various action formulated to 

address specific parts of the management issues. 
Action are aimed at a functional integration of h t i -  

ons, and not just periodic met- 
s so that effective integrated 

policies can developed and hplemented. Action is 
also needed on public involvement and investment 
such as education and awareness progrms, infra- 
stnrcture development, and capacity building. Inter- 
vention &ections at modifyrng human beha~or in- 
clude policy inst ents such as regulations and 
market-based incentives. 

Management actions are thus categorized into: 
1. Institutional and organizational arrangements 
2. Public intervention to influence private behavior 
3. Direct public investment 
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Insgbaonal and organhaonal arrangements 1. Imposhg new redatory 
Management strategic ce 2. Strengthening existing re 

utilhtion, conservation and e 3. Establishg and implementing standard e.g. wa- 
effective ifthey are hplemenM WiW the existing ter quality, eernission / discharge 

4. Provihg inmtives 
fore essential fo 

Pprblie irmvolvemen~inv~tment 

prove capacity at local levels. l i s  can apply to in- 
d second ktructure development, raising of public aware- 

ation, research and de- 
t e c ~ c d  assistance. 

Capxi@ bddhg  gives local g 
essay legihacy in implementation. Policy consid- co ties a greater sense of owner&p of ICM 
erations are important management actions for an through greater involvement and p d c i -  

policies and legslation pation. It also garners stronger support for the pro- 
arified with respect to from local stakeholders. 

le development in inland, All thee dhension are of equal impomce 
d the protection ofter- and mutually dependent. Unlike sectod develop- 

coastal habitats and ment wbich is represented by one sector of the cube 
m v i r o m e n ~  quahty. The enactment ofcoastal laws (e.g. oveAshg), the spillover effects of one &om 

step towards providing the neces- of development will be addressed under the present 
rk. Management hens are also from of inkgrated management system. 

required to address org~zational deficiency, par- The management system is analogous to a 
ticularlyG&respectto law edorcement and clarifi- Rubick9s cube. It is in a perfect form when each 
cation of duties d responsibilities. The most corn- segment of all three hens ions  are closely coordi- 

here inelude: nated and orderly in place such that coastal man- 
legal right and obEgations agement issues are ade 
onal jksdiction and re- nomic development 

spomibilities promisingtheeoastalorthe 
3. Strengthening enfsrwment capability ideal situation is seldom, if ever achievable as it is 

mo~toring and evaluation never easy to get the same color on each side of the 
cube. However, success can be measured by get- 

Public htel-orention to inhenee p ~ v a t e  ting as many of the squares on each side of cube to 
b e h a ~ o r  be of same color. The ICM system sets the direc- 

and ssnd con- tion towards adie  ctive. It is therefore 
tr01'~, inwntives logical to assume that 
and redations necessary for eBecting hutnan be- easily 
haviord changes in line with ICM goals. InGentives p d a l  
such as tax exemption or reduction, gov 
subsidy and technical assistance, or disi 
such as heavy or new taxes, license fees, closed and the ICM system has to be supported over long 
season, limiting access to specific resources, are time . The process is iterative and needs to 
some of the measures to promote enviromental be CQ reviewed and evaluated. It is unrealis- 
protection or discourage polluting or destructive tic to expect a management plan to remain fixed and 
practices. The most co management actions rigid over extended periods where inevitable changes 
pertaining to comand  and control to mitigate ad- in circumstances and scenarios do occur. The sys- 
verse environmental effects could be grouped un- tem has to have in-built flexibility to change. Under 
der the follovcPing types: 

45 



an intepted coastal 
stitu6onal and f imci  
lished to eEecGvely respnd to the curnulatjive im- 
pacts ofeeonofic development on the enviroment 
through adopting qpmp~atepGcy, @ M o d  and 
techrnologid hterven~om. 

The ICM framework can be applied to 
Meries mdqwulture. The 
m m i h g  of pl , hple- 

mentarion, and monito~ng and evaluahg can be 
applied in a systemaic m m e r  to reduce conflicts 

ofaquaeul- or fisheries development with other 

comidered in achieving the goal of haarno~zing 
aquacul- aad fisheies dfi other coastal activi- 

ider &Rerent issues as 
a whole. 
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PIENGEEOLAAN SUMBIEWAYTA PESISIR TERBADU 
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Pusat Majian Suhnberdaya Pesiisir dan Lautan 
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I n s ~ t u t  Pertanian Bogor 

PENGERTIm D m  APRESPASI 

ini banyak mendapat perhatian 
gan p e m e r i n ~ m  m a w  dari non- 

. Sannpai sejauh ini persepsi dari PBM 
a& semacarn kesepakatan 

Mayarakat' tersebut. Pada kelompok-kelompok 
yang memandang PBM sebagai 'Pengelolaan 
Tradisional', maka pengertian masyarakat disini 
addah kelompok masyarakat lokal, yang 
masih monoct4lture dan belum banyak mengalami 
asimilasi. Ada pula yang memmdang 'masyarakat' 
pa& konteks PBM ini dalam pengertian yang lebih 
luas, yaitu kelompok masyarakat yang 
mernanfaatkan sumberdaya alam dalam berbagai 
bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung 
pada suatu kawaan tertentu. 

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa 
disebut Community Based Management (CBM) 
menurut Nikijuluw (1 994) merupakan salah satu 
pendekatan pengelolam sulllberhya alam, misalnya 
perikman, yang meletaMcan pengetahu~n dan 
kesadari lingkungan masyarakat lokal sebagai 
dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga 
memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya 
tergabung dalm keper~ (religion). Dengan 
kemmpuantrmfer antar generasi yang baik, maka 
CBM dalam prakteknya tercakup da lm  sebuah 
sistem tradisional, di mana akan sangat berbeda 
dengan pendekatan pengelolaan lain di luar 
daerahnya. 

Sernentara itu, Carter f 1996) memberikm 
definisi Community-Based Resource Management 
sebagai : r, 

''A strategyfor achieving a people-centered 
development where the focus of decision mak- 
ing with regard to the szistainable use of natural 
resources in an area lies with the people in the 
communities of that area" atiau "Suatu strategi 
untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada 
manusia, di mana pusat pengambilan keputusan 
mengenai pemanfaatan sumberdaya secara 
berkelmjutan di suatu daerah terletwerada di 
tangan org&sasi-organisasi ddam masyarakat di 
daerah tersebut". " 

Selanjutnya dikatakan bahwa d a l m  sistem 
pengelolaan ini, masyakat diberikan kesempam 
dan tanggung jawab dalam me1 pengelolaan 
terhadap sumberdaya yang dimilikinya, dimana 
masyarakat sendiri yang mendefinisikan k e b u ~ a n ,  
tujuan &m asPirasinya &rta masYarak 
membuat keputusan demi kesej ahter 

bahwa pngelolaan yang 
suatu sistem pengelolm 

sumberdaya alam di suatu tempat 
lokal di tempat t a e b d  @libat 
pengelolaan sumberdaya alam yang terkmdung 
diddamnya. Pengelolaan di sini melipu~ berbagai 

pengelolaan seperti ini 

masyarakat lokal untuk mempe 
bentuk pengelolaan yang muani hanyaberbasis pada 
m setempat. 

Pomeroy dan Williams (1 994) rnengatakan 
bahwa konsep pengelolaan yang mampu 
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me g banyak kepenhgan, baik kepentingan 
masyarakat maupm kepenhgan peng 
addah konsep Cooperative Man 
disingkat dengan Co-Managenzenf. 

Co-management didefinisikan sebagai 
pembagim tanggung javvab dan wewenang antara 

p e m e h ~  aubmgkan sehingga m 
t e d h y a  intepaksi b& berupa kolnsdtasi maupun 
mj4akan a d  apabga, ~sa lnya ,  p e m e h ~  akan 
menetapkm peraman pengelolm surnberdaya 
darn di s m ~  d a y &  

Dalm konteks ini masyarakat (the com- 
bag& kelornpok orang- 
gsi moral tertentu seperti 

at tinggd:agma dan 
nilai-~lai (Renard, 1991 dalam White, 1994). 
DaIm konsep Co-Pnanagement," masyarakat 
lokal menrpakan partner penting bersma-sma 
dengan pemeriintah d m  stakeholders laimya 
dalam pengelolm sumberdaya alam di suatu 
k 

Jadi dalam Co-management bentuk 
pengelolam smberdaya alarn di vvilayah pesisir 
berupa cooperative &xi 2 (dm) pendebtan utanna 
y&tu pengelolam 
(government ce 
pengelolam yang 
munity based managemenl).kdua pendekatan 
pengelolaan tersebut masing-masing merniliki 
kelemahm d m  kelebihan ymg apabila tidak 

pada kemakan lingkungm. Pada Garnbar 1 
chi k& pendebtan pengelolaan 
ana untuk government cenfralized 

management hirarki tertinggi adalah hanya 
memberikan infomasi (informing) kepada 
masyarakat dan selanjutnya dilakukm oleh 

ada tatanan communify 

tatanan kegiatan yang menmjukkm tingkat 
kolaborasi antara pernerintah dengan masyakat. 
Posisi konsep Go-Management dalm M hi &ah 
jeIllbatan antara kegiatan-kegiatan yang govern- 

Pengelolaan berbasis pemerlntah 

Pengelolaan berbasis naasyarakat 

Pengelolaan 1 / Bengelolaan 
sebagai I Co-management 

Pemberitahuan 
Ksnsultasi 

Merjasama 
Kornunikasi 

Pertlgkaran informasi 
Pengawasan Hukram 

Aksi Kerjasama 
Rekanan 

Kontrsl Masyarakat 
Koordinasi antar daerah 

yang 
sepenuktnya 
dllakukan 
ofieh 
masyara kat 
ioka! 

i I 

Garnbar 1. Hirarki pengelolaan sumberdaya alarn 
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ment centvaliied management dengan kegiatan- 
kegiatan & pendekatan communiQ basedman- 
agement. Dengm demikian, seperti yang dapat 
diliPlat pada Gambar 1, pendekatan pengelolaan 
sclmberdaya darn pesisir dengm lnenggunakan 
konsep Co-Management ini diharapkan &an 
m m p u  meneapg tatanan hubungan kedasama 
(cooperation), komunikasi (communication) 

pa& hubungan kemitrm (partnershb). 

pengelolam surnberdaya 

secara langsung menjadi embrio dari penerapan 
konsep Go-Management tersebut. Bahkm seeara 
lebih tegas Gawell(1984) dalam White ( 1  994) 

dari sumberdaya a l m  tersebut. Selanjutnya 
Pomeroy and W i  ( 1  994) menyatakan bahwa 
penerapan Co-Management &an berbeda-beda 
d m  tergantung pada kondisi spesifik dari satu 
wilayah, maka Co-management hendsaknya tidak 
dipandang sebagai strategi tunggal untuk 

oblem dari, pengelolaan 
lebih di pandmg sebagai 

altematifpengelolaan yang sesuai mtuk s i w i  dan 
lo& tertentu. 

N PENE N PBM DI 

Dengan melihat perkembangan konsep 
pengelslam berbasis masyarakat, maka Pusat 
Kajim Surnberdaya Pesisir dan Lautan Institut 

an Bogor (PKSPL-PB) mengembmgkan 
nsep PBM bagi kawasm pesisir Indonesia 

yang beragam baik dari sisi sumberdaya a l m  
maupun manusianya. Perthbmgm 
PBM yang relevan untuk Indonesia, di 
adanya sistem pemerintahan yang cenderung 
sentralistik serta struktur, sistem budaya, mata 
pencaharim, tingkat pendidikan dm komponen 
sosial ekonomi dan budaya laimya yang c u m  
beragarn. Dengan kondisi tersebut Indonesia tentu 
memerlukan sebuah konsep PBM yang dapat 
memadukan keberagaman tersebut dan mmpu  

flehibel. Oleh h n a  itulah, 
erikan alternatif kon 

pengelolam yang mmpu memenuhi keberag 
tersebut yang d a l m  kajian ini konsepsi yang 
diusukm berbentuk Pengel 
Pesisir Terpadu Berbasis Masy 
/ Community based-htegrated coastal ~esource 
Management (CB-ICM). 

Konsep dasar daxi Pengelolaan Surnberdaya 
Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (PSPT-Bn/l) 
mengaeu k e p d  pendekatan pengelolam wilayah 
pesisir seeara terpadu (Integrated Coastal Zone 
Planning &Management, IGZPRI). Pengelolm 
wilayah pesisk secara terpadu yang d&ernukakan 
Dah~ et al(1996) ini didasarkan oleh 4 (empat) 
alasan pokok, yaitu ( 1 )  keberadaan surnberdaya 
pesisir dan lautan yang besar dan beragm, (2) 
peningkatan pembm 
(3) pergeserm konse egiatan e k o n o ~  glo- 
bal dari poros Eropa Atlantik menjadi p r o s  Asia 
Pasifik, d m  (4) wilayah pesisir sebagai pusat 
pengembangan ke@atan industri dalam proses 

t aE ( 1  996) mendefi~sikan konsep 
pengelolaan  laya ah. pesisir secara terpadu sebagai 
suatu pendekatan pengelolam wilayah pesisir yang 
m e l i b a h  dua atau leb& ekosistem, surnberdaya, 

secara berkelanjutan, dimana keterpadum dalarn 
konsep ini mengandung tiga dimemi, yaitu sektoral, 
bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. 

Lebih lanjut, Dahuri et a1 ( 1  996) mexnbe 
penjelasm tentang tiga dhensi yang memerlukan 
keterpaduan tersebut. Keterpaduan seem sektord 
diartikan sebagai suatu keadaan, dimana proses 
koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab 
antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat 
tertentu (horizontal integration) d m  pada semua 
level pemerintahan dari mulai tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat 
pusat (vertical integration) dijalankan secara 
terpadu. Keterpaduan keilmuan diartikan sebagai 
suatu keterpaduan dalarn sudut pmdang pengelolaan 
wilayah pesisir yang dilaksanakan atas dasar 
pendekatan interdisiplin ilmu (interdiciplinaiy ap- 
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preaches) yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, 
ekolod, telcrik, sosiolo@, &lain sebagainya 
yang relevan mengingat vdilayah pesisir pada 
d a t e r d ~  dari sistern sosid dan sistem darn 
~ m g M *  kornpleks dan . D e d m  
pula dengan kete~katan ekologis sebagai sesuatu 
yang diperldm dan harus diperhatntikan da lm 
pengelolaan  laya ah pesisir dan lautan secara 
terpadu. Wilayh pes 
dari berbagai ekosistem 

kerusakan, maka hal yang s m a  pada 

d a y a h  pesisir terpadu tersebut, maka Pengelolaan 
Sumberdaya Pesisir Terpadu B 
(PSPT-Br\/I) &am b j im  h i  &pat di 
su tu  strate@ unt& mencap 
bepusat pada masyarakat d 
terpadu dengan memperhatikan dua aspek 

yaik aspek ekonoHli dan ekologi, di 
terj adi pembagian tanggung 

jawab dan wewenmg erintah di semua 
level dalam h & p  perne maupun sektoral 
dengan pengguna swnberdaya dam (masyarakat) 
dafm pengelolam smberdaya pesisir. Jadi dalm 
konteks PSPT-BM kedua komponen baik 
masyarakat dan pernerintah sama-sama 

namun pihak pemerintah juga harus proaktif ddarn 
menur?jang program pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan smberdaya pesisir ini. 

Dalarn Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 
Terpadu Berbasis Masyarakat (PSPT-BTUI) hi, yang 
dimaksud dengan masyarakat adalah segenap 
kornponen yang terlibat baik secara larigsung maupun 
tidak langsung dalm pemanfaatan dm pengelolm 
sumberdaya pesisir dan lautan, di antaranya adalah 
masyarakat lokal, LS sta, perguruan tinggi, 
dan kalmgm peneliti 1 

Dalam PSPT-BM diharapkan partisipasi dari 
masyarakat dimulai dari proses awal (studi awal) 
smpai ke proses akhir (evaluasi) dari proses ini. 
Beberapa kunci keberhasilan dalam co-manage- 
ment seperti yang dijelaskan oleh Pameroy and 
Williams (1 994), juga berlaku d d m  konsep PSPT- 
BM. 

Adapun beberapa kunci keberhasilan 
Pengelolaan Smberdaya Besisir Terpadu Berbasis 
Masyarakat tersebut di 

(1) Batas-batas wilayah yang jelas 
terdefinlisi 

perman pernerintah daerah dalam menentukan 
J 

zoning dan sekaligus melegalisasiraya 
sangat pnting. Batas-batas vJiIayah terse 
berdasarkan pada sebuah ekosistem sehingga 
smberdaya dam tersebut &pat lebih. mudah mtuk 
diarnati dan dipaharni. 

(2) Kejelasan keanggotaan d 

segena~, yang berhak rnem 
sumberdaya aiam di sebuah kawasan dan 

isipasi dalm pengelolaan daerah tersebut 
ciapat & e a ~  dan &definisikan dengan jelas. 

(3) Keteribtan dalam kelompok J 

Kelompok masyarakat yang terlibat 
hendaknya tinggd secara tetap di dekat  laya ah 
pengelolaan. Dalm konteks ini, maka aan 
masyarakat akan kelihatan baik da lm hal etnik, 
agama, met~de pemanfaatan, kebutuhan, harapan 
dan sebagainya. 

(4) Manfaat barns lebih besar dari biaya " 
Setiap komponen masyarakat di sebuah 

kawasan pengelolaan mempunyai harapan bahwa 
manfaat ymg &polehdari partisipasi ~llas 

dalam konsep PSPT-BM akan lebih 
dibmding biaya yang dikeluarkm. Dalam hal ini, 
salah satu komponen indikatomya dapat berupa 

atif dari masyarakat lokal d m  

(5) Permgelolaan yang sederhana .- 
Dalam model PSPT-BM, salah satu kunci 

kesuksesan adalah penerapan peraturan 
pengelolaan yang sederhana namun terintegrasi. 
Proses monitoring dm penegakan hukum dapat 

an secara terpadu, dengan basis masyarakat 
sebagai pemeran utama. 
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(6) Legalisasi dari pengelolaan 
Masyarakat lokal yang terlibat dalam 

Pemerintah Dae 
at terdefinisikan dengan jelas 
terlindungi. Dalam hal ini, jika 

h u k u  adat telah ada d a l m  suatu wilayah, maka 

sumberdaya pesisir yang lebih lestari. 

(7) Kerjasama dan kepemimpinan dalam 
masyarakat 
Kunci sukses yang lain adalah adanya 

individu maupun sebuah kelompok inti yang 
upaya semaksirnal mungkul 
roses PSPT-BM ini. Upaya 

tersebut termasuk adanya kepeminlpinm yang 

antara segenap pengguna sumberdaya pesisir 
(pemerintah masyarakat, swasta, LSM, dan 
sebagainya) saling bermitra dalam setiap aktivitas, 
berupa aktivitas sosial, ekonomi, kernanan dan 
sebagaiya. 

(8) Desentralisasi dan pendelegasian 
wewenang 
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari 

tripatriat pengelolam dengan model PSPT-BM 
ini perlu mederikan desentralisasi proses 

strasi dm pendelegasim tmggung jawab 
pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang 
terlibat. 

(9) Koordinasi antara pernerintah dengan 
masyarakat 
Sebuah lembaga koordinasi (b 

pengelolaan wilayatz pesisir seem terpadu berbasis 
masyarakat) yang berada di luar 
masyarakat yang terlibat dan berangg 
dari masyarakat lokal, stakeholders lainnya dm 
wakil pemerintah yang merupakan hal yang penting 
pula dibentuk dalam rangka memonitor penyusunan 
pengelolaan lokal dan pemecahm konflik. 
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(10) Pengetahuan, kernarnpuan dam 
kepedulian masyarakat 
Dalarn rmgka memberih kepastian bahwa 

masyarakat mempunyai kemampuan dan 
pengetahuan dalam melakukan pengelolaan, maka 
diperlukm suatu upaya yang mmpu mem 
peningkatan keterampilan dan kepedulian 
masyarakat untuk turut serta secara &if, reesponsif 
dan efektif da lm pelaksmaan proses PSPT-BM 
ini. Dalam ha1 ini, perm Lembaga seperti LSM, 
swasta, hggi, 
konstri m upaya penguatan pen 
kemampuan dan kepedulian masyarakat dalarn 
pengelolaan. Selain itu, proses peningkatan 
pengetahuan, kemampuan dan kepedulian 
masyarakat ini dapat 

pendidikm infomal 
demonstrasi plot dm 

D a l m  konsep PSPT-BM ini juga hams 
dipenuhi persyaratm seperti ymg berlaku d a l m  

ungan masyarakat &an 
a aldr)isamping itu &dam 

penerapan PSPT-BM ini juga diperlukm adanya 
seorang fasilitator yang dapat menggerakkanl 
memotivasi dan menumbuhkan partisipasi 
masyarakat pada satu sisi, dan 
mmobilimi sektor terkait dalam peme 
I&, da lm menciptakm keterpaduan. Diharapkm 
fasilitator adalah orang yang memahami konsep- 
konsep pengeiolaan vvilayah pesisir secara terpadu. 
Failitator ini dapat berasal para stakeholder Cjika 
memun&nkm) atau dapat dari luar stakeholder. 
Dalm mgka meningkatkm partisipasi rnqarakat 
failitator ini dapat dibantu oleh seorang motivator 
atau penggerak (bisa berasal dari tokoh masyarakat 
atau LSM-LSM setempat), yang mampu 
memberikm inspirasi kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, sebelum program pengelolaan ini 
dilaksanakan, maka perlu mempersiapkan 
smberdaya manusia (SDM) yang terlatih dm 
termpil guna melaksmakm program-program 
dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu 
Berbasis Mayarakat . 

Adapun tahap-tahap kegiatan yang masing- 
rnasing mengmdmg arti kesatuan sebagai sebuah 
konsep pengelolm selengkapnya dapat dilihat pada 

ar 2 memperlihatkan bagaimana alur 

Terpadu Berbasis Masyarakat 



Secara lebih lengkap, uraim tentang setiap perluwi 
langkah &am pengelolaan swberdaya pesisir d i k e t a h ~  dari k e d m q k  tersebut adalah : 
dan lautan s e e m  terpadu berbasis masyarakat 
d i s a j h  sebagai beriikut : 

(1) Komponen hput 
Dalam stu m g ~  yang r e l ~ d e k a a  d e w  pantai; 

seyogymya mem * Potensl SDA di l 
dalarn ha1 pengelolaan surnberdaya di tingkat 
nasio lokal, diantaranya kebijakm negara ' 
YW3 gkan pada C&s-garis Besar Haluan * i k a w ~ a n  pesisir dan l a m ;  
Negara yang dijabarkan lebih lanjut ke da lm * D 
Koflsep Nasiond tentang Pengelolaan Surnberdaya * 
Pesisir pada tingkat proginsi dan kebijakan- la- 

g paling penting * Persepsi m potensi dan kondisi 
S-@Pdasional SDA. 

d a l m  Perenemaan CRR/I (Coastal Resources 
Management). Narapannya aM& bahwa dengan B. Sosial Ekonomi dan Budaya 
segenap infomasi yang berkenm dengan urilayah * Jumlah d m  kepadatan genduduk, 
pesisir di tingkat lokal sanapai dengan tingkat * Status kepemi1"likan SDA oleh mayz&atyang 
nasiod, m&kelwan chi haslil s b d  ini mmpu 
memberikan g m b m  yang cukup &ornodatif * Keragarnan suku (ehs)  dm agama mqarakat  

ai situasi d m  kondisi setempat; 
potensi dayah  p i s i r  * Mobilitas geografis pendudrak setempat; 

* Tingkat teknologi dan kegiatan-kegiatan 
pemdaatsan atau eksploitasi surnkrdaya dm; 

(2) Studi Awal secara Padsipagf * Identifikasi bent&-bent& tingkat tekanan 
Seperti yang telah dijelaskan di muka, terhadap SDAyangada; 

nen surnberdaya a l m  dan swberdaya * Integrasi d m  konRik sosial da lm rnasyarakat 
ia rnerupakan salah satu input penting dalam secara umum, seperti kondisi rumah dan 

penerapan konsep Pengelolaan Smberdaya Pesisir lingkungan hidup; ternauk kesedangan antah 
Terpadu Berbasis Masyarakat. Untuk mencapai berbagai kelompok dalam masyarakat; 
&juan pemahaman yang konnprehensif terhadap * Jenis-jenis mata 
potensi SDA dan SDM tersebut maka kegiatm * Kelabagaan 
studi awal sangat penting untuk dilakukm. Perlu masyardat; 
ditekankan di sini, studi awal ini juga sudah * Pola m u s h  kegiatan usaha (produksi); 
melibatkan partisipasi masyarakat lokal sebagai * Sistem pemas 
salah satu sumber Sormasi yang penting dalm * S a r a  dan p 

has awdtersebut. D h  * Persepsi masyarakat terhadap perbaikan kualitas 
dak berperm sebagi objek hidup. 

studi, namun juga beyeran sebagai pelah atau Mulai dari pengambilan data bio-fisik, 
subjek dari stud, sehingga hail  studi awal tersebut disamping dilakukan melalui pengarnatan in-situ 
mampu merefleksikan atau mencerminkan dengan melibatkan masyarakat, juga diperoleh 
kebutuhan dm keinginan masyarakat lokal. Hasil dengan kuesioner berdasarkan persepsi masyarakat. 
dari studi awal ini, diharapkan dapat memberikan Demikim pula halnya dengan komponen sosial 
gambaran tentang kemungkinan dan bentuk ekonomi dimana segenap data diperoleh rnelalui 
pelaksanaan program Pengelolaan Surnberdaya interaksi secara aktif dengan masyarakat, sehingga 
Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat . aspirasi, pandangan, rnaupun pengetahuan 

Ddmstudiawdinikeduabentuksumberdaya masyarakat lokal sudah dapat digali dan 
baik sumberdaya dam rnaupun smberdaya ia diintegrasikm dari tahap awal kegiatan. Metode 
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umberdaya Buata 

Studi Awal 
secara PaFtisipatif 

Peningkatan pengetahuan Penguatan kelembagaan 
dan kepedulian rnasyarakat kebijakan dan peraturan 

Rencana Pengelolaan 
Surnberdaya Pesisir 
Terpadu (RPVVPT) 

Masuk ke daiarn proses 

Model Pengelolaan Pesisir Terpadu 
Berbasis Masyarakat 

Gambar 2. Model pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis rnasyarakat 
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penelitim partisipaseperti yang ditempkan dalm 
metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal) 

(Rapid Rural Appraisal) perlu juga 
dalm studi awd ini. 

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian 
dalm studi awal ini adalah persepsi masyarakat 

s~~llberdaya a l m  secara lestai 
dan berkelanjutan. Harapannya adalah bahwa 
dengan memasuMtan segenap infomasi yang 
berkenm dengan wilayab pesisir di tingkat lokal . 
sampai dengan tingkat nasiond, maka 
has3 studi ini mmpu memberikan g m b m  yang 
eukup akomodatif secara menyeluruh mengenai 
situasi dan kondisi pengelolm dan pemanfaatan 
potensi \;%jlaq.ah pesisir yang a&. 

i 

(3) Peninghtan Kepedulian dan 
Pengetahuan Masyarakat 
Kompnen ini merupakan komponen pentin 

dari proses PSPT-BM dalam rangka menumb 
partisipasi masyarakat baik pada tahap studi awal 
m a w  sampai tahap evaluasi. Bentuk-hna dari 
kegi atan peningkatan kepedulim dan pengetahuan 
bagi r n a s y d a t  ini sangat tergmtung dari kondisi 
dan stmktur masyarakat yang ada. Beberapa 
kedatan awd (early actions) dapat dil 
rangka sosialisasi dan meneari bentuk-be& yang 
tepat bagi peningkatan kefiulian dm pengetahuan. 
Dismping itu kegiatan earEy action ini juga dapat 
dijadikm arena menggali isu dan pennasalahan 
secara partisipatif 

(4) Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan 
Peraturan 
Di sarnping peningkatan kepedulian dan 

pengetahuan bagi masyarakat, maka keberhasilan 
dari PSPT-BM jugaterganmg pada kelembagaan 
dan kebijakan yang kuat dan berpihak pada 
penerapan sistem ini. Penguatarn kelembagaan dapat 
dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang 
sudah a& atau dengm membentuk suatu lembaga 
baru. Demikian pula dengan kebijakan dan 
pemndang-undangan, dimana dapat dilakukm 
dengan memperkuat peraturan dan pemndmgm 
yang sudah ada, atau menghapus peraturan 
pemdang-undangan yang sudah tidak cocok dan 
membuat yang baru ymg dianggap perlu. Oleh 
karena itu perlu adanya suatu kajian yang 
menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang-pluang 

pengembangan atupun pengurangan dari 
kelembagaan dan kebijakan serta peraturan 
perundang-undangan yang ada dalam rangka 
menmj ang kegatan PSPT-BM. 

Sebagai salah satu contoh yaitu keberadaan 
kelembagaan pada tingkat desa seperti LMD. 
Sebenmya dihmpkan lernbaga iru: menjadi suatu 
lembaga musyawarah 
masyarakat dapat se a mendiskusikm 

mereka perlukan dan 

wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi mereka terhadap isu-isu yang ada dm juga 
sebagai kontrol bagi pel eperti kepala desa 
dan apmtnya dalarnrnmj tugm~ Nmtm, 
berdasarkan UU No.511979 tentang Pemerintahan 
Desa, dikatakm bahwa kepala desa secara otomatis 
rnenjadi ketua LMD, sedangkan sekretaris desa 
rnenjadi sekrehs LbD. Di sini terjadi kemcuan, 
dimana kepala lembaga ek 
menjadi kepala legslatif. 
menimbulkan kesexvenmg-wenmgan dari tenaga 
pelaksana ini. Bentuk-bentuk kajian seperti hi perlu 
dilakukan dalam rangka penguatm kelembagaan 
dan kebijakm. 

(5)  Penyusunan Reneana Pengelslaan 
Sumberdsaya Pesisir Terpadu Berbasis 
Masyarakat 

Setelah adanya pernbekalan bagi masyarakat 
d m  juga penguatan kelembagaan dan kebij akan yang 

g, serta pengalaman da lm kegiatarn studi 
awal yang diikuti dengan beberapa early actions, 
maka diharapkan masyarakat mampu menyusun 
Rencana Pengelolaan Smberdaya Pesisir Terpadu 
Berbasis Masyarakat untuk daer 
ha1 ini telah dapat dil 
dihasilkan dapat disalwkan melalui lernbaga terkait 
untuk mendapat dukungan dan legalitas dari 
pemerintah dan juga agar menjadi suatu kesatuan 
agenda da lm rencana pengelolm pesisir terpadu 
balk pada tingkat pemerintah daerah maupun 
nasional. 

Seperti yang telah diketahui, dalam konsep 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis 
Masyarakat, aspirasi dan partisipasi masyarakat 
lokal merupakan komponen penting yang menjadi 
salah satu indikator kesuksesan konsep tersebut. 
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Namun apabila setelah n z e l d ~  pendebtan dengan 
pendidikan dan penyadaran masyarakat dan 
penguatan kelembagaan, kebijakan dan 
pemdangan, dan behrapa kedatan early actions, 
ternyata masyarakat belum mannpu menyusun 
perenemaan pengelolaan ini, maka &dam hal ini 
pemerintah dapat melakukan inisiatlf dengan 

tersebut &ban& oleh 
pihak pergrarum tinggi, LSM, konsultan d m  
lernbaga-lernbaga penefi~an. 

Sebelum R P W T  diproses menjadi agenda 
p e r e n e m a  pembangunm nasional, maka h 
disebarluaskm kepada masyarakat luas untuk 
dilakukan jejak pendapat dan persetujuan dari 
masyarakat. Seperti yang dapat dilihat pada 
Gambar 3-3, apabila dalam proses sosialisasi 
maSY lokal menyetujui rencana pengelolm 
ymg telah &sum,  maka W W T  tersebut dapat 
segera diserahkm mtuk diproses ke dalm agenda 
pembangunan, baik lokal maupun nasional. 
Sementara itu, apabila terjadi perbe 

konsep p g e l o l m  dengm 
aka kajian ulang terhadap 

engelolam yang sudah disusun hams 

masukan dan saran dari masyakat yang juga telah 
dikaji. Kemdian, R P W T  yang telah direvisi ini 
kernbalj. &sosialisasikan dm apabila sudah diperoleh 
kesepakatmtentang isi remana pengelolaan, maka 
konsep rencana tersebut dapat segera diproses 
mtuk menjadi bagian dari pro 

Dalam. proses ini sesun 
kombinasi dari 2 (dua) pendekatan pelaksmam 
program pembangman, y a h  pendekatan dari atas 
(top down approach) d m  pendekatan dari bawah 
(bottom up approach). Pada saat pembuatan 
rencana pengelolm oleh lembaga-lembaga terkait 
(Perguruan Tinggi, Lernbaga penelitian, LSM, 
Konsdtm dan lembaga lain yang dianggap mmpu) 
terkesan bahwa kegiatan ini rnasih bersifat 
pendekatan dari atas, n m  hasil yang d 
oleh lembaga ini disosialisasih dan mendapat 
persetujuan dari mayarakat. Komponen ini menjadi 
suatu kontrol dan mempakm suatu usaha bagi 
pendekatan dari bawah. 

Alasan penggunaan kombinasi pendekatan ini 
dikarenakan tingkat pendidikan dan sosial 
masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Oleh karena 

itu proporsi dari kedua pendekatan ini sangat 
tergmtung dari kualitas s d e r d a y a  mmsianya. 
Meldui proses dm perkembangan pernbangunm, 
diharapkan porsi dari top down approach &an 
semakin berkurang, d m  sebdiknya bagi bottom 
up approach. Diharapkan, pada 

konsep ini, baik 
okal akanmmpu 

untuk bekerjasama seeara terpadu dalam 
melaksmakan tahapm-takrapm pengelolm mdai 
dari perencanam sampai kepada t&apm evaluasi 
dalam pembangunan suatu wilayah pesisir. 
Sehingga suatu saat konsep bottom up approach 
&an dapat diterapkan dengan baik di Indonesia 

nya dalam pengeloiaan ~ l y a h  pesisir seem 
terpadu berbasis masyakat. 

Proses pembrratan WWT hi 
kepada basil studi awal secara p&isipatif. Hal ini 
dilakukm guna menjaga arah pengelolaan ymg 
sesllai dengan situasi dm kondisi yang berkmbmg 
dalam hal pengelolaan d m  pernanfaatan potensi 
mberdaya pesisir dan lautan 
P n F  mempe 
dari program ini, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahterm hidup masyarakat lokal, melalui 
pemanfaatan SDA lokaI secara lestari dan 
berkelanjutan. D a l m  penyusunan Reneana 
Pengelolam tersebut, perllu juga diperhatlkan 
bahwa Konsep Pengelolaan Smberdaya Pesisir 
Terpadu Berbasis Masyarakat ini diharapkm akan 
mampu untuk (1) meningkatkan kesadaran 
masyarakat, akan pentingnya SDA dalam 
menmjang kehidupan mereka; (2) meningkatkan 
kemampuan masyarakat, sehingga m q u  untuk 
berperan serta dalam setiap tahapan-tahapan 
pengelolaan secara terpadu; dm (3) meningkatkan 
pendapatan (income) masyakat, dengan bentuk- 
bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelmjutan 
serta bemawasan lingkungan. 

Apabila rencana pengelolaan ini sudah 
mendapat pe~etujuan dari masy makaudan 
ini dapat ditindaklmjuti mtuk diproses kedalarn 
agenda pengelolaan pesisir terpadu baik pada tingkat 
lokal maupun n a i o d .  

(6) Masuk ke dalam Penentuan Program 
Pembangunan 
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 

(WWT) Berbasis Masyarakat yang telah dibuat, 
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baik yang langsung dibuat oleh komunitas 
masyarakat maupun hasil penyusunan oleh 
pemerintah dan yang membantu yang juga telah 
diterima d a m  proses pensosialisasian, kemu&an 

LMD, Masyarakat dan Kepala Desa. 
Setelah melalui proses pemasukan menjadi 

agenda pembangunan tersebut, maka progrm ' 
pembangunan dalam bentuk Pengelolaan 
Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis 

hplernen&ikan dan kembali 
Model Pendekatan seperti yang terlihat pada 
Gambar 3. 

(7) Implementasi Reneana 
Tahap implementasi merupakantahap pokok 

dari sistem pengelolaan sumberdaya pesisir 
terpadu berbasis masyarakat. Pada tahap ini 
berbagai kornpnen SDM (seperti motivator, tenaga 
P ~ P @  an dan komponen takait 1 
sudah diper . Apabila di da lm  stnrktw 
masyarakat sudah adalernbagatradisiond semacm 
lernbaga adat atau lembaga sejenis lainnya, maka 
lembaga tersebut dapat menjadi sistem bagi 
pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya 
wilayah pesisir dan lautan di lokasi tersebut. 
Tetapi apabila belum ada, maka perlu adanya 
program pengembangan kapasitas kelembagaan 
(capacity building) agar pelaksmm pengelolm 
dengan Konsep Pengelolaan Surnberdaya Pesisir 
Terpadu Berbasis Masyarakat dapat berjalan 
dengan lancar. 

prlu dipertimbmw 
aan b m  sebagai salah 

satu upaya untuk mengantisipasi kegagalan 
pengelolaan wilayah pes perti yang telah 
dibahas pada uraian seb salah satu faktor 
yang sering menjadi penyebab gagalnya 
pengelolaan sumberdaya pesisir clan lautan adalah 
terj adinya tumpang tindih gemanfaatan 
sumberdaya pesisir antar sektor. Dalam konteks 
itu, egoisme sektoral muncul dan melupakan 
keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir. 

Lernbaga baru ini harus merupakan 
representasi dari segenap stakeholder dalam 
pengelolaan sumberdaya pesisir. Alasan u t m a  
diperlukannya sebuah lembaga barn dalam 

pengelolaan smkrdaya pesisir & suatu 
adalah agar sifat arogansi sektoral apat d h a n g i  
sehingga s e l d  stalreholder mampu m e n a p  
diri sejajar satu sama lain demi tercapalnya 
pemanfaatan surnberdaya pesisir dan lautan secara 

lembaga 
oleh Bappeda Prophi/  

Bappeda Kota/Kabupaten sebagai instansi 
perencana pembangunan di suatu wilayah. Tetapi 
lernbaga tersebut tidak berada di bawah Bappeda 
tetapi merupakan lembaga otonom yang 
bertangpg j awab kepada kepala daerah. Wayah 
kerja lembaga yang dibentuk dalam pengelolaan 
\Nilayah pesisir di suatu kawasan ini tergmtung 
pada kompleksitas pernasalahan d m  potensi 
sumberdaya alam yang ada d m  bisa rnencakup 
satu wilayah propinsi atau bahkan satu pulau 
kecil tertentu. Segenap h g s i  sekor ymg 
sebelumnya menempel ke instmsi sektoralnq-a, 
secara bertahap h a s  diallhkan kepada lembaga 
pengelola wilayah pesisir yang sudah dibentclk. 

Salah satu semangat yang rnendasari 
perlunya dibentuk fembaga baru tersebut addah 
pentinpya koordinasi antar sektor dan stahholder 
&dam pemanfaatan smberdaya pesisir dan lautan 
di suatu kawasan. Dengan demikian, dari segi 
bentuk kelembagaamya, Iembaga ini bisa saja 
berbentuk semacm badan koordinasi yang 
anggotanya terdiri dari sel ektor terkait dan 
stakeholder wilayah pesi mbaga tersebut 
dipirnpin ofeh seorang Coastal Manager (CM) 
yang dipilih oleh sel stakeholdez Sebagai 
seorang pemimpin lembaga, maka CM ini 
bertanggung jawab kepada pimpinm wilayah 
tertinggi yang ada di kawasan tersebut. Sebagai 
ilustrasi, apabila kawasan pesisir yang &an 
dikelola m e n c h p  satu wilayah propinsi, maka 
Coastal Manager bertanggung j awab kepada 
Gubemur Kepala Propinsi yang bersangkutan. 
Seem sederhana, konsep lembaga baru pengelola 
wilayah pesisir dm lautan di suatu kawasan 
digambarkan pada Gambar 3. 

Dalam pelaksanaan konsep pengelolaan 
sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh sebuah Iembaga 
koordinasi seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka pembagian tugas dan wewenang setiap 
stakeholder yang terlibat perlu disusun sehingga 
pelaksanaan konsep Pengelolaan Sumberdaya 
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Kepala Propinsi atau Kabupaten 
(Gubemur atau Bupati) 

Badan Kmrdinasi 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Pemda Propinsi atau 
KotaIKabupaten 

(Bappeda Propinsi atau 

Masyarakat Pergunran Tinggi 1 Desailoka 1 SWasta 1 1 :ziz; 1 abu LSM 

Garnbar 3. Konsep lembaga pengelolaan wilayah pesisir 

Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dalam 
efektif dan efisien. ?BbeI. 1 

ini menyajikan uraian tugas dan welvenang setiap 
stakeholder daliarn pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan lautan yang berdasar pada konsep 
pengelolaan surnberdaya pesisir terpadu berbasis 
masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga 
koordinasi pengelolam wilayalz pesisir di suatu 
kawasan bertugas melaksanakan konsep 
pengelolm smberdaya pesisir terpadu berbasis 
masyarakat dengan fangkah-Ian&& seperti yang 
tel& diwaikan di atas. 

Dalam kegiatan implementasi tersebut, 
kegiatm-kegiatan yang masih terus dilakukan 
adalah sebagai berikut : 

A. Integrasf ke dalarn Masyarakat 
Lmgk& ini sangat penting dalam konteks 

bahwa tahap ini merupakan dasar dari hubmgan 
kerjasama antara masyarakat lokal dengan 
lembaga lain di luar lembaga masyarakat maupm 
orang-orang yang terlibat dalam program 
pengelolm smberdaya pesisir terpadu berbasis 
rnasyarakat ini. Kegiatan ini antara lain adalah 
meliputi pertemuan dengan masyarakat, menj awab 

pertmyaan yang berhubungan dengan 
penerapan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir 
terpadu berbasis masyarakat baik yang berasal 
dari masyarakat lokal maupun dari stakeholders 

dan mengidentifikasi penimpin potensial 
yang terdapat di lembaga masyarakat lokal tersebut. 

Kegiatan-kegatan tersebut di atas memang lebih 
banyak dilakukan oleh pemerintah tetapi 
keterfibatan masyarakat juga h 
terutama pada saat melakukan identifikasi 
pemirnpin potensial, partisipasi masyarakat dan 
lain sebagainya. 

B. Pendidikan dala Pela~han Masyarakat 
Dalam konteks program pengelolaan 

sumberdaya alam pesisir dan lautan, proses 
pendidikm dan penelitian masyarakat mempakan 

kecil dan sebisa mungkin memanfaatkan kontak 
langsung (one on one contact) mempakan salab 
satu metode pendidikan yang efektif dalam 
pencapaim sasaran. Dengan metode ini, maka 

at lokal (indigenous howl- 
an dm diperhatikm dalarn 

konteks penerapan pengelolam sumberdaya psisir 
terpadu berbasis m a s y d a t  . Sementara itu, &dam 
ha1 penelitian keterlibatm masyarakat hams selalu 
diperhatikan. Misalnya untuk bentuk-bentuk 
pemetaan SDA dengan metode yang sederhana, 
dapat melibatkan masyarakat. Ketelibatkan 
masyarakat dalarn kegi 
lmgsung dimping &pat 
terhadap SDA tersebut, juga dapat menmbuhkm 
dan meningkatkan rasa kepemilikan dan keinginan 
serta tanggung jawab dalam menjaga kelestarian 
SDA tersebut. 
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Tabel i. Matrik Pembagian Tugas dalarn lmplementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis 
Masyarakat 

Bappeda Propins@ 
Bappeda KotalKabupaten 

Masyarakat Lokal 

lnstansi Sektoral 

Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Swadaya 

* Memelopori pembentukan lembaga koordinasi 
pengelolaan wilayah pesisir. 

* Membe~kan input kepada lembaga koordinasi mengenai 
kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan 
pengelolaan wilayah pesisir. 

* Bersama-sama dengan stakeholder lainnya memberikan 
saian dan masukan kepada Coastal Manager dalam 
penyusunan FenGana pengelolaan wilayah pesisir. 

* Melakukan koordinasi dengan instansi teknis di daerah 
dalam rangka pembentukan lembaga koordinasi 
pengelolaan sumberdaya wiiayah pesisir di suatu 
kawasan. 

* Menempatkan staf Bappeda untuk duduk sebagai anggota 
lembaga koordinasi pengelolaan wilayah pesisir. 
Meiakukan kontrol terhadap kinerja lembaga koordinasi 
pengelola wilayah pesisir. 

* Berperan secara aktif bersama dengan Bappeda dan 
Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan sludi awal di 
suatu kawasan pesisir. 

* Di bawah arahan dan kontrol dari lembaga koordinasi 
membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat 
yang akan duduk dalam lembaga koordinasi. 
Berpartisipasi aktif dalam proses penyusun- an rencana 
pengelolaan wilayah pesisir, implementasi, monitoring 
hingga evaluasi, bersama-sama dengan Iembaga 
koordinasi. 

* Bersama-sama dengan Bappeda, lnstansi Teknis dan 
Masyarakat lokal memberikan input kepada Lembaga 
Koordinasi dalam penyusunan rencana pengelolaan 
wilayah pesisir. 

* Melaporkan kepada lembaga koordinasi segenap rencana 
kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan di kawasan 
pengelolaan. 
Bersama-sama dengan lembaga koordinasi melakukan 
implementasi program, monitoring, dan evaluasi. 

* Melaporkan koordinasi dengan Bappeda dan Lembaga 
Koordinasi dalam pelaksanaan fungsi dan rencana 
kegiatan yang berkaitan dengan wilayah pesisir di 
suatu kawasan. 

* Mengkoordinasikan segenap kebutuhan dan kepentingan 
yang berkenaan dengan wilayah pesisir kepada Bappeda 
dan Badan Pengelola. 
Berpartisipasi langsung sebagai salah satu anggota 
lembaga koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan lautan di suatu kawasan. 

* Melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk 
mengetahui segenap potensi sumberdaya alarn; 
sumberdaya manusia; keadaan sosial, ekonomi dan 
budaya setempat; dan segenap kebutuhan dan 
permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah 
pesisir. 
Memberikan input kepada Lembaga Koordinasi 
Pengelolaan Wilayah Pesisir mengenai hasil-hasil 
penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah 
pesisir. 
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C. Memfasilitasi Arah Kebijakan 
Dalm kegiatan ini. Koordiilator Pelaksana 

(Ex-officio Board) penerapan petlgelolaa~l 
surnberdayaspesisir terpadu berbasis masyarakat 
yang ddam kajian ini disebut dengal Coastal Man- 
ager (CM) sebagai penvakilm dari pen~erintah 
memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah 
agar segenap kebijakan yang muncuI dari 
masyarakat dan disetujui oleh seluuh anggota 
board tersebut di g oleh Pemerintah Daera. 
Pemberian dukungan tersebut ~nerupakan salah 
satu insentif agar kebijakm bersama tersebut 
mempmyai kekuatm hukum yang jelas. Oleh 
karena itu, biasanya pemberim insentif tersebut 
dapat berupa permgkat hukum dan peraturan 
yang mendukung kebijakan pengelolaan 
sumberdaya pesisir dm lautan yang berakar pada 
masyarakat. 

D. Penegakan Hukum dan Peratlaran 
Proses penegakm hukum. d m  peraturan 

mempakan salah satu kegiatm penting dalam 
pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya 
pesisir dm lautan yang berbasis pada rnasyaakat. 
Karena diharapkan dengan penegakan h u k m  
yang kuat, maka sel anggota stakeholders 
yang terlibat akan dapat menyesuaikan 

d m  perawan tersebut. 
mi, rnaka dikhawatirkan 

akan tetap terjadi t u p a n g  tindih kepentingan 
antar stakeholder tersebut. 

(8) Monitorinag 
Tahap monitoring (pengawasa?) dilakukan 

mulai awai proses implementasi rencana 
pengelolaan tersebut di atas dilakukm. Pada tahap 
hi, monitoring dil untuk menjamb segenap 
pertanyam tentang efektivitas pengelolaan, phak- 
pihak yang terlibat konflik atau rnasalah-masalah 
lain yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang 
ada pada rencana pengelolaan. Monitoring ini 
sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan 
rnelibatkan masyarakat lokal dan stakeholders 

(9) Evaluasi 
Segenap rnasukan dan hasil pengarnatan yang 

dilakukm selama proses monitoring berlangsung 
kemudian dievaluasi bersama secara terpadu dengan 

lllelibatkan masyarakat dan stakeholders lainllya. 
Proses evaluasi ini penting mg inga t  keberhasilan 

! sebuah sistem pengelolaan sundxrdaya pesisir $a11 

lautan yang berakar pada masyarakat tidak 
mudah untuk dilakukan dan selalu bersifat khas 
kedaerahan (site specific) dan dinamis. Melalui 
proses evduasi maka &pat diketahui kelenlahm 
d m  kelebihan dari sistem pengelolaan guna 
perbaikan sistem di masa depan. Agar 

yang bagus, maka evaluasi 
tersebut sebaiknya dilakukan setiap tahw d a l m  
periode 3-5 tahun setelah proses implementasi. 

Untuk rnengetahui keberhasilm dari sebuah 
penerapan konsep pengelolam sumberdaya pesisir 
terpadu berbasis rnasyarakat di suatu kawasan, 
maka gerlu ditentukan beberapa indikator 
keberhasilan, sehingga secara kualitatif konsep ini 
dapat dinilai. Tabel 2 berlkut ini menyajikan 
beberapa indikator keberhasilan dari penerapan 
konsep pengelolaan surnberdaya pesisir terpadu 
berbasis masyarakat di suatu kawasan pesisir. 

PE 
olaan berbasis masyarakat merupakm 

salah satu pendekatm d a l m  upaya mengelola 
sumberdaya di wilayah pesisir. N m u n  demikian 
perlu diperhatikm bahwa : 
1. Komunitilmasyarakat m & n  tidak ingin atau 

bisa mengmbil tanggung jawab pengelolaan 
tersebut 

2. Tidak selunrh as& pengelolaan 
pada komunitas 

3. Berbagai insentif yang diperlukan (ekonomi, 
sosial, budaya dan lingkungan) mungkin tidak 
tersedia untuk dapat dilaksanakan 

4. Resiko yang dihadapi terlalu besar mtuk dapat 
menibah strategi pengelolaan saat kegiatan ini 
berjalan 
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Tabel 2. lndikator Keberhasilan dari Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat 

Parameter fndikator Cara Mengetahni 

Tingkat Pendapatan 

Pendidikan (formal dan 
informal) 

Kesadaran masyarakat 

Kreatifitas dan 
kemandirian 

Pengakuan hak 

Program kemitraan 

Peningkatan relatif dari 
pendapatan masyarakat 
lokal 

Peningkatan jumlah 
masyarakat yang mengikuti 
pendidikan baik secara for- 
mal dan informal 

Meningkatnya kesadaran 
dan tanggung jawab 
masyarakat dalam menjaga 
dan memelihara SDA 

Meningkatnya motivasi 
masyarakat dalam lahapan- 
tahapan dan proses-proses 
pengelolaan 

Meningkatnya bentuk-bentuk 
dan variasi pemanfaatan SDA 
yang lestari oleh masyarakat 

Diakuinya hukum-hukum 
tradisional atau masyarakat 
lokal dalam pelaksanaan 
pengelolaan 

Terbentuknya program-pro- 
gram kemitraan dalam 
pemanfaatan SDA 

* Secara kuantitatif membandingkan dengan 
informasi sebelum kegiatan (termasuk 
perhitungan laju inflasi). 

* Dengan melihat kualitas hidup masyarakat 
dalam memenuhi baik kebukrhan primerdan 
sekunder 

Perbandingan jumlah relatif lulusan 
masyarakat lokal baik dari pendidikan formal 
maupun informal 

Semakin berkurangnya kegiatan-kegiatan 
yang bersifat merusak, dan sebaliknya 
semakin banyak kegiatan-kegiatan yang 
menunjang kelestarian SDA 

Semakin banyak usulan-usulan dan keinginan- 
keinginan masyarakat yang disarnpaikan 
dalam penyusunan RPWPT. Semakin 
meningkatnya peranan masyarakat dalam 
proses-proses pengelolaan 

Jumlah relatif dari variasi pemanfaatan SDA 
yang dilakukan oleh masyarakat 

Jumlah relatif dan intensitas pelaksanaan dari 
aturan-aluran lokal atau tradisional 

Efisiensi dan intensitas dari program-program 
kemitraan daiam menunjang kegiatan 
masyarakat lokal 
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am era refomasi dewasa ini fungsi dan 
perman serta kine j a  h u k m  dalam menunjmg 
berbagai bidang pembangunan sedang 
dipertanyakan, bahkan adakalanya mendapat 
sorotan taj am. Sebagim dasi mggota rnasyarakat 

perbaikan berdasarkan keyakinan bahwa 
tidak akan berlangsung dengan baik 
dilandasi dengm kepastian dan 
. Oleh h e m  itu 
memposisikan 

dan peranannya dengan benar agar mampu 

telahdiapai. D b h d S  
untuk mengkompr 
kepentingan agar tercapai keseimbmgan dalam 
pengertian b a h a  peningkatan kesejahteraan 
masyarakat senantiasa berjalan seiring dengan' 
jaminan keselamatan bagi semua orang. 

d Keseimbmgan antara aspek kesejahteraan dan, 
aspek keselamatan merupakan wahana untuk 
mencapai keadilan. Sedmgkan untuk terciptanya 
keseimbmgan derxli mencapai keadilan ymg dicita- 

tentu saja diperlukan perubahan-perubahan 
keadaan pada saat ini agar keadaan pada 

masa yang akan datang menjadi lebih baik. Justru 
inilah. berbagai ketenhtan 

dapat berlangsung dengan tertib, dalam arti tidak 
menimbulkan gejolak yang tidak dikehendaki, 
apalagi yang bersifat de 

Dalm rangka p umber kekayaan 
alam nasional, hukum harus menciptakan 
keseimbangan antara rnanfaat ekonomi dan 
keseimbangan ketersedi a. Pemeliharaan 
kesehbangm antara dua kepentingm tersebut jatuh 
bersamaan dengan upaya untuk menciptakan 

keseimbangan antara manfaat ekonomi dan 
kesinambungan ketersediaanya.' Pemeliharam 
keseimbmgan antam dua gantersebd jatuh 
bersamam dengan upaya u n t k  rnenciptakan 
keseimbangan antara aspek kesejahteraan dan 
aspek keselmatm rnanusia sebagai 

pengembangan noma-noma 
lopent) yang bersifat memaksa. I ,, 

Pengelolam wilayah pesisir sarnpai saat ini 
tid& diatur secara spesifik, artinya wilayab pesisir 
sebagai bagian dari wilayah nasional tunduk pada 

ymgber1akuumum. S 
unsur lautnya tunduk pada peng 
dan mengenai unsur daratnya tunduk pada 
pengaturan yang berlaku umum. Sepanjang 
mengenai unsur lautnya tunduk pada pengatman 

mengenai smber-sumber kekayaan alam, baik 
hayati maupun non-hayati, tunduk p 
undang-undang sektoral yang &dam pe 
menjadi wewenmg departemen yang berbeda- 
beda. Kewenmgan-kewenmgm tersebut sebagian 
daripadmya ada yang telah diserahkm dan/atau 
dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Akan tetapi dalam 
pelaksanaamya sistem pengaturan dernikian 

wilayah pesisir. Selain dari itu 

kesatuan rumg yang sama terdapat lebih dari satu 
jenis sumber kekayaan alam danlatau jasa 
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h h g m y ~  mtuk dikembmgkanpada sebagai prasyarat bagi tercapainya hjuan > 

saat yang sma, baik dalam skalaekonorni regional yaitu ketertibm. Oleh karena itu orang boleh 
mupmnasiod. DdmM ini dapat bahwa apabila tidak ada kepastim 
wewenang antara Pusat d maka kehidupan bemasyarakat lid& akan 
berkembang menjadi isu yang sangat penthg, berlangsmg dengan tedb dan pada gilkannya 
khususnya d a l m  rangka pelaksmaan Undang- timbul marki dan ketidakadilan. Noma-noma 
undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah h u k m  yang memat  peintah, d m  kebolehm & 
Daerah. da lm kehidupm bemasyarakat disebut sebagi 

Tulisan ini dihajatkan untuk mengupas h 
beberapa masalah hukum. ymg berkaitan erat 
dengan pengelolaan Vyil sir, yang melipuli ap 

dan kelembagm bagi fonnil ( p v o c e d d  law). Perlu pula dip 
stakeholders (pemerintah dan masyarakat) semua orang bhaapabila adadqmtelahtdadi 

dalam pengelolm wilayah pesisir dan lautan; pelmggaran terhadap hukum sustmtif, rnaka 
bahwa proses penegakan 

febih ditetapkan di dalam 
ar proses penegakan 
gan tetap memelihara 

dengmpge1olaan ketertiban urnurn &lam kehidupan bemasq;arakat 
wilayab psisir, lerjadinyapelmg 

4. Peranan dm h g s i  kelembagaan &lam 
pengelolm wilayah psisir dan lautan; dan Pengembangan noma hkum. pengelolaan 

5. M e k ~ s m e  kelernbagm serta pemasalAan wilayah pesisir dan lautan harus diarahkan 
yang dihadapi. sedemikian rupa sehingga sekaligus mampu 

memenuhi limafungsi yAh : 
FWGSI DAN PERANAN SEEPTA 
MLANFMT HUKUlBl I. Pungsi Direkkif 
Fungsi NUkm Fungsi direktif adalah salah satu fungsi 

Pada dasarnya setiap orang bebas untuk pengaturan di dalm erapembangunan. D d m  hal 
melakukan perbmtan apapm kecuali yang secara ini hukum hams berfungsi sebagai pengamh 
tegas telah dinyatakan sebagai perbuatan yang pembmgunan secara terencana dan konsisten 
dilarang oleh noma hukum, atau perbuatan- sehingga dapat meneapai tuj 
perbuatan tertentu yang tidak dikehendaki oleh dan efisien. Untuk itukep 

atau hukurn h a s  dijaga, bai 
maupun pada tahap gel 
noma h u k w  harus melibatkan masyarakat yang 

a yang akan terkena arahan dan manfaat dari pengaturm 
tidak dilarang, dan apa pula yang diperkenankan itu sendiri. Partisipasi 
tetapi dengan tertentu. Adanya hams ditarnpmg 
keeaninilah dengan pengembangan pengaban. Demikian pula setiap 
norma-noma sos 
bersifat memaks 
oleh lembaga-lembaga yang memiliki wewenang 
untuk menegakkan hukum. Sifat memaksa yang an mengakibatkm tidak 
dimiliki oleh norma hukum ini merupakan atujuannyatidak &pat 
keniscayaan karena berkaitan erat dengan jaminan tercapai sebagaimana yang diharapkan. 
pemberlakuannya terhadap setiap bentuk 
pelanggaran demi terciptmya kepastian hukum 
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2. Pungsi IntepatZ 
Pengembangan pengatwan h d d m  

berbagai tingkatm (pusat, prophi, kabupatenflcoh) 
harus menmjukkan suatu sistem yang integral. 
Pengertian integral adalah tidak ditemukan 
kontradiksi atau inkonsistensi, baik dalam 

tirnbulnya kesenjmgan, baik secara ekonomi 
arena itu perlu dieegah 
osial diantara penduduk 

pendatang dengan penduduk asli. Kasus-kasus 
penj arahan tambak yang sernpat mar& beberapa 
waktu yang lalu merupakan &bat dari timbdnya 
kecemburuan sosial yang mengarah pada 
disinkgrasi. 

3. Fungsi Stab%taM 
Pengatwan pernanfaatan kekayaan alam 

wilayah pesisir juga harus berfungsi untuk 

ons~sten dan tidak 

semu, yang pada gilirannya dapat rnenimbulkan 
ledakan kekecewm masyarakat. 

4. Fungsi Korektif 
Fungsi korektif adalah fungsi untuk 

menimbulkm ketidakpastian dalam pelaksanm 
peraturan. Pembahan kebijakan h m  d 
secara jelas agar tidak membingun 
pengambil keputusan dan pelaksana penegakm 
hukum di lapangan. Oleh kare 
ditemukan b u s  d e d a n ,  maka pe 
harus segera dicabut untuk diperbaiki. Selain dari 
itu pengertian fungsi korektif harus pula diartikan 
untuk memperbaiki atau membetulkan keadaan 
yang dianggap h a n g  baik atau salah ke arah yang 
lebih baik dan benar. 

5. Fungsi Perfektif 
Fungsi ini merupakan fungsi akhir dari 

pengaturan yaitu untuk menyempumakan ke 

yang sudah baik ke arah keadam yang sempunma 

dengan baik dalarn suasana kedamaian. 

menciptakan keseirnbmgm antara kepentingm 
individu dengan kepentingan rnasyarakat pada 

a agar kehidupan bemasyakat dapat 
berlangsung dengan tertib dan teratur. Apabila 
keseimbangan telah tercipta, peran hukum 
selanjutnya adalah memelihara keseirnbmgan 
tersebut da lm jangka waktu yang tidak terbatas 
sepanjang mas& sesuai dengan perkembangan m a  
keadilan di dalam masyarakat. Peranan hukum 
dalam memeliham keseimbangan ini dil 
melalui penerapan s&si secara adil melalui 
kep 

ukum sebagai pemelihara 
keseimbmgan antara berbagai kepentingm yang 
berbeda, rnisalnya ant 

kepentingan ekologis dengan kepenhgan ekonomi, 
kepentingm pemanfaatan d 
pelestarian, dan sebagainya. D 
timbul kepentingan-kepentingan baru yang 
cendemg berbeda atau bertentangan antara yang 
satu dengan yang lainnya, maka diperlukm pula 

baru. 
n apabila berbicara mengenai 

pemerintah m a w  bagi 
a, sangat tergantung pa& 

bidang-bidang yang diaturnya dm siapa saja yang 
merniliki kepentingan (stakeholders) atas bidang- 
bidang pengaturan tersebut. Mengenai pertanym 
apakah bidmg-bidang pengahran tertentu telah 
mampu mengakomodasikm aspirasi-aspirasi yang 
berkembang di kalangan mereka yang memiliki 
kepentingan akan sangat bergantung pada proses 
penpunan dm pengembangan nomanya, ap 
seem top-down ataukah secara bottom-up. Dalam 

catat bahwa proses pengembangan 
pada masa-masa lalu lebih dicirikan 
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oleh proses top-down, bahkm tidak jarang pula 
dilatarbelakangi oleh kepenthgm-kepentingan 
kelonilpok tertentu melalui rekayasa atau kolusi. 
Inilah salah satu sebab mengapa bmyak dimtara 
prod&-prod& yangtidakaspiratif 
kepentingm masyarakat luas walaupm masih 
berada pada-bidmg pen 
karena itu proses pemb 
masa mendatang sebai 
tom-up smyamelibatkan kepenhgan-kepentingan 
stakeholders yang seluas-luasnya. D 
demikian ini, agar prod&-prod& h 
aspiratif d m  akomodatif terhadap kepentingan- 
kepentingm yang sah dalam skala yang seluas- 
luasnya, maka pihak-pihak y ang memiliki 

sesuatu bidang pengaturan 
berpartisipasi d a l u i  

prosedur yang telah $isedi&m. 

PROSES PEMBENT NOWIA 
HUKUM (Norm Development) 

Upaya untuk menciptakan keseimbangan 
antara kepentingm kesejahteraan (ekonomi) dan 
kepentingm kelestarian (ekologis) atas sumber- 
sumber kekayaan dam wilayah pesisir d m  lautan 
tidak &an dapat dilakukan oleh kalangan profesi 
h b  saja. Hal hi disebabkm karena sistem dan 

gan Intemasiond 

ian lintas bidang i l m  
cam kelernbagam tunduk 

be&&-beda (lintas 
sektoral). Kesehbmgm mtara kedua kepentingan 
tersebut harus dicari melalui pertimbangm dari 
berbagai aspek dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan d m  teknologi. 
Hasil temuan ilmiah dan tingkat pe 
teknologi mempakan b h b a k u w t u k  
kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir dan 
lautan. Sedangkan untuk kewenangan pemerintah 
pusat dalam urusan-urusan pada umumnya 
dis kepada pemerintah Propinsi. Selanjutnya 
KotalKabupaten akan menerima penyerahan 
wewenang dari Propinsi. Namun demikim biasanya 
tidak semua urusm yang kewenangmya telah 
diserfian oleh pemerintah pusat kepada Propinsi 
secara otomatis diserahkan selumhnya kepada 
pemerintah KotaIKabupaten. Mengingat bahwa 
pelaksanaan semua peraturan pada berbagai 

dari pemerintah Propinsi. 
Model penpsunm peraturm m e l a l ~  proses 

top-down sebagaimma dilukiskm di atas dapat 
dipastikan &an bemba33. secara drastis rnanakala 
Undang-undmg Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah telah diberlakukm. Pada 
masa-masa mendatang pemerintah daerah &an 
m kewemgm atas Yang 
lingkupnya sangat l w .  Sedangkanpernenin~ p w t  
hmya merniliki wewenang atas bidang-bidmg 
tertentu saja yang telah ditentukan secara ekspljisit 
di dalarn Undang-undang Nomor 22 tahun f 999. 
Pembagim wewemg antam pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah atas urusan-urusan yang 
berkGtan dengan pengelolaan \?iilayah pesisir dan 
lautan akan dibahas secara tersendin pada bagian 
berikut dari tulisan ~. 

PENGAT PENGELOL 
WEAUAM PESHSTiR DAN LAUTAN 

Apabila fungsi dan peranan hukum 
sebagaimana telah diuraikm di atas kemudim 
diproyeksikan pada pengelolm ~ layab .  pesisir dan 

kolnpromi antara dua kepentingm yang berbeda, 
kalau tidak hendak dikatak 

yang kedua adalah jarninan bahwa pemmfaatan 
sumber-sumber kekayaan alam dilakukan secara 
rasional agar &pat berlangmg dalm jangka wakcu 

terbatas seraya menghindari terjadinya 

Berikut disajikan pembahasan ketentuan- 
ketentuan normatif yang berkaitan dengan 
pengelolaan wilayah pesisir dan Iautan yang tersebar 
di da lm berbagai tingkatm peraturm mulai dari 
undang-undmg, peraturan pemerintah, keputusan 
presiden, sampai keputusan menteri. Untuk 
memudahkm pengidentifikasim terhadap bidang- 
bidang permasalahan hukumnya, pembahasan 
dilakukan berdasarkan kategorisasi jenis-jenis 
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smber  dam yang terdapat di wilayah pesisir dan 
lautan, yaitu smberdaya dam hayati, non hayati, 
danjasa-jasalingkungan. 

A. Pengelolaala Sumberdaya Alam Wayati 
I. Surnberdaya b n  

Pengaturan tertinggi mengenai pengelolaan 
sumberdaya &an terdapat d d m  Undang-undang 
Nomor 9 tahun 1985 tentang Peikanan. Undang- 
undang ini rnemperluas cakupan pengaturan 
sebelumnya yang dirasakan kurang mampu 
rnenmpung perkembangan pennasalahan yang 
dlhadapi dalam pengelolaan surnberdaya ikan. 
Pengefolaan smberdaya ikan ditujukan kepada 
tercapainya manfaat yang sebesw-besmya bagi 
bangsa Indonesia. Untuk mencap& tujuan tersebut 
dilaksanakan pengelolaan secara terarah melalui 
pelestarian a k  beserta I i n m g m y a  

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan 
k & y a  ikan meEpuG ket m e n g e ~ :  

penangkapan ikan; -" 
yang h a s  dipenuhi oleh 

c. jumlah ymg bolehditan- h j e ~ s  serta 
ikan yang tidak boleh ditangkap; 

d. daerah penangkapan serta m u s h  penangkapan; 
e. pencegahan kerusakan dan rehabilitasi sumber- 

dan lingkungannya; 
f. introduksi ikan jenis baru; 
g. pembudidayaan &an dan perlindmgmya; 
h-pencegahan dan pemberantasan hama dan 

penyakit &an; dan 
i. M-M lain yang dipandang perlu untcik mencapai 

tujuan pengelslm. 

2. Perliraduragan Nutan Mangrove 
yang sangatpentingdalam 

memelihara ekosistem pantai serta luasnya yang 
semakin mermyusut status h h  hutan 
sudah @at dim ke dalm katagori 
lindung. D d m  ha1 ini peme~ntah Propinsi diberi 
wewenang untuk apkan kebijakan dan 
pengaturan pengel a. Selanjutnya Kotal 
Kabupaten menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan 
kondisi daerahnya masing-masing secara terpadu 
dan lintas sektoral untuk kemudian d i u m d a n  
kepada masyarakat. 

3. Perhdungan Temmbu Kamng 
Sebagaimana halnya dengan hutan mangove, 

te g merupakan eksosiskm yang sudah 
dilindungi oleh kete hukurn. Perlindungan 
terhadap terumbu g diperlukan untuk 
mencegah berlanjutnya praktek-praktek yang 

Praktek-praktek pemanfaatan yang bersifat 
destmktif rneliputi penmgkapan ikan dengm 
m e n g ~ a k a n  born, tenaga listrik, atau dengan 

racun. 

B. Pengelolaan Stumberdaya darn Non- 
N a y a ~  

1. Penguasaan Tanah Pantai 
Ddam pernbi 

kata "pantai" dm ' biwanya tidak seldu 
dibedakan bahkan tidak perlu dipemasdahkan. 

an apabila ditinjau secara p icks  
a istilah tersebut harus diberi 

pengerlian secara jelas. Pemaknm istilah tersebut 
dirnaksudkan agar tidak tirn 
ketidakpastian, 
m a w  dalm pelaks 

Pan?& a&& d 
tinggi dengan daratan. Sedangkm garis pantai 
adalah garis air yang menghubmgkan titik-titik 
pertemuan antma air pasang tertinggi dengan 
daratan. Garis pantai &an terbentuk mengikuti 

pantai/daratan itu sen&. 
Pesisir addah daerah pertemuan antara p e n g d  
daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan 
daerah pesisir mencakup daerah-daerah tertentu 
di mana p e n g d  Iautan mas& terasa (angin laut, 

g laut, dsb). Sedangkan ke 
pesisir dapat rnencakup 

kawasm-kawman laut dimana mas& tema atau 
masih tamp& p e n g d  dari aktivitas di daratan 
(misalnya penampakan bahan pencemar, 
sedirnentasi dan w m a  air). Dengan demikian 
maka pengertim "pesisir" mencakup kawasan 
yang lebih luas dari pengertian "pantai9'. 

Dari keduapengehan di atas 
& b e a m  antara c'tanah pantai" d 
Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis 
air sunrt terendah dengan garis air pasang tertinggi, 
termasuk ke dal bagim-bagim daratan mulai 
dari garis air pasang tertinggi sarnpai jaraktertentu 
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ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan 
pant&. Dari pengertian tersebut yang mih menjadi 
masdah addah lebar sempadan pantai yang h 
ditetapkan dan dibuat tmda-tanda batasnya agar 
jelas tamp& di d a l m  ke . Pasd1 ayat (6)  
Keppres No. 32 t&un 1990 tentang Pengelolaan 

yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi pantai". 
Selanjubya pasdl4 menyatakan bahwa: " Kriteria 
sewadan pantai adalah daratan sepanjang tepian 
yang lebmya pro al dengan bentuk dan 
kondisi fisik pantai al 100 meter dari tit& air 
pasang terthggi ke arah darat". 

Dari kuhpan di atas &pat disirnpulkan bahwa 
pantsu: yang disebut sebagai '' 

seem yuridis telah merniliki 
sebagai "kawasan perlindungan setempat". Status 
hukum yang sama juga berlaku untuk sewadan 
sungai yang lebarnya 100 meter di kii k 
besar, dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang 

. Selanjutnyauntuk sungai 
ukiman lebar sempadan 

Keppres 32 tahm 1 390). 
Selanjutnya yang agak sdit mtuk ditetapkm 

jalm inspeksi atau jalan 
pesisirakandirnulaidarijalan 

umum tersebut ke arah daratan. Sebenmya apabila 
te:elah dibuat jalan sebagai tanda batas tanah pantai, 
maka separuh persoalan sudah dapat diatasi. Jalan 

merupakm tanah negara yang berfimgsi sebagai zona 
at. Dengan demikian maka 

&pat diberi status sebagai 

arah daratan. 
Masalah h&um yang paling menonjol di 

wilayah pesisir adalah mengenai penguasaan tanah 
pantai. Melihat fbngsi ekologisnya yang sangat 

penting, &patl& dinrenged bahvJa 
tus hak atas taplahnyatidak dapat di 
persertifikatan berdasarkan atas hak terkuat yaitu 
hakmillk, vvalaupmmen~~utpem 

Oleh h e n a  itu penseh&tan dengan hi&- 
(mi&yaHGU, Hak Pakai, atau HGB) di 
tidak &an dapat diterima oleh penduduk karena 

rend& dari hak Illilk b e h a r k a n  
adat setempat. Apabila karena keadaan 

sertifil;at hak millk, maka 

ditetapkan syarat-symt yang smgat ketat di d a l m  
pemberim sertifrkabya, agar tidak terldu mud& 
untuk &pin& langankan atau dirubahtata 

Untuk menjamin konsistensi dm keadilan di 
dalam pelaksanaannya, maka setiap bentrtk 
pemanfaatm tan& pantai harus dilandasi oleh 
pkip-prinsip peng sebagai berikut: 

a. P h s i p  Non-Pernahn 
(N@n-Appropriafio~) 

Telah &em di b@an terdahulu bahvva 
dengan pengeeualian-pengeeualim yang sangat 
terbatas, tanah pantai tidak dapat dibebani dengm 

demikiandirnaks 
bebasan publi 

bagian-bagian tertentu dari pmtai sebagai 
kawasan pariwisata atau kegiatan-kegiatapl lain yang 
dapat menarnbah sumber pendanaan pemerintah 
daerah yang bersangkutan. 

b. Prinsip Terbnka Untuk Urnurn 
(Open Acces) d 
Kebebasan publik untuk mendapatkm akses 

pantai merupakan hak yang sifatnya 
universal. Oleh karena i angunan fisik dalam 
bentuk apapun (misalnya villa atau hotel) yang 
dilakukan di atas tanah pantai hampir dapat 
dipastikan akan menghmbat kebebasan akses 
publik ke laut. Mengingat kenyatm bahtva semua 
orang hidup di atas pulau maka sangat masuk akal 
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apabila kebebasan setiap orang untuk mernperoleh 

mengambil prakarsa mtuk rnelhdungi kebebasan 
ara terencana, konsepsional, dan 

an komisten. Sdah satu altematif 
membuat jdm sewjang pmtai 

sebagai batas visual antara tanah pantai dan tanah 
pesisir. Dengan adanya jalan tersebut maka 
pekembangm p b  
mudah untuk diken 

pada 
dan memahmi kebijakan Pemerintah tentang 
pemtukm setiap zona yang terbentuk karena 

a jalan ulllwz1 tersebut. 

b@an pantai darm pesisir 
kepastian h & m  se&ngga sarana dan prasarana 
yang sudah ada akan terhindar dari risiko 

antara lain karena adanya 
kvestasi yang 

C. Pemanfaatan Jasa-jasa Lh&mgan 
Jasahgkungm adalah komponen-kompnen 

dan ornbak laut, bentukan-bentrrkan geologi, 
peninggalan sejarah, dan sebagainya, yang 
bermdaat bagi pengembangm h u  penge 

e. P ~ s i p  Perbdrrrmgan Kepentr;ngran PENGELOLkfhlU 
Penduduk Asli W L A U m  PESISm DAN LA'TJTm 

Pembahasan mengenai mekanisme 
an-bagim kelembagaan merwakan implernentasi dari 

tertentu dari tanah pantai telah digunakm ketentuan srabstantifke &am 
ckhulu kala oleh penduduk seternpat secara Pada tataran nasional, le 
temum, misahya untuk pe ahan atau untuk memili1;ci kewenangm atas m s m - m s m  yang 

rnenymgkut pem m b e r  kekayaan 
a mendapat perhdmgan a l m  urilayah pesisir dan lautm ditentukan oleh 

melalui pengaturan, temtma terhadap damp& undm g yang bersangkutan. Sedmgkan 
invasi kekuatan ekonomi dari luar yang dapat penyer an- tertentu dari perne&tah 
mengancam keberlanjutan dan ketentraman pusat kepada pemerintah daerah biasanya 
penduduk setempat. ditetapkan rnelalui keputusan menteri yang 

membidangi sektor yang bersangkutan. 
(a. P h s i p  P~or i tas  Manfaat Pemnbarmg~lrnan Kewenan as semua jenis surnber kekayaan 

Sesuai dengan konsep pemb terdapat 61. wilayah pesisk dm 
untuk meningkatkan kesej , diasumsikan telah terbagi habis kepada 

maka manfaat ekonomi tensi sumberdaya sektor-sektor. Secara kewilayahm, mang lingkup 
pantai dan pesisir harus di mtukpeningkatm kewenangan setiap sektor jatuh bersamaan 
kesejahteraan masyarakat seternpat. TidaMah adil (coinsidance) dengan vliilayahnegara, 
bila manfaat ekonomi diraup oleh orang luar, menteri memiliki yuridiksi atas jenis su 
sedan* penduduk setempat hanyajadi penonton, kekayaan alam tertentu yang terdapat di se 
apalagi bila menjadi korban penggusuran, walau wilayah negara. Selanjutnya sektor-sektor yang 
dengan alasan apapun. Oleh karena itu manfaat bersangkutan dapat menyerahkan urusan tertentu 
pembangunan wilayah pantai dan pesisir hams menjadi umsan-msan yang menjadi wewenmg 
diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan pemerintah daerah, baik Propinsi maupun Kota/ 
penduduk seternpat. Kabupaten. Dengan kata lain penyerahan umsan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
e. Prlinsip Penataan Wuang merupakan kebij akan dari rnenteri yang 

Pengaturan pemanfaatan tanah pantai dan bersmgkutm. Pernasalahan timbul apabila lebih 
pesisir secararasional seharusnya didahului dengan dari satu jenis kekayaan alam berada pada satu 
rencana tata mang yang sudah memiliki kekuatan kes g dm dimanfaatkm pada waktu yang 
hukum yang mengikat . Dengan demikian bersamaan oleh depademen yang berbeda. 
penempatan setiap kegiatan pembangunm di setiap 

6 7 
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Pengaturm pengelolaan wilayah pesisir dm 2. Anggapan bahwa undang-undang sektoral 
Iautanberdasarkanketentuan nomatifyang berlaku merupakan landasan u m a  bagi pelaksmaan 
sampai saatini sebagian b e s a r m e m p h m s m -  tugas dan wewenang departemen yang 

an yang menja& wewenang pemehtah pusat. bersangkutan, khususnya dalam pernanfmtan 
Hal ini disebabkm karena adanya pertirnbangan 
bahwa beluln adanya undang-undang yang 
memerintahkm penyerahan msan-msan  yang 
berkaitan dengan vvlilayah psisir dan I 
daerah. Keadaan ini hendak dimbah dengan 

g Nomor 22 Tahun 1999 

Secara teoritis, kewenangan sektoral 

Jenis-jenis kegiatan setiap sektor yang sudah. 
ditetapkan batasannya oleh pe ~ e m b g m  
tentang pembentukannya, temasuk batas-batas 

oleh sektor-sektor tertentu dapat dipastikan &an 
melampaui wewenang yang telah diserahkan 

unilateral karena &an mengacaukm pembagim 
kerja setiap sektor. Secara mendasar dapat 
dikatakan bahwa wewenang setiap sektor 

darn pesisir dan Eautan, 

semua aparat dari de 
vvalaupunrancangannya 
departemen saja. Oleh karena itu pengkdian 
terhadap rancmgan peraturm seeara Iintas 
sektoral mutlak diperlukan sebagai bagian inte- 
gral dari proses penyusunannya. Sikap masa 
bodoh, apalagi memaksakan kepentingm sektor 
sendiri (egosektoral) harus dihindarkan, baik 
pacia tahap penyusunan peraturm maupm d m  

mengenai perencanaan dan pengendalian - - 

mempakm visualisasi dari kewenangm negara keuangan, sistem 
otontas. Oleh karena ihr &pat 

disiqulkan bahwa pernasalahan pernbagian negara, 
torial hanya m u n m  titnbul apabila manusia, pernberdayaapl surnberdaya a lm dan 

asi antar sektor yang teknologi tinggi yang strategis, bnservasi, dan 
terkait. Berdasakan pe yang berlaku smpai standarisasinasional). 
saat ini wewenang koordinasi berada pada 4. Apabila kita cendemg hendak mnyimpulkan 
pemerintah daerah. bahula pengelolaan wilayah pesisir yang h a n g  

efektif iru sebagian disebabkan karenakegagal& 
PE h ann. m e l a k s d a n  

Dari uraim di atas kiranya &pat disilnpdkan pe keseimbmgan eko 
hal-hal sebagai b e f i t  : alternatif perbaikannya harus dimulai dari 

1. Fungsi nonna dalam pengelolaan urilayah 
pesisir dm lautan adalah untuk menciptakm 
kepastian, baik bagi pemerintah maupun para 
anggota masyarakat, tentang apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan dan apa yang 
diperkenankan untuk dilakukm. Sedangkan 

norma adalah sebagai pemel 
keseimbangan antara berbagai kepentingan yang 
berbeda demi tercapainya tujuan yang 
dikehendaki bersama yaitu ketertiban. 

pensintegrasian setnua asp& yang terkait dengan 
pengelolm  laya ah pesisir ke da lm proses 

ai dengan mekanisme 
am hal ini para stake- 

holder harus lebih proaktif untuk berani 
kepentungmagar 

secara substantif dapat mengakomodasikan 
kepentingan clan aspirasi dari kdangan yang lebih 
luas dan prosesnyabem-km dimdai dari bawah 
(bottom-up). 
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DIBERLU PEMBAKUAN TERIA EKO-BIOEOGIS 
UNTUK MEmNTUKIAN 'TOTENSI ALAR%IW SAN 

BESHSIR UNTUK BUDIDAULQ UDANG 

D R  IR B 
Pusat IKajian Surnberdaya Pesisir dan Lautan 

Fakultas Pe&nan dan Ilmu Kelautan 
InsGbt Pedanian Bogor 

PE 
satu jalan yang ditempuh pemerintah 

dalam mengatasi krisis ekonomi adalah 
meningkatkan ekspor perikanan. Sementara itu 
komoditas yang diprimadonakan untuk 
meningkatkan ekspor tersebut adalah udang hasil 
budidaya lamb&. Melalui PROTEKAN 2003 
pemerintah, cq. Direklorat Jenderal Perikanan, 

etkan pemasukan devisa negara melalui 
sebesar 10: 19 milyar dolar US, dim= 

sekitar 6,78 milyar dolar US diharapkanbemd dari 
basil budidaya udang windu. Sesuai dengan 
perhitungan Ditjen Perikanan, berarti budidaya 
tambak padatahm 2003 
470 ribu todtahun dm rencananya 
di atas lahan tambak seluas sekitar 380 ribu hektar. 
Pennasalahan yang sering dipertanyakm orang, 
mampukah kita mencapai sasaran tersebut, 
sementara pada tahun 1996 yang lafu dimana total 
areal tslmbak telah mencapai 344.759 ha namm 
produksi total bammencapai 15 1.086 ton (Statistik 
Perikanan, Ditjen Perikanan 1998). Ini berarti 
produktivitas rata-rata per ha tmbak baru mencapai 
43 8 kadtahun, atau 2 1 9 k&a/siklus. Pertanyam 
tersebut lebih mendasar lagi bila dikaitkm dengan 

duksi udang yang semakin tahun 
akibat berbagai kendala seperti 

serangan virus. Banyaknya tambak yang 
ditelantarkan mengesankan besamya kontribusi 
tambak dalm perusakan lingkungan pantai @utan 
mangrove). 

Dari segi ketersediaan s d e r d a y a  alam, cita- 
cita yang 2003 tersebut 
masih mungkin untuk direalisasikan, hanya jika 
pemanfaatan lahan pantai (pesisir) diimbangi oleh 
pengaturanlpenataan ruang dengan baik. 
Pembukaan/pembuatan tambak secara besar- 

besaran harus melalui kajian yang 
tidak terjadi kesalahan peng 
Kegagalan tmbak udang di pmtai utara jawa 
bantura) adalah salah satu contoh kecerobob di 

pntai. U n ~  
menjaga kelestarian usaha tambak dan 

dukung alam itu sendiri ditentukm oleh beberapa 
faktor antara lain faktor geo-oceanografis, hidrolo&, 
sifat-sifat fisika tan& dan air, pola arus pantai dan 
l h - l h .  %%a saat ini pemerintah Indonesiahlm 
memiliki pedomm mengenai fiteria-kriteria eko- 
biologis yang digunakan sebagai acuan d a l m  
menentukm "daya d k m g  almi" suatu kawasan 
mtuk budidaya m b a k  khususnya udang. 

KONWRSI MUTAN MmGROVE: 
Sangat dapat di mengerti bahwa fokus 

pengembangan tmbak adalh di kawasan man- 
grove. Hal ini terkait dengan sifat biologis dari hetvan 
tersebut yang secara alami memang banyak 
ditemukan di kawasan tersebut. Pe 
mangrove di Indonesia me 
menwwatirkan. Selarna periode 1982- 1 987 telah 

angrove dari 5,2 1 juta 
kemudim pada tahun 

1993 makin menyusut menjadi 2,5 juta ha. 
P mangrove ini hampir merata teTjadi 
di seluruh kawasan pesisir dan lautan Indonesia 
(Tabel 1). 

Penyebab dari p an luasan mangrove 
tersebut adalah karena kegiatan 
yang mengkonversi hutan mangrove menjadi 
peruntukkan lain seperti pembukaan tambak, 



- - 

Tabel 1. Luas mangrove di Indonesia (dalam hektar) 

1. Sumatera 
Aceh 

a Sumatera Utara 
e Sumatera Barat 
e Riau 
e Jambi 
e Sumatera Selatan 
0 Bengkulu 
e Lampung 

2. Jawa . Jawa Barat 
Jawa Tengah 

e Jawa Tirnur 
e DKI Jakarta 

3. Bali 

4. Nusa Tenggara 
Nusa Tenggara Barat 

= Nusa Tenggara Timur 

5. Timor-Timur 

6. Kalimantan 
Kalimantan Barat . Kali-mantan Tengah . Kaliniantan Selatan 
Kalimantan Timur 

7. Sulawesi 

e Sulawesi Utara . Sulawesi Tengah 
Suiawesi Selatan 

e Sulawesi Tenggara 

8. Maiuku 

9. lrian Jaya 

Total 

Keterangan : 
1) Direktorat Bina Program Kehutanan (1982) dalam Nontji, A (1987) 
2) RePProT (1 985-1 989) 
3) Silvius et a1 (1987) 
4) Ditjen Perikanan (1991) 
5) Giesen, Blatzer and Baruadi (1991) 

pengembangan kawasan industri dan pemukiman. 
Konversi mangrove menjadi tambak secara besar- 
besaran terjadi antara lain di Lmpung, Sumatera 
Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 
Sementara itu, konversi lahan mangrove menjadi 
kawasan industri clan pe 
di kawasan padat penduduk seperti DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tirnur, d m  Bali. 

Konversi hutan mangrove menjadi lahan 
tambak terbesar terjadi pada kumn waktu 1990- 
1993, yaitu sebesar 63.435 ha (Tabel 2), di mana 
terjadi perubahm luasan l h  budihya t d a k  dari 
268.326 ha (1 990) menjadi 33 1.761 ha (1 993). 
Konversi lahan ini memang sempat melonjaMtan 
volume produksi periode tahun 1990- 1992 
yaitu dari 105.906 ton menjadi 141.586 ton 
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(23,64%), namun produksi kembali menwrun 
menjadi 137.558 ton pada akhir tahun 1993. Jika 
diperhatam Tabel 1 dan 2 dapat di lihat bahwa 
konversi hutan mangrove mnjadi tarnbak selama 
tishun 1987-1993, hanya sekitm 9,28% dari total 

grove yang terkonversi. 
hal pemdaatan hutan mangrove 

terdapat 2 pandangan yang sding antago~stik. 

kawasan perlindungm berbagai jenis hewan 
perairan, penahan abrasi, p a - p m  dunia dan lain- 
lain. Sementara rnasyarakat perikanan/nelayan, 
melihat hutan mangrove sebagai kawas 
potensid mtuk budidaya ikan/udaPlg. Pene 

dayah  ve yang ti& 
seirnbang &an rnenghasilkan dua kemmgkinan 
darnpak negatif, yaitu pertarna, tidak 
berkembangnya pefianan budidaya pantai &bat 
kebijakan yang terlalu protektif terhadap kawasan 
mangrove, dan kedua, rusaknya kawasan pantai 

kegqalan m b a k ,  berbagai analisis penyebabnya 
telah pula banyak ddansir baik se 
lain oleh Wi&gdo dan Soewardi, 1999, Tirn Satgas 
Ditjen Perikanm, 1994) maupun secara empiris- 
praktis melalui berbagai media massa. Swara garis 
besar penyebab kegagdm budidaya udang dapat 

ke dalm 3 hd  yaitu menyanw: 
a. Mmaj emen kawasm 
b. Mmajemen budidaya 
6. MmNemen dan rekayasa sosid (socid engineer- 

ing) 

a. Manajemen W a s a n  

hanya bermuara pada satu aspek tersebut, yaitu 

Tabel 2. Luas lahan budidaya tambak, produksi yang dihasiikan, dan volume ekspor udang Indonesia 

akibat terlalu banyak hutan mangrove yang dirnana setiap lahan yang masih mudah mtuk 
dikonversikm menjadi tambak. Dalam hal ini kita rnendapah suplai air ladpayau (intertidalzone) 
ham dapat menenam jalan tengah dimma usaha &situlah lahan tambak &bangun, berapap  luasnya 
perikanm budidaya pantai dapat ditingkatkan yang seolsah tanpa batas. Pada ha1 ada beberapa 
h h y a  sernentara kesehbangm ekologis faktor penentu lain misdaya: a). Pola arus dan p 
pantai masih terjaga. Untuk itulah diperlukm surut, dan b). Tipe dasar pmtai. 
perangkat kebijakan yang didasarkan pada konsep pasang surut sangat berpengaruh 
pengembangan wilayah pmtai yang benv 
kelestarian darn dm azas keterbatasm daya d m  arus ddatau 

an. gelombang pasang, semakin banyak 
air yang berlalu lalang di kawasan 

KlGGAGALAN BUBIDAUA UDANG 
Sejak merebaknya penyakit yang dithbulkan pula agitas air yang berarti peluang difisi gas-gas 

oleh virus pada tahun 1990-an, hingga saat ini dunia terlantt dalam air juga sernakin tinggi. Ini sangat 
71 
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membantu dalam proses demineralisasi (menwm) 
limbah tarnbak yang diterha kawasan tersebut. 

juga sangat rendah. 
Epe dasar pant$ biasmya berkorelasi dengan 

gelombang d m  arus. Kawasan pantai dengan 

prod&ivitas kawasan. Selanjutnya &an dapat 
diperliritungkan pula berapa luasan tambak yang 
diij inkan mtuk dibuka da lm smtu kawasm sesuai 
dengan tingkat intesitas budidaymya 

Selma ini penentuan kawasan pertarnbakan 
sering ti& memperhitungkan kedwfaktor tersebut. 
Pembukaan kawasan pe 

ribuhektarpa$a satu 
berpotensi menyebabkan terj adinya polusi internal 
yang akan merugikarm kegiatan tamb& inr sendiri. 

Untdc men@& kesal 
lagi sudah saatnya melakukan penataan ruang 
berdasarkm kriteria-kriteria ekobiologis kawasan. 

b. Manajernen budidqa 
budidaya udang di Indonesia yang 

baru dimulai sekitar tahm 1986-an masih mmpakan 
ermasuk baru, bila 
agribisnis 1&1"1nya seperti 

karet clan teh rnisahya. Sehingga belum banyak pula 
perbendahmaan masalah yang dikuasai baik oleh 
peneliti apalagi praktisinya. 

Beberapa ha1 mendas 
kegagalan budidaya adalah ren 
akan 
peng 

Kesehatan udang dan kesehatan lingkungan 
&ah duahal yang saling terkait, Data-dataempiris 
lapangan menujukkan bahwa udang yang sehat 
tidak &an bertahan hidup pada lingkmgan yang 
tidak sehat, semen- lingkungm yang sehat ti& 
&pat men&asilkan panen udang bila benur yang 
ditebar telah tegan&t virus mematikm. Unhdc 
mengatasi M ini, maka seperti apa yang dil 
oleh kebanyakan petani tmbak  di Th 
sebelum benur &tebar di tarnbak, terlebih dahdu 
petani memeriksakan kesehatan benur ke 
laboratoriurn baik swasta m a w  pemerintah. Di 

and terdapat ti& c h i  10 Iaboratorim 
yang m m p u  menganalisa virus white spot dan 
melayani petmi (Widigdo dan Soewardi, 2000), 
semen- di Ind barn ada sztu labratorim 
yang m m p  m analisa virus tersebrat, itu 
pun ITlilik perusaham swasta dm belum melayani 
masyarakat luas. Pengontrolan peredaran induk 
udang addah haf lain yang masih terlepas dari 
penga~\-asan mutunya. Bukdah  suatu ha1 yang 
mustahil penyebaran penyakit telah terjadi pada 
induk-induk udang karena salah penanganan, 
misalnya induk sehat dicarnpur dengan induk sakit 
pada saat berada di penampungan. Seperti 
dikatakan dalarzl teori, bahwa penularan penyakit 
&pat terjadi se~ara yaitu melalui hduk (Jory, 
1997). 

Kelemahan penguasm tehologi budidaya 
terutama menyangkut pengatwan p 
populasi udang dan manajemen air. Dalam hal 

dosis &an ber&bat, 
la underfeeding) atau 
ingkungm (bila over- 

feeding). Kesulitan b e h t n y a  adalah rnenyangkut 
mmjemenair ymgpen tergmtung pada 
ketersedim lahan. M i r - a i r  ini diyakini oleh 
banyak pihak bahwa sistem resirkulasi dapat 
menekan bahaya serangan berbagai penyakit. 
Wamun tidak semua petani dapat m e l a h k m y a  
karena keterbatasan Iahan yang ctirniliki. Kesadaran 
untuk berusaha bersama antara petani pemilik 
tambak masih sulit dil 

c. Rekayasa sosial (social eaegineerirzg) 
Kesulitan yang menymgkut sosial biasanya 

terjadi pada perusahaan yank melibatkan petani 
dalarn jumlah yang besar. Pada 
tirnbul padahal-hd yang rnenyangkut hakpetani dan 
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trmparansi perusaham. Dalm hal ini jvga perlu dilakukan dengan jalm survei lapang yang 
ad& pembatasan jumlah petani @lasma) yang 
diijinkm untuk dikelola oleh suatu perusaham 

sistem PIR. Data- 
data e~llpiris lapangan perlu dikmpulkan mtuk 
mencari hubmgan antara jumlah petani dengan 
hgkat ked tan  manajememya. 

perbaiki citra m b a k  sebagai 
ganpantai m a k a m a  langkah ke 

depan perlu diadakan standarisasi parameter baku 
untuk menentkm pe.\Nilayahan pertmbakan. 
Standarisasi yang dimksud adalah menyangkut 
lokasi dm luas katvasan, serta skda usaha yang 

ini h p a :  

Kegiatan studi pustaka ("desk work") yang 
bemjmuntuk: 

mengkaji berbagai studi yang telah dil 

mengkaji peraturdebijakan pemerintah yang 
angandanko 

e mengkaji perkembangan pertmbakan udang 
temtama keterkaitan 
dengan pehgkatan ke 

Kegiatan lapang yang mencakup: 
memveriNcasi an kriteria ymg dihasilkan 
dari desk work dengan jalan mencocoWkannya 
dengan kenyataan dilapang. Pencocokan 

difohskan pada hubmgan antara parmeter1 
kriteria yang telah di 
produktivitas dan k 

budidaya tambak, dan wilayah yang a& kegiatan 
tarnbak n m m  ti& mengakibatkan kemsakan 

mya;  
pembuatan model tata ruang m b a k  di kawasan 
yang belum ada tmbaknya berdasarkan azas 
kelestarim lingkungan; 

@ san t eb log i  bu&daya udang yang 
kon&si lahmya sehgga tidak me 

hgkungm 

Rmgkuman antara studi pustaka dm studi 
lapang tersebut akm dapat menghasikan aturan- 
aturan baku yang sudah temji dm selanjutnya 
menjadi tugas pemehtah untuk mensosialisasilcan 
pada masyakat luas. 
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Sebagai suatunegarakepulauandenganjurnlah 
pulau sekim 17.508 danpanjangpmtai * 81.000 
km, Indonesia merniliki potemi smberdaya pesisir 
dan laut yang sangat besar. Wilaya 

m g b e r a l  h e n @ ,  
media komunikasi rnaupun kawasan rekreasi abu 
pariwisata. Karena itu wilayah pesisir merupakan 
turnpun harapan manusia dalarn pemenuhan 
kebutuhm hidupnya 13 rnasa &tang. 

Ekosistem wilayh pesisir yang merupakan 
suatu himpunan integral dari komponen hayati 

e hidup) d m  nir-hayati (fisik), rnutlak 
an oleh mmusia mtuk hidup d m  mtuk 

meningkahmutu kehidupan. 

1 

Moponen hayati dan nir-hayati secara 
fungsiond berhubungm satu s m a  lain d m  saling 
bekteraksi rnembentuk suatu sistem, yang dikenal 
dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila 
terjadi perubahm pada salah satu dari k 

Ut, &pat m 
an sistern yang ada baik dal 

funssiodmupun dalmkeseirnbmgmya 
Di da lm suatu ekosistem pesisir terjadi 

pertukaran materi d m  trmsfomasi energi yang 
di antara keduakomponen dalm 

kompnen-kompn 
a. Kelangsungm suatu fungsi 
enentukan kelestarian dari 

smberdaya a l m  pesisir sebagai komponen yang 
terlibat d d m  sistem tersebut. Karena itu untuk 

estarian surnberdaya dm pesisir, kita 
hubungan-hubungm ekologis 

yang berlangsung di antara komponen-komponen 
sumberdaya alam pesisir yang menyusw suatu 

tidak terlepas dari fivitas pe 
a l m .  Di d a l m  aktivitas ini sedn 

tingkat tlpemanfaatan surn 
besar perubahan-pembahan yang terjadi pada 
llngkungan hidup. Oleh karena itu, dalarn 
perencanam pembangunm pada suatu sistern 
ekologi yang berimptikasi pada perencanam 
pemanfaatan sumberhya dam, perlu diperhatikan 
kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk 
mengurmgi &bat-&bat negatif yang rnerugikan 
bagi kelmgsungm pembangunan itu senchi seem -i 
menyeluruh. Perencanaan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumberdaya alam perlu 
diperthbmgkan secxa cennat dan terpadu da lm 

maan pembangunan, sehingga dapat 
an lingkunganhidup dalm 

STRUKTm FUNGSIONAehr EKOSISTEM 
PESPSIR 
Defimisi darm Batas Winayah Pesisir 

Untuk dapat mengelola pemanfaatan 
sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (envi- 
ronmental services) kawasan pesisir secara 
berkelanjutan (on a sustainable basis), perlu 

yang mendalam tentang pengehan dan 
karakleristik utama dari kawasan ini. 

Pertanyaan yang seringkali muneul d a l m  
pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana 
menentukm batas-batas dari suatu wilayah pesisir 
(coastal zone). Sampai s belum ada definisi 
wilayah pesisir yang baku. Nmm demikian, 
terdapat kesepakatan umum di dunia b&wa wilayah 
pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan 
dan laut. Apabila ditinjau dari garis pantai (coast- 
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gi di bawhya ,  mempakan penentu 
suatu jenis o r g ~ s m e .  Faktor-faktor h i  

avertebrata, bak te~  dim eendawm yang mem 
materi organik mati: bangkai, d a m - d a m  yang seeara bertahap sepmj ang 
mati, ekskreta. sering pula terdapat ti& pe 

terdapat tiga proses dasar atau zona persimpangm yang disebut ekoton 
fungsiod komponen bio& (Illi A y a  zona ktertidal lam. 

oduksi (shtesa maQeri o r g ~ k ) ,  2) 
proses konsomasi (memakan materi organik) dan Dhensi Ekolo& EkosisQern BesLir 
3)  proses dekomposisi atau mineralisasi 
(pendaurulangm mteri). h g s i  pokok bag kehi 

Kompnen abiotik suatu ekosi pesisir penyedla smberdaya d m ,  penerima limbah, 
terbagi atas tiga ko~llponen utama: [I 3 unsur dan penyedia jasa-jasa pendukung kehidupm, dan 
senyawa a n o r g a  karbon, nitrogen dan air yang penyedia jasa-jasa kenyarnanan. 
terlibat dalarn sMw materj di w t u  ekosistem, [2] 

orgzrulk, karbohidrat, protein dan l e d  yang menyedi 
men& kompnen &io& dan biotik dan [3] re* yang d gsung maupun tidak 
ddim. slLhu d m  faktor fisik lain yang mernbatasi 1 

ah besar unsur dan senyawa 
anorganik sederhma yang dijumpai di suatu hayati yang tidak dapat pulih di antaranya 
ekosistem pesisir, tadapt  unsw-mwtertentuyang smberdaya mineral, lninyak 

gi kehidupan. Unsur-ursm tersebut Sebagai penyda smberdaya 
substansi biogenik atmunsw ham baik pemanfaatan saberdaya perairan pesisir yang 

rnakro (kabon, nitrogen, fosfor.. .) rnaupun mikro dap 
(besi, seng, magnesium...). 

Karbohidrat, protein dan lernak yang periode waktu tertentu. Demikimpula diperl 
menyusun tub& organisme hidup juga terdapat di keeematan pemanfaatan smberdaya perairan 
lingkungan. Senyawa tersebut dan ratusan senyawa pesisir yang ti& &pat pd.& sehingga efeknya tidak 

lingkungm sekitarnya. 
~sarnping sumberdaya dam yang pduktif ,  

selmjubya &an temai menjadi fi.agmen-fragmen ekosistem pesisir rnempakan penyedia j asa-j asa 
dengan berbagai seem kolektif disebut pend upan, seperti air bersih datr 
detritus organik massa tanaman lebih yang agi berkiprahnya segenap ke 
besar dibandingkm dengan hewan, maka detritus manusia. Sebagai penyediajasa-jma k e y  
tanman biasanya lebih menonjol dibandingkm ekosistem pesisir merup 
dengan hewan. Demikim pula tanman biasanya menye jam mtuk d i j a d k t e q a t  rekreasi atau 
lebih lambat hancw dibandingkan dengan hewan. pariwisata. 

Bahan organik terdapat d d m  bentuk terlarut Ekosistem pesisir juga merupakan tempat 
d m  partikel. Bila bahan orgmik terurai, bahan penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan 
tcmebut humus atau zat yaib rnanusia. Sebagai tempat penaqung l i d a h ,  
bentuk yang resisten terhadap penghancuran lebih ekosistem ini memiliki kernmpuan terbatas yang 
lanjut. Peranan humus dalam ekosistem tidak sangattergantungpadavoluIlledanjenishb&yang 
sepenuhnya dimengerti, tapi diketahui dengan pasti masuk. Apabila limbah tersebut melampaui 
kontribwinya pada sifat tanah. kemampuan asimilasi perairan pesisir, maka 

Kategori ketiga dari kornponen abiotik suatu kemsakan ekosistem dalam bentuk peneemaran 
ekosistem pesisir adalah faktor-faktor fisik (iklim). akan terjadi. 
Faktor iMim (suhu, curah hujan, kelembaban) 
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Dari keernpat fungsi tersebut di atas, 
kernarmpuan ekosistern pesisir sebagai penyedia 
jasa-jasa pendukung kehidupan dan penyedia 

sanga t~mtungf idua  

FUNGSI DAN 
EKOSISTEM 
PESISLR 

saling terkait, dinamis dm produktif. Beberapa 
ekosistem utama di wilaya 
dikemukakan di sini &ah (1) 

ove, (3) padang larnun, 

E s h a ~ a  
1. Deskripsi dan Klasifikasi 

Estuaria addah perkan psisir semi tertutup 
yang mempunyai hubmgan bebas dengan laut 
terbuka d m  menerima masukan air tawar dari 
daratan. Sebagim besar estuaria didominasi oleh 

substrat ber1um.p~ ymg 
dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari 

sun@, teluk d a n m  

1. Estuaia berstra~fjikasi sernpurndny~ atau 

pasmg -surut (Gambar 2). 
2. Estuaria berstratifikasi sebagianlparsial 

utnm &jmpaZ. Pada 
&war dari sung& sehbang 

Peneannpuran air dapat terjadi karena ads~nya 
turbdensi yang berlangsung s e ~ m  berkala oleh 
aksi pasang-suntt ( G a b %  3). 

3. Estuaria 
homogen v 
lokasi-lokasi dimma m s  pasang-surut sangat 

dankuat,sebggaair w 
dm ti& terdagat 

2. Karakteristik Fisik 
Perpaduan antara beberapa sifat fisik 



yang penhg bagi organism e 
mi dan detritus. Suatu 

fiton), sebgga proses 

3. Gmposisi Biota dan Produktkitas N a y a ~  ungsi Ekelogis Estuaria 
Di estuaria terdsypat tiga komponen fauna, yaitu Seeara u m m  estuaria mempunyai perm 

fauna l a w ,  air tawar dm payau. Komponen fauna ekologis penting sebagai bedcut: 
1) Sebagai sumber zat hara clan b 

diangkut lewat sirkulasi pasang-surut (tidal cir- 
30%0) dan culation). 

2) Penyedia habitat bagi sejmlah spesies hewan 
& bawah300Ao. (ikan, udang.. .) yang bergantung pada e s t k a  

sebagai tempat berlindung dm tempat mencari 
makanm Cfeeding grounds). 

antara 5 - 30%0. Spesies-spesies ini tidak diternukm 3) Sebagai tempat untuk bereproduksi danlatau 
tawar. K~mponen tempat tumbuh besar (nursely g r o u d )  temtarna 

bagi sejumlah spesies ikan dan udang. 
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P e q @ e a n  ekosistem ....... (74 - 88) 

5. Pernanfaatan Es tua~a  
\ , Secara u m m  es dimanfaatkm oleh 

b) Sebagai ternpat penangkapan dan budidaya 
v. 

Hutan Mangrove 
1. D e s ~ p s i  dan Zonasi 

Wutan mangrove merupakan komunitas 
vegetasi pantai tropis, yang dido 
spesies pohon bakau yang m m p u  
berkembang pada daerah pasang-sum$ pantai 
klumpw. Komunitas veg& ini mumnyatumbuh 
pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup 
rnendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang 

yang elindung. 
Penyebaran hutan mangrove ditentukan oleh 

satu diantaranya 
tsns kita rnenged 

zonasi hutan mangrove sebagai berikut @e W a a n  
dalam Russell & Uonge, 1 968): 
A. Zona air payau hingga air laut dengan salinitas 

pa& waktu terendam air pasang berkisar antara 
10-  30%0 : 

a Area yang terendarn sekali a m  dua kali sehari 
selarna 20 hari dalam sebulan, h y a  
Rhizophora mucronata yang mas& &pat 
tumbuk 

b. Area yang terendam 10 - 19 kali per bulan, 
ditemukan Avicennia (A. alba, A. marina), 
Sonneratia grzflthii dan dominan Rhizophora 
SP. 

c. Area yang terendam g dari sembilan kali 
setiap bulan, ditemukan Rhizophora sp., 
Bruguiera sp. 

d. Area yang terendam hanya beberapa hari 
dalam setahun, Bruguiera gymnorrhiza 

an, dan Rhizophora apiculata masih 
@at hidup. 

B. Zona air tawar h g g a  air payau, salinitas 
berkisar antara 0 - 10 O/oo 

a. Area yang h a n g  lebih masih dibawh 
pasang surut, asosiasiasi Nypa. 

Hibiscus. 

2. Adaptasi Pohon Marnggove 
mangrove yang 
n mangrove dari ernpat genera 

(Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan 
daya adqtaci yang untuk 

Daya ackptasi ini meliputi . 

dan penyangga. Sistem perakaran cakar a y m  

m b u h  tegak lurus ke pemukaan substrat 
Cabang aka ini disebut pneumatofora d m  
berfungsi untuk mengambil oksigen. Sistem 
perakaran penyangga berbeda dengan sistern 
perakaran cakar ayam, dimana akar-akar 
penyangaturnbuh dari batang pohm menembus 
pemukaan substrat. Pada aka penyangga ini 
ti& ditemukan pnematofom seperti pada akar 

ayam, tapi mernpunyai lobang-lobang kwil 
yang disebut lentisel yang juga b e h g s i  mtuk 
m e l e w a h  udara (rnendapatkan oksigen). 

2. Berdaun tebal dan kuat yang mengmdung 
kelenjar-keIenjar g mtuk dapat menyekresi 

3. Mmpunyai jaringan air untuk 
mengatur keseimbangan g 

3. Fungsi EksEo@s Nutan Mangrove 
Sebagai suatu ekosistem khas pe 

hutan mangrove memila beberapa h g s i  ekologis 
penting : 
(1) Sebagai peredam gelombang dan angin badai, 

pennukaan. 
(2)Sebagai penghasil sejumlh besar detritus, 

temtama yang berasal dari dam dan d a b  
pohon b&au yang rontok. Sebagi delri- 

dimanfaatkan sebagai 

mineral-mined hara yang berperan dalam 
penyuburan perairan. 



&macam bio& 

pantai m q m  lepas pantai. 

4. Pemanfaatara Hutan Mangrove 
Wutm mangrove dimanfmtkan terutama 

sebagaipen*ilkayumtuk 
b h ,  bahanbakuuntukme 
mttrk dibuat pulp. Di s w i n g  itu ekosi~ern man- 
grove 
udang dam. 

Padmg L a m u  
1. D e s ~ p s i  

Larnun (sea grass) menrpakan satu-satunya 
hidup t e n n h  di dalam 

yang luas di dasar laut yang mas& &pat dijangkau 
oleh cahaya matahari yang memadai bagi 

annya. Lamun kidup di perairan yang 
jernih, dengan sirkulasi air yang baik. 

Air yang bersirkulasi diperlukan untuk 
menghantarkm zat-zat hara dan oksigen 

has2 metablisme lmm ke luar 

Hampir semw tipe substrat dapat d i ~ b u h i  
l a m q  mulai dari substrat kr lmpm sampai berbatu. 
N m u n  padang larnun yang luas Iebih sering 
ditemukan di substsat lumpur-b 
antara hutan wara mangrove dan 

Padang lamun 
tinggi prod&ivitas o 
hidup beraneka ragam biota laut, seperti ikan, 
krustasea, moluska, dm cacing. 

2. Fungsi Padang Lamun 
Secara ekologis padang lamun mempmyai 

beberapa fwngsi penting bagi perairan pesisir, yaitu : 
a. Produsen detritus dan zat hara. 

lunak, dengan sistem p e r k a m  yang padat d m  
saling menyilmg. 

c. Sebagai tempat berlindung, mencari makan, 
turnbuh besar, dan memijah bagi beberapajenis 
biota laut, terutama yang melewati masa 
dewasariya di lingkungan hi. 

d. Sebagai eidung pelindung yang melindushd 
penghuni padang l m  darl, sengatan 

3. Fernanfaatan Padang Lamm 
-" Padmg lamun dapat dirnanfasotkan sebagai 

a, Tempt kegatan a i  j& ikan, 
kerang-kerangan dan tiram. 

b. T e q a t  rekreasi atau parii~sata. 
c. Smber pmpuk &jaa 

4 ~erumbu %ring 
1. Struklur dan Tipe Temrnbu Kamng 

halnyadenganhutan ve, t 
karang menapakan suatu ekosistem khas yang 

sisk daerab tropis. Pada 
c h i  en@m-endapan 

sedikit tambahan dari algae berkapur serta 
organisme lain yang menyekresi kalsim karbomt. 

'Karang pembentuk terumbu (karan 

bebehapa septa yang bjm dan berbena dam yang 
tunnbuh k e l w  daxi dasar kordit, d i m m  septa ini 
rnerupakan dasstr penentuan spesies karmg. Tiap 

disebut gastrode~s.  Ddam gastroderrnis terdapat 
turnbuhan renik bersel tunggal yang dinamakan 
zooxantellae yang hidup bersimbiosis dengan polip 
(Gambar 4). Zooxantellae dapat menghasilkan 
bahan organik melalui proses fotosintesis, yang 
kemudian disekresikan sebagian ke am 
sebagai pmgan. 

Secara mum t u karang terdiri atas 

penghalmg berkembmg lebih jauh dari daratan dm 
berada di perairan yang lebih dal 
dengan t e m b u  



Garnbar 4. Anatomi polip karang (Nybakken, 1993) 

2. Faktor-faktor Bembatas Perkembangan 
Terumbu Karaag 

Perkernbangan t e r u b u  dipengaruhi oleh 
beberapa faktor fisik h-gm yang &pat me4adi 
penhatas bagi karang untuk m e m b e n ~  t 
Adapun faktor-faktor fisik lingkungan yang berperan 
dalam perkembangan terumbu adalah sebagai 

berkisar antara 23 - 25"C, dengan suhu 
makshal yang mas& &pat ditolerir berkisar 
antara 36 - 40°C. 

(2) Kedalarnan perairan <50 m, dengm 
keddaman bagi perkeanbangm optha1 pada 
25 m atau kurang. 

(3) Salifitas air yang konstan berkisar antara 30 
- 36%~. 

(4) yang cerah, bergelombang besar dm 
bebas dari sedimen. 

3. Komposisi Biota Terumbu Karanig 
Terumbu karang merupakan habitat bagi 

beragam biota sebagai berikut (Gambar 5): 
1. Beraneka ragam avertebrata (hewan tak bertdang 

belakang): temtama karang batu (stony coral), 
juga berbagai krustasea, siput dan kerang- 

kemgan, e h d e m a b  @ulu babi, anemon la* 
teripang, bintang Iaut dm leli laut). 

2. Beraneka ragam ikan: 50 - 70% ikan kmivora 
stik, 15% ikan herbivora dm sisanya 

omnivom 
3. Reptil : a ular laut dan p e w  Iaut. 
4. Ganggang dan Rwput laut: algae koralin, dgae 

Kjau berkapur dan lamun. 

karang, khusu 

plindu17.g pantai c h i  he 
yang berasal dari laut. 

karang mempwnyd perm 
utama sebagai habitat (tempat tinggal), tetnpat 
mencari makanan (feeding grounds), tempat 
asuhan dan pembesm (nursevy pun&) ,  tempat 

(spa~ninggrounh) bagi berbagai biota 
u karang atau sekimya. 

5. Pernanfaatan Terurnbu Karang 
Temmbu karang dapat dimanfaatkm baik 

secara langsung maupm tidak langsung sebagai 
berikut : 

a. Sebagai tempat penangkapan berbagai jenis 
biota laut konsumsi, dm berbagai jenis ikan 
hias. 

i banman dan pembuatan 
kapw. 



Gambar 5. Beberapa Biota Terumbu Karang yang Khas (Nybakken, 1993) 

HSU- 
PEN PESISIR 

Salah saw tahapan penting yang diperlukan 
dalarn penyusunan rencana pengelolaan ekosistem 
dan surnberdaya pesisir adalah identifrkasi isu-isu 
yang mengemuka dalam berbagai kegiatan 
pembmgunan. Isu-isu utama yang dikem&&an 
disini adalah isu-isu kualitas lingkungan clan 
s d e r d a y a  a l m  pesisir. Isu-isu ini dapat berdiri 

aitan dalam setiap bidang 

Isu-isu kualitas lingkungan dan surnberdaya 
alam pesisir dicirikan oleh adanya perubahan- 
pembahan yang terjadi pa& suatu habitat/kawasan 
atau swberdaya a l m  sebagai damp& berbagai 
kegiatan pembangunan, seperti pencemaran, 
sedhentasi, konversi atau degadasi suberdaya. 

Sedheatasi dan Pencemasan 
Kegiatan pembukaan lahan atas dan pesisir 

angan dan pengembangan 
kota merupakan sumber beban sedimen dan 
pencemaran perairan pesisir dan laut. Adanya 
enebangan hutan d m  penambangan di Daerah 

Sungai @AS) tdah me 
serius di beberapa daerah 
Pembukaan lahan atas sebagai bagian dari kegiatan 
pertmian, telah meningkatkan sampah-smpah 

baik sampah padat maupun cair yang 
pesisir melalui al 

Selain ity samp&-sarnpahpadat a 
dan kota mempakan surnber pencemar perairan 
pesisir yang sulit dikontrol, sebagai akibat 
perkembangan gemaman  yang pesat. Sumber 
pencemaran utarna lainnya berasal dari kegiatan 
pertambangan, misalnya pertambangan emas. 

bangan emas rakyat yang me 

an pencemaran air raksa melalui 
air pada saat pencuciadpengikatan ama lga .  
Pencemaran air raksa melalui air sangat berbahaya, 
karena Ibb& air raksa yang terbawa melalui 

sisir sangat potensla 
logm berat meldi  ran^ 

oleh pemsahaan swasta, bususnya p e r u s a m  
skipun jenis bahan pencemmya 
angan emas yang dilakukm oleh 

pemsahaan swasta besar ti$& menggunakan air 
raksa untuk mengikat emas, tapi menggunakan 
sianida. Limbah dari basil tambang tersebut, berupa 

mmgmdung sianida 
um, nikel dan kkom. 

Limbah ini dibumg dalm jumlah besar, sehingga 
sangat potensial mm~emari 
bahan sianida yang terkenal sebagai racun yang 
sangat berbahaya. 



Pengelolaan ekosistem ....... (74 - 88) 

Degradasi GaAs Pantai Kentsakan juga dapat diakibatkan oleh p e r i l h  
Erosi pantai mempakan sdah satu masalah vvisatawan, mi 

serius degradasi garis panhi wilayah pesisir. Selain oleh penyelam y 
proses-proses a le ,  seperti angin, an dan oleh penyelam yang rnernbw ikan Selhi tuhbah 
gelomban& aktivitas yang dibuang tuis ahu 1 
penting erosi patrtai. akti.vitas di h a t a n  ikut 

Kebanykan erosi panhi &bat aktivi-tas 
manusia adalah pemb&aan hutan pesisir untuk 

pemukiman, dan pernbangunan Degradasi, dan Konversi Mutian Mangrove 
, sehgga  sangat menwan@ h g s i  

perlindungm terhadap pantai. Di smping itu 

bangunan, telah memberikan kontrib 
terhadap erosi pantai, karena berhangnya atau degradasi hutan mangrove sebag ai akibat 
hilangnya perlindmgan p m a i  dari hantman pembukaan laharm atart konversi hutan meaja& 

an, industpi, dm 

Degradasi Temmbu Karang Selain konversi, degradasi hutm mangrove 
juga te qadi sebagai &bat pem 
intensif untuk arang, bahan ko 

pesisir baku kertas serta pemdaatan 
disebabkan oleh berbagai aktivitas rnanusia, 
diantaranya pemanfaatan sebagai surnber pangan Keanekaragaman N a y a ~  

Pada saat ini ancaman terhadap 
), dan kemekaraganaan hayati di p 

obyek wisata (keindahan dan keanekaragarnm antara lain berasal dari pemban 
hay@. (hotel, restoran, d m  lain-lain) & pinggir p m ~ ,  dan 

terumbu karang akibat jugareklamasi pantai. Kegiatanreklamasi pantai 
a sebagai surnber pangan maupm sebagaiirnana te jadi di beberapa kawasan pesisir, 

ar dikarenakan oleh diperkirakan dapat merubah struktur 
tablet potas dan sianida. komnitas biota laut b&an dapat men 

Kenyatm ini dapat dijumpai di banyak lokasi keanekaragman hayati p 
arang-karang yang m a k  Dalm skala yang 1 il, pembangunan 
berbentuk eekungan. hotel-hotel atau restoran-restoran di ping@  pan^ 

Isu lain teqadinya degradasi te 
adalah sebagai akibat kegiatan p 
penggalian karang untuk kepentingm konstruksi laut. K a n a  itu sehmsnya pernbangunm hotel- 
jalan atau bangunan. Selain itu, degradasi u hotel yang saat ini berada di pinggir pantai tidak 
karang akibat eksploitasi intensif ikan-i s diperbolehkan, terlebih apabila daerah tersebut 
berdampak pada sern menurunnya temasuk dsalamhrasmpenyanggaatau semp 
kemekaragmm ikan punahnya jenis pantai. 
ikan tertenh. Hal hi, tentu saja akan berakibat pada 
kualitas estetika te u karang sebagai obyek PRINSPP PENGELOL 
vvisata selam. TIEWDU 

Degradasi terumbu karang aki bat Pengeharn Pengelolaan Sektorall dam 
pemanfaatannya sebagai obyek wisata terlihat dari Pengelolaan Terpadu 
kemsakan-kemakan fisik karang yang disebabkm Pengelolam wilayah pesisir secara sektoral 
oleh pernbuangan jangkar kapallperahu yang pada dasarnya berkaitan hanya dengan satu jenis 
membawa wisatawan ke lokasi te bu karang. sutmberdaya atau ekssistem untuk memenuhi tujuan 
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tertentu (sektord), seperti ge&mm, parivvisata, 
d ~ ,  dan 

sebaginya. D d m  pengelolm seeara sektoral, 

mempakan sdah s 
sektoral, h m  se 
p~v\iisata apabila pe 
lhbah  hdustri tidak 
benar. 

sive assessment), merencanakan tujuan dan 
sasaran, kemudan merencanakm serta mengelola 
segenap kegiatan pem a p a  mencapai 
pernbmgunan yang optimal d m  berkelanjutan. 
Perenemaan dan pengelolaan tersebut dilakukan 
secara kontinyu dan dinamis dengan 
m angkm asp& sosial-ekononnsi-budaya 
dm aspkasi masyarakat pengguna .cTailayah pesisk 
(stakeholders) serta konflik kepentingan dan 
pemanfaatan yang m m m  a&. 

Keterpaduan dalam pereneanaan dan 
pengelolam wilayah l ~ s i s k  ini meneakup 4 (emipat) 
aspek, yaitu: (I) keterpaduan wilayah/ekologis; (2) 
keterpaduan sektor; (3) keterpaduan disiplin ilmu; 
dm (4) keterpaduan stakeholder. 

a. Keterpaduan WilrayamkaloBs 
seeam spasid han ekologis wilayah pesisir 

mediki  keterkaitan mtara lahan atas (daram) dan 
lautan. Haf. h i  disebabkan karena wilayah pesisir 

pengelolm kawasan pesisir tidak terlepas dari 

minyak lepas pantai danperhubungm la& 

Penanggulangm 
oleh lhbah hdustri, 
serta sedirnentasi tidak dapat dil 
kawasan pesisir saja, 
dari sumber dampaknya. Olefi karena itu, 
pengelolaan di Glayah ini h a s  
dengan .cTailay& &tan dan laut serta 
Sungai (DAS) menjadi satu kesatuan dan 
keterpadw pewlolaan. Pengelolm yang baik 
di wilayah pesisir akan hmew dalm sekejap jika 
tidakdiimban@dengan 
pula. Keterkzu'tan ant 

b. Keterlpaduan Sektor 
Sebagai konsekuensi dari besar dan 

darn di kawasan pesisir 

pembangunan yang bergerak dalam pemanfaam 
surnberdaya pesisk. Mbatnya, sering Mi terjadi 
turngang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir 
antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar 
pengelolam surnberdaya dam di kawasan pesisir 
dapat dilakukan seeara optimal dan 
berkesinambungan, maka dalam perencanam 
pengelolaan harus mengintegrasikan semua 

sektoral. Kegiatan suatu sektor 
menngaanggu, a p d e  sampai me 

kegiatan sektor lain. Keterpadum sektoral ini 
melipu~ keterpaduan seeam horisontal (antar sektor) 

e, Keterpaduan Disiplin Plmu 
Wlayah pesisir meIlliW sifat dan 

yang unik dm spesifik, baik sifat dan 
ekosistem pesisir maupun sifat dm karakteristik 

Mnusus pula seperti hidro-oseanografi, dinamika 
a. Selain itu, kebutuhan 

sangatpenting. Secara 
u r n ,  keterpaduan disiplin h u  clalam pengelolaan 
ekosistem dan s 
ekologi, oseaplografi, k 
dan sosiologi. 



d. Keterlpaduarm Sakeholder 
Segenap keterpaduan di atas, akm berhmil 

ditempkm apabila dimjang oleh keterpaduan dari mentrdsi menekuni suatu 

Seem ekologis maupm e k o n o ~ s ,  
pembangunm d m  pengelola smberdaya alam pemanfaatan tunggd (single us 

sisir mtara lain terM dari 

sumMaya dam. di kawasan pesisir. Pengrusunan mengkonversi harnpir sepanjang kawsan pesisir 
perenemaan pengelolaan terpadu h m s  marnpu tennasuk mangrove (sebagai kawasan lindung) 
mengakomodir segenap kepentingan pelaku menjadi tambak udang; sehingga, pada saat akhir 

pesisir. Oleh karena itu, pere terjadi peledakan wabab 
embangunan harus meng 

pendekatan d m  arah? y&tu p e w a t a n  '%top down" ini. Kemudian, pada tahun 1 988 ketika Jepang 
dm pendekatan "bottom up". 

Pen~nghlva Pendekatan Terpadu dalam berkabmg, tidak makan rrdang), mengak-;batkm 
Pengelolaan Pesisir Pe harga u h g  seem drastis dari rata-rata 

Keunikan vvilayah pesisir serta berag a Rp. 14.000,- per kg menjadi Rp 7.000,- per kg, 
surnberhya yang ada, meng@syara&an pentinpya a banyak petani tambak yang merugi dm 
pengelola vvilayah tersebut s eem terpadu, dan 
bukan seeara sektoral. Hal ini dapat dijelaskan Kelima. Kawasan pesisir pada u~l l  

a dasan sebagai berikut: merupakan surnberdaya rniilik bersama (common 
ecara e m a s ,  terdapat keterkaitan property resources) yang &pat dimanfaa&an oleh 

ekoliogis @ubungm heiormal) baik antar ekosistem semua orang (open access). Padahal setiap 
c%i d d m  kawasm pesisir m a w  antimi kawasan erdaya pesisir biasmya berprinsip 
pesisir dengan l h  atas dan laut lepas. Dengan rn kemtungan Oleh hnanya ,  waj ar 

over-eksploitasi smberdaya dam 
g se r inwi  terjstdi di 

Pembanagunaa Berkelanjutan dalarn 
Pellaanfaatan Stmllaberdaya Pesisir 

Konsep pengelola  wilayah pesisir seeara 
terpadu seperti diuraikan di atas, merupakan salsah 

kawasan pesisir (Gambar 6). satu syarat untuk mencapai pembangunan yang op- 
Kedua. Dalm smtu kawasm psisir, bi timal dan berkelanjut 

&&pat lebih dari dua am sumberdaya dam dan berkelmjutan adalslh 
jasa-jasa Iingkmgan yang dapat dikembangkan keb hidup saat ini tanpa merusak atau 
untuk kepentingm p m b  me uan generasi mend&mg mtuk 

Ketiga. Dalam suatu kawasan pesisir, pada memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987). 
umumnya terdapat lebih dari satu kelompok 
masyarakat (orang) yang memiliki ketrampilanl pada dasarnya me 
keahlian dan preferensi (preference) bekerja yang pernb 

ai petani, nelayan, petani t batas (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem 
hut, pendamping pariwisata, in alamiah serta sumberdaya alam yang ada di 

dan kerajinm rumah tangga, dan sebagainya. dal Ambang batas ini tidaklah bersifatmutlak 



Prosiding Pelatihan wnfuk Pektih, Pengelolean Wilayah Pesisir Terpadu 

Gambar 6. KeteFkaitan Ekalogis dan Dampak Pembangunan Antam Ekosistem Dant dan ~esisir (~imodifikasi 
dari ICMRM, 1995) 

(absolute), melainkan m luwes services) yang disediakan oleh ekosistem alarniah 
vexible) yang bergantung si teknologi adalah berupa suatu lokasi beserta atributnya yang 
dan sosial ekonomi tentang berdaya indah dm menyenangkm yang dapat dijad&an 
a lm,  serta kemarnpum biosfir wtuk menerirna tempat bereheasi serta pemulihan k e h a i m  jiwa. 
darnpak kegatan mmwia. Dengan perkataan lain, Ekosistem, alamiah menyedidan sumberdaya d m  
pembmgurmm berkelmjutm adalah suatu strategi yang dapat dikonsumsi langsmg atau sebagai 
pemanfaatan ekosistem alamiah sedemiki dalarn proses produksi. Sedan* h g s i  
sehingga kapasitas hgsionalnya mtuk me penerrma limbah dari suatu ekosistem adalah 
manfaat bagi kehidupan m a t  manusia t idd rusak. kemampumnya dalam menyerap limbah dari 

konsep pembangunan kegiatanmmusia,hinggamenjadisua~kondisiyang 
empat dirnemi : ( I )  ekologis, 

(2) sosial-ekonomi-budaya, (3) sosial politik, dm Dari keempat fungsi ekosistem alamiah 
(4) dm kelembsbgaan. 

(I) Dimelnsi Ekologis 
Berangkat dari konsep ini, pemanfaatan kemmpuan dua h g s i  te 

sumberdaya wilayah pesisir secara berkelmjutm alarniah tidak dinrsak oleh kegiatan mmwia, maka 
berarti bagaimma mengelola segenap kegiatan fungsinya sebagai pendukung kehidupan dan 

yang terdapat di suah wilayah yang penyedia jasa-jasa kenyarnanan dapat diharapkm 
dengan wilayah pesisir, agar total tetap terpelihsnra. 

dampaknya ti& melebihi kapasitas fungsionalnya m keempat h g s i  ekosistem di atas, 
Setiap ekosistem alamiah, temasuk ekosistem makas logis terdapat tiga persymm yang 
pesisir, memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan dapat menjamin tercapainya pembangunan 
manusia : (1) jasa-jasa pendukung kehidupan, (2) berkelmjutm, yaitu : ( I )  kehamonism spasial, (2) -- 
jasa-jasa kenyamman, (3) penyedia smberdaya kapasitas asimilasi, dan ( 3 )  pemanfaatan r- 

bah. berkelanjutan. Kehamonisan spasial (spatial suit- 
kehidupm (life support ability) mensysnratkan, bahwa dalm suatu vvilayah 

services) mencakup berbagai ha1 yang diperlukm pembmgunan, seperti Pantai Timw Kalimantan, 
bagi eksistensi kehidupan sepertiudaradan Pul tai Utara Jawa Barat, 
air bersih serta ruang ba rahnya segenap hen a d i p e m w a n  sebagai 
kegiatan manusia. Jasa-jasa kenyaxman (amenity zona pemanfaatan, tetapi hams pula dialokasikan 
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untuk zona preservasi dan konservasi. Contoh 
daerah preservasi adalah daerah pemijahm ikan 
(spmning ground) dan jalur ~ j a u   pan^. Ddam 
zona preservasi ini tidak diperkendan adanya 
kegiatan pembangunan, kecuali penelitian. 
Sementara itu, beberapa kegiatan pembangunan, 
seperti parjivvisata darn, pmanfaatan hutan man- 
grove dan perikanan secara berkelanjiutan dapat 
berlangsmg dalm zona konservasi. 

zona preservasi dan konservasi 
dalam suatu dlayah pembangunm sangat penhg 
dalam memelihara berbagai proses penmjang 

erti siklus Edrologi dm unsw hara, 
limbah seeara darni&, dan sumber 

keanehgaman hayati. Bergantung pada kondisi 
luas zona presenrasi dan konservasi yang 

optimal dalam suatu kawasan pembangunan 
sebaiknya antara 30 - 50 O/o dari luas totalnya. 

Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunm 

ditempatkan pada lokasi yang seem biofisk sesuai, 
sehgga membentuk m t u  mosaik yang hamcPnis. 
Ivlisalnya, penewatan kegiatan budidaya tarnbak 
udmg pada lahan pesisir sangat masam, atau 
berdekatan dengan kawasan indwtri bi 
menemui kegagalan. 

Sementara itu, bila kita menganggap wilayah 
pesisir sebagai penyedia surnberdaya dam, maka 
kriteria pemanfaa& untuk smberdaya yang &pat 
pulih (renewable resources) adalah bahwa laju 
ekstraksinya tidak boleh m e l e b ~  kem 
ulltuk m e r n u l ~ a n  diri pada suatu periode tertentu 
(Clark, 1988); sedangkan pemanfaatan 
surnberdaya pesisir yang tak dapat pulih (non-re- 
newable resources) harus dil 
cennat, sehgga efehya ti& 
sekitarnya. 

Ketikahbm dayah  (ekosistem) 
pesisir sebagai ternpat untuk pembuangm limbah, 
maka hams ada jminan bahwa jumlah total dari 
limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas 
asirnilashya (assimilative capacity). Dalam hal ini, 
yang dimaksud dengan kapasitas asimilasi adalah 
kemampuan sesuatu ekosistem pesisir untuk 
menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada 
indikasi terjadinya kemsakm lingkungan dan atau 
kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (Krom, 
1986). 

(2) Dimensi Sosial-Ekonomi-Budaya 

sistem a l m  wilayah pesisir d a l m  menopang 

Kuditas d m  jmP& pemintaan tersebut 
ditentukan oleh jumlah. penduduk d m  stand& 
halitas kehidupannya. Oleh karena itu, selain 

kesenjmgm antara kaya dan m i s b .  
Seeara sosial-ekonorni-btadaya konsep 

pembmgunan berkelmjutan anensyarak bahwa 
manfaat (kemtungan) yang diperoleh dari kegiatsan 

wilayah pesisir r&ya 

dud& sekitar kegi 

menjarnin kelan 
 lay& itu sendiri. Untuk negara berkembang, 
seperti Indonesia, prinsip ini sangat mendasar, 

pendangan  pasir pantai dan penangkapm &an 
deng bahan peledak, berakar pada 
kemi pengetahuanyang rendah chi 
para pelakunya. Keberhasilan Pemda Dati I 
Propinsi Bali dalam menanggulangi kasus 
penambangan batu karang, dengan menyediakan 

salah satu eontoh betapa relevannya p d i p  h i  bagi 
kelangsmgm pembmgunm di Indonesia. 

(3) Dimensi Sosial Politik 
Pada murnnya pennasalahan (kerusakan) 

lingkungan be r s i  ebbmalitas. P U Y ~ ~  
menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si 
pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang 
biasanya rnasyarakat miskin dan lemah. Misalnya, 
pendangkalan bendungan dan saluran irigasi serta 
peningkatm fiekuensi dan magnitude banjir suatu 
sungai akibat penebangan hutan yang kurang 
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a setiap warga masyarakat. Di 

De Groot, R.S. 1992. Functions of Nature. Vllolters- 
Noor&oE. Amsterdam. 

IWICM, 1996. Enhancing t ccess of Integrated 
Coastal Management. SI 

Krom, M.D. 1986. An Evaluation of the Concept of 
Assimilative Capacity as Applied to Marine Waters. 
Ambio 15 (4). 

Nair, N.B. & D.M. Thampy. 1980. A Textbook of Marine 
Ecology. The MacMillm Company of India Ltd, New 
Delhi, India. 

Nybakken, J.W. 1993. Marine Biology: AnEcological Ap- 
proach. Third Edition. Harper Collins College Publish- 
ers, New Uork, USA. 

Odm, E.F? 1971. Fmdmentals ofEcology. W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, USA. 

Russell, F.S. & M. Uonge (eds). 1968. Advances in Marine 
Biology, Volme 6. Academic Press, Inc., New York, 
USA. 

WCED, 1987. Our C o m o n  Future. Oxford University 
Press., New Vork. 

White, A.T. 1987. Coral Reefs: Valuable Resources of South- 
east Asia. ICLAM Education Series 1. International 
Center for Living Aquatic Resources Management, 
Manila, Philippines. 



IRD ,m 
Pusat Kajiian Sumberdaya Pesbir dan Lautan 

Fakatiltas Pefikanan dan HEmu E(elautan 
Ilas~tut Pertaniam Bogor 

Seiring dengan meningkatnya perhatian 
masyarakat luas (temasuk politisi) terhadap 
pentingnya peranan pesisir d m  Iautan dalam 

dewasa ini i d a h  
secara ~e$adu 

apa dan bag&mm sebenarnya PWPT tersebut 
mungkin justru b e l u  banyak diphami secara 
m e n a m .  

Pengetolm wlayah Pesisk seeara Terpadu 
enarnya merupakan satu upaya yang 

dengan komunitars, 
i h u  pengetahm dengan mmajernen, d m  antara 
kepentingan sektoral dengan kepentingan 
masyarakat dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan perencanaan terpadu bagi 
perlindungm dan pengetMbangan ekosistem pesisk 
dan sumberdayanya akhir dari PWPT 
addah meningkatkm dup dari komunitas 
mwyarakat ymg menggantungh hidupnya darl 
s~~llberdaya ymg terkandmg & d a y a h  pesisir dan 
pada saat yang bersamaan juga menjaga 
keanekaragaman hayati d m  produktifitas dari 
ekosistem pesisir tersebut. Sehingga untuk 
mencapainya diperlukan suatu perenemaan yang 
komprehensif d m  realistis. Proses perenemaan 
suatu program pengelolaan serta kemudian 
implementasi dari apa yang direneanakan tersebut 
merupakan satu siklus yang berkesinambungan 
(Gsunbar 1 .). 

Proses berkembmgnya satu program dapat 
digsunbarkan sebagai satu 
dengan iden t ih i  dan analisis 
wilayah pesisir tersebut 
Langkah tersebut kemudim 
tujuan dan mernpersiapkan rencana k e b i j h  dan 
progrm-program aksi. Setelah itu lmgkah ketiga 
menitikberatkan pada fomalisasi perencanm 

melalui j alur , peraturan, ke j a s m a  antar 
institusi dan mengalokasikan dana untuk 
pelaksanaannya. Berikutnya adalah tahap 
hplementasi dari perencanm tersebut. A d a p  

rakhir yang sering terlewatkan 

banyak kegiatm d a i  s 
sekuen ymg logis danmernbmtuun~ 
keterkaitan yang rumit dari unsur-msur yang 
terdapat dalm pengelolm ~vilayah pesisir. Ddam 
konteks tersebut "siklus pr 
sebagai peta atau alat 
menelusuri proses yang kompleks, dinamis dan 
bersifat adaptif. Pengdaman clarji bekrapa negara 
maju maupun berkembmg menmjukkan bahwa 
terdapat beberapa hal hams dil 
ymg tepat agar pro 
dapat derngan sukses bergerak terus mnuju tujuan 
jangkapmjmgnya 

Di Endonesia sendiri, walaupun su& cukup 
banyak proyeMprogram yang terkait dengan 
pemasdahm di lingkungan pesisir, tapi hanya 
sebagian kecil saja yang benar-hnar dirmcang 
untuk menjalankm pengelolam secara terpadu. 
Proyek pengelolaan wilayah pesisir di Segara 
Anakan, Cilacap pada tahun 1986-1992 boleh 

secara terpadu. Setelah itu menyusul berbagai 
inisiatif yang dilakukan baik oleh berbagai donor 
wing maupm oleh pemerintah sendiri dan pihak- 

konsep yang dimbil seringkali kurmg sesuai. 
Terkadang diatas kertas pendekatan d m  konsep 
sudah tepat, tetapi pemahsunan pelaksana proyek 
yang ti& sesuai. Sehingga 
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dan Penelltian 

Garnbar 1. Langkah-Langkah dalarn Siklus Kebijakan (GESAMP, 1996) 

Akibat yang berikut adalah tidak tejadinya 
(lesson learned) antar proyek, alih 

kasi dari pe laksand 
ap p y e k  eend 

untuk selalu mengulang '?cembali dari awal" 
pelaksmaan proyek-proyek baru (reinventing the 
whee2). 

s penyusunan program sebe 
pmduan yang cukup baik bagi pe 

proyek untuk rnelangkahkan kakinya dalarn 
medabarkan konsep pengelolaan dayah  pesisir di 

. Hanya sayangnyabanyakhal dalsbm siklus 
tersebut yang sengaja m a q m  tidak disengaja 
ditinggalkan karena dimggap remeh. hggapan 
rerneh ini muncul karena siklus tersebut sangadah 
logis (sangat rnasuk akal) sehingga pelaksana 
cendentng pmya sikap "sudah tahu" dm "bbuan 
masdah". Hal yang terbukti salah pada a. 

Langkah pertarna 
Pada lmgkah awal i 

isu, setiap pelaksana me 
merupakan tahap dimana programlproyek 

yang perlu dilakukm, seperti (1) mengidentifikasi 

stakeholder u m a  dan kepentingan serta minatnya; 
(2) mengkaji p h i p  dan isu hgkungan, isu-isu sosiai 
d m  kelernbagaan serta implikasinya; dm (3) 
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang 
menghubungkan antara kegiatan manusia, proses 
alamiah dan kemunduran kualitas kondisi 
s m k r h y a  pesisk. S e k g  terjadi langkah 
ini dimgap selesaji seklah ketigaM 
dapat terdokmen-ikm. Disinilah sebenarnya 

ehasnya  hanya dapat 
dianggap selesai bila telah seeara jelas menyusun 
rekomendasi m e n g e ~  isu-isu penting mana yang 
&prioritaskan mtuk terlebih dahulu dalm 
jangka waktu pelaks yek nantinya secara 
realistis. Pernasalaharm di wilayah pesisir selalu 
kompleks selhingga tjidak realistis apabila satu (dan 

Lmgkah pertma ini biasanya memakan waktu 6 
bulan smpai 1,5 tahun. 

Langkah kedua 
Di langkah kedua, yakni persiapan dan 

perencanaan, memerlukan proses konsultasi yang 
lebih intensif dm proses perencanaan yang lebih 



mendalarn terhadap berbagai macam &ematif 
tindakan yang &rekomendasikan olieh langkzah 

&cap$ dan d i p d a n k a n ,  cara-cara b a g d a n a  

Xdak dapat & p m ~  bahwalangkah kedua 
mervpakan langkah yang paling kornpleks dan 
berlangsung sel 

dapat didokasikan u11tu.k menpsun dokumen 
peragelolaan, bukan pelaksan 

Terkadang pelaksana, baik LSM maupun 

benar-benar merealisasikmya karena "proyek" 
sudah selesai. Oleh sebab itu pendebtan yang pal- 
ing baik addah dengan menyusm dan rnencoba 
berbagai strategi serta tujuan untuk melakukan 
pernilahan terhadap berbagai pilihan yang ada. 
Dalam proses perencanam ini temasuk juga 
pelaksanaan pengelolaan skala k e d  (demolpilot) 
u n ~  menpji fisibilitas dari rencana yang disusun 
untuk lingkup &dayah yang lebih luas. 

dalmlmgkahkeduainiadalah 

nelitian ilrniah te 

e Mendokumentasikan kondisi awal (baseline) 
vvilayah pesisir yang akan dkelola. " 

e Menyusm reneana pen 
kerja kelembagaan yang 

b 

ersiapkan sumberdaya manusia dan 
kapasitas kejembagaan dalam pelaksanaan 

kecil Opilotldemo) 
91 

e Melaksanakan program pendidikan dan 
payadarm bagi masy (mum) &stake- , 
holdel: J 

bersifat "fatal". Artinya sebagian besar proyek 
pengelolaan +layah pesisir di Indonesia bang 
junrlahnya juga tidak bay&) tidak pernalf bisa 
bemjak ke langkah be&bya 

Langkah Ketiiga 
Apabila proyek "seli~~nat~' dan dapat Manjut 

ke tahap be~kutnya rnaka adopsi secara fornal 
m e y a k a n  pengakuan terhadap rencana yang 
disusun, oleh pengambil keputusan dan kebijakm 
di tin&t tinggi, seperti m t e r i ,  gubemm ataupun 
presiden. S e r i n w  uan 

dalm m a t  keputusan mapm 
peraturan penrndangan lainnya. Adopsi dalarn 
konteks ini meliputi persetujum pendanaan dan 

sian sumberdaya manusia untuk 
Gap langkah yang &enc 

Tentunya sebelurn sanzpai kesana dokwen 
yang disusun pada langkah kedua akan diteliti dan 
mendapat banyak pertanya-pertanyaan, b&an 
seringkali meIllbub&an revisi sebelurn dapat 
disebjui. Sebagai konsekuensinya, dokunclen 

@at mengalami perub 

menjadi aspek politis, yang me 
p~oritas dari kdangan 

proyek tersebut. Dalarn proses ini &an muneul 
berbagai argurnentasi yang sebelumnya tidak 
terpikirkm atau tidak dianggap penting (satu 
kesalahan lagi !) oleh sun d o h e n .  Bahkan 
bila pada disetujui tidak berarti 
selalu selalu otomatis diikuti oleh perseajuan 
pengalokasi dana untuk melaksanakannya. 

setujuan terhadap isi dokmen 
oleh persetujuan pengalobi d m  

untuk melaksanakannya. Memang langkah ketiga 
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ini menrpakm satu tahap b m a  terdapat proses 
&war rnenawa dan pernkfian akomodasi dim- 
k b @  p U  yang terkait ekonods 

pelaksmm proyek i 

tantangan yang bahkan dapat lebih berat 
&bandin& dengan langkah-langkah sebel 

sang&* 
(1 98 I), men@de 6 (  

prakondisi utarna agar lanw ini dapat beddm 
dengarr baik, yaitu: (a) tujuan d m  kebgakan yang 
jelas d m  konsisten; (b) cukup baihya ilrnu 
pengetahusan yang menmjang kebijakan yang 
diambil; (e) kewemgm dm otofitas yang cukup; 

organismi pelaksanm yang bdc; (e) 
komitmen darji 

tujuan dan 
agenda p l i a  

Langbh Keempat 
Pada tahap rencma pengelolam menjadi 

operasional d m  titik berat proses beralih pada 
pengenalm bentuk-bentuk baru dari pemanfaatan 
dm pengembangan surnb 
&tusionalyang baganti, pel 

asi kontrol serta peraturan ymg b m .  
aan yang berhasil sangat tergmtung pada 

kemampuan pelaksman proyeWprogram untuk 
menghadapi berbagai tanmg a 
ti& terpikirkan dan &pat meng e 
daIm inti program yang sedang begalan. M f i t a s  

hukun, perencanam dan penelitian terhadap 
a h y w  baauhbul. 

emasuk da lm:  (I)  p 
koordinasi antar lembaga d m  prosedur-prosedw 
resolusi konflik; (2) pelaksmam peraturan- 
peraturm dan prosedur-prosedw pengambilan 
keputusm; (3) penguatm kapasitas pengelolam 

membangkitkm, mendorong atau meningkatkan 
partisipasi kelompok stakeholder utama; (6) 
menjaga agar prioritas program tersebut tetap 
berada dafm agenda publik; (7) memzitau kinerja 

Ltfngkah K e h a  
Pada asp ini sehmsnya dapat diperoleh 

suatu pembelgaran dan pengalaman yang sangat 
bermanfaat (lesson learned). Nmm lmgk& ini 
sehg  disepelekan ataupundi 
proyek-pmyek pengelolaan vvilagrah psisin: Nmm 

secara benar. Tindakan u t m a  

evaluasi itu sencki. Seem umum langkah evalwi 
hams dapat men. awab du 
yaitu: (I) apa yang telah 
program yseng dilaksanakan terdahulu dan 

ngalaman tersebut dapat 
enyhlsman desah d m  f o b s  dari 

program generasi berikutnya; (2) apsekah ada 
pemb&an yang t e d d  pada isu-isu dm lingkungm 
hidup semenj Aprogrm tersebut dijdankm. 

Seringkali pmk-proyek dilaksm&m tanpa 
aengkapi oleh perangkat evaluasi ataupm pandm 

sejak awd. Akibabya apabila 
evaluasi, maka itu hanya 

"memotret" kejadian yang sudah bedalu, tidak bisa 
untuk 

Evduasi d i d e f i s h  sebagai kegatan dalm 
mgkatan proses pengeloh ymg dil secara 

program dm kecenderungm yang terjadi pada selektif mtuk membedkan infomasi kepada para 
an sosial; (8) mengadaptasikan program pengelola mengenai berbagai isu penting sebelum. 

terhadap pengalman yang mereka miliki; serta merekamengmbil -kep ~ a n g  dapat 
terhadap perubahan kondisi lingkungan, p l i& dan berdampak besar. Tergantung pada lingkup dari 
kondisi sosial. 

Pada umumnya pelaksmaan p 
vvilayah pesisir merupakm suatrr hal kegatan proyek tertentrr ataupun pada kegiatan pm- 
daftar dari pernasalaha yang mungkin timbul gram yang lebih luas (Owen, Z 993; Olsen, et a/, 
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1998; Kay and Alder, 1999). Pada h&at  proyek, berbagai kegiatm yang menyebabkan degradasi 
kegiatm evaluasi dapat meIllberikm infomasi lingkungm pesisir di d ~ a  ini. A1 
terhadap j d m y a  proyek tersebut. Berdasarkan bahura di berbag& negm berkembmg, terutama di 
infomasi tersebut maka manajer akan dapat daerahtropis 
mene b a b a g i ~ e  maqm aksi yang day&pesi 
diperlukan agar proyek tersebut dapat lebih pilot / pere ersebar dari Sabmg 

pada proyek ataupm analisis terhadap pe 
tiap proyek serta d m p h y a  d a l m  pelaksanaan 
sangat jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah 

angat sedikit j d a h  proyek perencanaan 
ayah pesisir di negara-negara 

ang, termask dm temtama di Indonesia, 
emudian berhasil dilaksanakan 

petunjuk sebelum melangkah lebih lanjut. implementasinyasetelahproyeknya Lebih 
tersebutaaah: (a)apayang sedikit lagi metodologi evaluasi yang 

a dilaksanakannya evaluasi didohentasikan dan disebarlwkm. Kdaupun 
dievalwi ada asi tersebut tidak 

bagaimma?; (c) aspek apa dari proyek/progrm 
tersebut yang akan dievalmsi; (d) bagaimma stkhirnya. Oleh karena itu, tanpa admya kermgka 
perkiraan ketepatm waktu pelaksanaan evaluasi kerja evaluasi yang 

yek/program secara dm para p e n g p a  
evaluasi bagifimana terhadap pelaksm 

yang akan dipergunakm dan apa metodologi denganpengelol 
pengumpdan d m  analisis data dm infomasi ymg &pat dil 
sesuai dengan pendekatan tersebut? 

SeImjubya Owens (1 993) me@ 
pelalksmaan evaluasi menja& 5 (lima) jenis, yaitu: n global maupun regional 
(1) evaluasi h p &  (2) evaluasi dalmpengeblaan m e w  a program pengelolaan  laya ah 
program, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi desain, pesisir menjadi "dewasa" setelah rnenyelesaikm 
(5) evaluasi untuk pengemb dapat lain seem be beberapa "siklus". Satu siklus 
mengenai jeds evduasi h i  dik oleh Olsen, dapat m waktu 8 - 15 tahun dan dapat 
Lovvry d m  Tobey (1998). Mereka menyatakan dimggap sebagai satu generasi dari program 
bahwa evaluasi terhadap proyek ataupun kegkitan- pengelolaan. SMus awal biasanya dimdai dengan 
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dapat me@av\labbebeqaisuymg sangat mendesakuntuk 
dikategorikan dalam tiga jenis utma, yaitu; (1) segera diatasi d a l m  lingkup geogrdi terbatas. 
Evafuasi Kinerja (Performance Evaluation), (2) Setelab melalui "'belajar dari pengalaman99 barulah 
Evaluasi Hasil (Outcome EvaEuation), (3) Evaluasi kita menmba rnenj awab isu-isu yang lebih 
Kapasitas Pengelolam (Management Capacity lingkup wilayah yang lebih luas. 
Assessment). Dalm mempelaj ari pengalman pelaksmam 

Mengapa kita mernerlukan cara untuk dapat pengeIolaanpesisir, yang penting wtuk dipe 
melakkan evaluasi secara sistematis terhadap adalah lam yang diperlukm unhrk 
pelaksanaan "Pengelolam Wilayah Pesisir (proyekl meneapai ari program tersebut, yaitu; 
program)"?. Alasan utama mengapa kita ( I )  kualitas hidup komunitas pesisir yang 

kat evaluasi yang sistematis berkelanjutm dan (2) kualitas lingkmgan hidup 
proyek pengelolaan pesisir yang dayah  pesisir yang 1eskt-i. Umt-wtan untuk dapat 

sukses sangatlah kecil dibandingkan dengan mencapai tujuan tersebut dapat digambarkan 



sebagai pencapaim Wjum mtara pada generasi 

Oleh karena itu mtuk dapat seldu 
merah dari, saw siklusl 
be&bya ataupm me setiap l a n M  dalm 

diperlukan metoda eduasi yang 
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I SETIAWATI 
usat PeneK~an, Pelaaan 

dan Promosi Ekowkata Indonwia 

Wisata bahhari adalah jenis wbata mhat klinusus yang 
menmiw akgvitas yang berkaitan dengan kelautan, baik 
di atas permlaban laut (ana~ne) arraaapun keeatan yang 
dillahha & bmah pernubarm laut ( s ~ b  ma&me) 

di Lokasi atau daerah tujuan wisata tersebut (special 
interest tourism, 1 992). 

Banyak kalmgan lain menempatkan misata 
b&ari sebagai bagian dari wisata lingkungm 
(ecotourism). Menurut Bapak Sarwono 
Kuswaatmadja, ketika masih menjadi Menteri 
Negara Lingkungan Widup, termasuk yang 
berpendapat demikian. Bahkan beliau 
berkeyakinan, bahwa sebagai bagian dari 

pemerintah Indonesia, seharusnya 
perkembmgamya cukup pesat. Pada ke 
sekitar 70% atau 5.8 juta km peiae 
wilayah Indonesia yang merupakan lautan, 
potensinya belm , baik 
un& pengernbangm pariwisata bahari mau pun 
untukpengernbangm 1 

Msata bahari seperti tyisata-wisata lainnya 
sangat bergantung terhadap wisatawamya (tourist), 
trmsportasinya (transportations), daya tarik yang 

didominmi oleh kelautan (attractions), fasilitas 
pelayanan (servicesfacilifies) serta infomasi d m  
promosi (infor~natiom andpromotion). 

Daya tarik itu m 
dikemas atau diar 

g m e n a d .  Selain ity adal istiadat 
masyarakat pesisir juga dapat 

agian dari obyek dan daya tarik wisata 
bahari. Spektrum industri wisata bahari 
sesungguhnya sangat luas dan bisnis yang 
ditawarkannya sangat beragm. Mulai dari jasa 

, kapal pesiar, pengelola pulau 
taman laut, hotel d m  restorm 

terapung, rekremi pank  sampd dengan pemandu 
misata dam. 

Didalarn pengelolaan suatu kegiatan wisata 
i, bukan hanya dari segi kumtitas, dari segi 

pun Indonesia mas& sangat j auh darI yang 
diharapkan. Surnber daya manusia yang rnasih 

im juga menjadi kendala bagi pengembangan 
w~sata bahari. Oleh karena itu perlu adanya 
peningkatan baik dalm hal kepeddian, keterlibatan 

mampuan dalam 
potemi-potensi wis 

pendidkan dan p e l a t k .  

POTENSI VVliSATA B 

dantempal.pembuangmhW 



Pengembangan ekowjsata .......($ 5 - 99) 

s&, Indonesiamemp 
dengan j d a h  pdau yang 

pulau dan merniliki. garis 
lebh 80.000 km dapat 

memiliki ptensi mtuk pengembangan p~vvi.sata 

mg, ekosistem hutan 

keanehagman hayatinya, dismphg men ail^ 
fungi ekologis sebagai penyedianu~ 

pelindung fisik , temp&pedj 
bemaln dan asthan bagi berbagai bi 

g menmillran krbag& pro 
katang, udang kaang, alga, tedpang dan kerang 

19911, dengan l w  total 
50.000 knn2 (Moosa et al, 1996 dalam Dahuri et 
a1,1996) 

Potensi wisata bahari terutma ditunjukkan 
dengan bmyaknya Iokasi wisata selam, snorkling, 
dan selancar. Diterbitkmya buku pandm untuk 
olah raga selanm dan menyelam di Indonesia oleh 
Periplus, menmjukkm 
eemasuk ombak serta 
sia sudah d iked  dmia. 

Di Indonesia, ekosistem mangrove mefiliki 
tinggididunia 

Tercatat 89 jenis; 35 jenis b e q a  pohon, dan 
selebhya berupa terna (5 jenis), perdu (9 jenis), 
liana (9 jenis), epifit (29 jenis) dan parasit (2 jenis) 
(Nontji, 1987). Potensi ini dapat dikembangkan 
secara optimal melalui perenernaan dan 
pengembangan terpadu mtuk menjadi kawasan 
ekovvisata s e m i  di Australia. 

Wdaupun perkembangan wisata bahari di In- 
donesia relatifmasih mu& bila dibmdingkan dengan 

erti Arnerika, Austrdisl, Karibia 
Indonesia m potemi obyek 

wisata bahari yang paling beragam. 

ISU-ISU POKOK D A L M  
PENGEMBANGAN WSATA B 
Pelesta~an 

t emtma jika melihat adanya kawasan yang 
bevotemi mtuk aembmgkan sebagai daerah 

Indonesia saat ini 

rehabilitasi ini mernb 
Hutan bakau pun dipastikm m e n g a l d  

daxi 4,25 juta h e k  
serius. Beberapa c h i  

dengan hapga tinggi. Semua mengacu kepada 
kegatan e k o n o ~ .  

Ke~trolan - 

Pengernbangan k pun prlu mendapat 
perhatian yang htensif, karena vJisata bahari @at 
menyangkut berbagai pihak yang berkepenthgan. 
Kemitrm yang perlu ditingkatkm diantarmya 
adaIah antara peme~ntah, pakar dari per 
tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya 
masyarakat, plihak industri pariwisata dan 
masyarakat setempat. 

Data-data yang dimiliki oleh lembaga- 
lembagapeneEtian, p e m e r i n ~  nasiod maupun re- 
gional serta data lapangan dari masyarakat hams 
dapat sding diintegrasikan menjadi data awal yang 
kongknt. Infomasi dari data tersebut dapat menjadi 
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infomasi awal bagi pengembangan kawasan 

maka gihak industri p ~ ~ s a t a  
M a s  dapat dipastikan bahura prosesnya &pat 
dilmjutkan dengan penyusunm perenemaan 
pengembangan terpadu yang m e l i b a h  semua 
stakeholders. Hasil irnya dapat berupa 

k 

Kebijakan 

dan kelembagm. Daarapkan 

Kelautan d m  Perikanan yang baru serta adanya 
kerja sarna yang baik dengan Kantor Menteri 
Negara P~vvlisata dan Kesenian serta Departemen 
Mehutanan dan Perkebunan akan dapat 

dengan efektifdan efisien 
Hal diatas termasuk mengenai penegakan 

Kesditan Indonesia adalah luas lautnya 
dibandingkan dengm penegak 
peran&at penegak 
beddm dengan baik di lapmgan, m&a akan susah 

menmbarneng daya darn yang 
terdapat di lautan Indonesia. 

Konsep pengembangan 
Sebaiknya, perkembangan wisata bahari 

menerapkan konsep ekovvisab. Hal hi &sebabh 
karena e k o ~ s a t a  dapat dikatakan b&an hanya 
sebagai dab satu corak kegiatan pari~v'4sah fiusus, 
melainkan suatu konsep pariwisata yang 
rnen lingkungan dan mengiku~ 
kaidah-kaidah keseirnbmgan dan keleMm. Oleh 
karena itu pengembangan ekowisata hams dapat 
meningkatkan kualitas hubmgan antar manusia, 

itas hidup masvarakat setempat 
lingkungan. 

Mimat tersebut diatas dihasilkan oleh F 
Konsolidasi Pengembangan Ekowisata Indonesia, 
yang dibentuk oleh Direbrat Jenderal Pariwisata 
pada tahun 1999. Hasil kesepakatan forum 
menghasilkm definisi ekowisata sebagai berikut. 

Secara konseptual ekowisata dapat 
didefinisikan sebagai smtu ksnsep pengembangan 

pa r i~sa t a  berkelanjutan ymg bertujuan mtuk 
upaya-upaya pelestarim lhgkungan 

( a lm  dan budaya) dan me~ngkatkan partisipasi 
dalam pengelolaan, 

mdasat ekonomi kepada 
setempat. 

Sementara &hjau dari segi pengelol 
ekowisata dapat didefinisikan sebagai 

kegatan vviwtayang bertan 
-tempat aid d m  atau d 

daerah yang dibuat berdasarkan kaidah dam dan 
secara ekonorni berkel&jum yang m 
upaya-upaya pelestarian lingkmgan (dam dan 
budaya) dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat. 

Pemilihan Ekowisata sebagai konsep 
pngembangan dari vvisata bahari & dasarkm pada 
beberapa unsw u-a, yaitu : 

I. Ekowisata sangat berganhng pada 
kuaEtas sumber daya alam, geninggalan 
sejaralh dan bud;aya 

hayati m a p  
daya tarik utarna b pasar ekowisata, 
sehingga kualitas, keberlanjutan dan pelestarian 
smber daya dm, p e ~ g d a n  sejarah dm budaya 
menjadi sangat penting untuk ekowisata. 
Pengembangan Ekowisata juga memberikan 
peluang yang smgat besar, untuk mempromosh 

aian keanekaragman hayati Indonesia di 
in&masiod, mional, regional mupun lokal. 

2. Pellibatan Masyarakat 
Pada dasmya pengetahm tentang darn clan 

budaya serta dayatarikvvisata, oleh 
masyarakat setempat. Oleh karena itu pelibatan 
masyarakat menjadi muflak, mulai dari tingkat 
perenGmm hingga pada tingkat pengelolm. 

3. Ekowisata meningkatkan kesadaran dan 
apresiasi terbadap alam, arilai-lailai 
geninggalan sejarah dan budrtya 

Ekovvisata memberikan nilai m b a h  kepada 
setempat dalam bentuk 
an. Nilai tambah ini 

perilaku dari pngunjjwng, 
masyarakat clan pengembang pariwisata agar sadar 
dm lebih menghargai dam, nilai-nilai peninggdan 
sejarah dan budaya. 



hternasional dan nasional 

i o d  dannasional. 

mdomng  orang mtuk 

dam, d l a i - ~ l i  pe&ggdm sejarh dm 
budaya setempat. 

5. Ekowkata sebagai sarana mewujndkan 
ekanomi berkelanjutan 

Ekowisata memberikan peluang untuk 
mendapatkm kemtungan bagi penyelenggma, 
pemehtah d m  masyarakat setempat, melalui 
kegatan-kegiatapl yang non-ekstraktif d m  non- 
kommtif. sehingga m e h g k a b  perekonomian 
daerslh setempat. Penyelenggaraan yang 
memeperhatikan kaidah-kaidah ekowisata, 
mewj e k o n o ~  berkelan,jutan. 

Jenis-jenis vvisata bahari 
- " D i a  wtiities" 
- '"norfig xtiities" 
- ""Sa canoeing / sea k a y h g "  

- "cfise" 
- '"~oeom glass boahg" 
- ''Ya~hting" 

Kendala yang dihadapi dari pengernbangan 
jeAs-jenis wisata di atasadalah failitas 
pepalaw yang hargmya mabal, serta diperl 
sumber daya manusia ymg memiliki 
tinggi. Oleh sebab itu investasi yang besar sangat 
diperlukm jika ingin memlai usaha pariwisata 

ini banyak dimbil oleh 
asing. Merekaungguldalam 

hal : (I)  pasar, (2) data lokasi, (3) keterarnpilan 
personil, (4) teknologi, serta (5) modal. 

STRAmGI PENGENIBANGAN 
Untuk mengembmgkm wisata bahari, perh 

melibatkm semu pihak yang terkait. Mulai dari! 

dalmhal~adalah 

sudah siap, industri akan men 
k s a h w a y a  PoEa pengembangan yang sinergis 
pun terbentuk. 

Bila kegiatan ini sudah menjadi konsensus 
bersama dari suatu kawasan (misalnya kawaasan 
Pengembangan Terpadu Kepulauan Togean- 
Sulawesi Tengah), maka masalah perencmm, 

kabupaten sampali kegada tingkat propinsi. Proses 
pengmbilm keputusan pengembangan suatu 

sata bahari menjadi 
lebih demokrasi, transparan dan melibatkan 
berbagai pihak. 

Hat ini juga berlaku bagi masdah mengenai 
ring dan evaluasi dari pengernbangan urisata 
. Damp& dari pengembangan pasti ada, baik 

dmpak positif maupun darnpak negatif terhadap 
sosial, budaya dan ekonomi. Tetapi yang 

program ini kita dapat me 



neegyang ~ d .  ibjika dari 
progrm id adal& peningkatan kesadaran &an 
pen~ngnya pelestarim serta adanya peningkatan 
ekonod bagi masyarakat setempat, ha1 hi sudah 
nmenunjukkan adanya perkembangan yang 
rnenjanjiikan 

Indonesia yang dapat 

Pengernbangm Wis 

efefif dan efisien, yang tentunya 
semua, para pemegang kepentingan dalm bidang 
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PERANM PERGBJRUm TINGGlE DAN LE GA SwmA'klA. 

T 
Manager, Ccllpaew and P m e r  Developmeni 
The Nat~re  C ~ ~ s e r v a n q  - Izdonesh Program 

Peran yang imgin dam boleh dilakukan belum tenh sarna 
dengan peran yang dapat dilakulkan 

BENG 
D i s h i  hi temtanna di pada b 

tentang perm potensial yang dapat dil&&an 
tinggi d m  LSM d a l m  kaitan ICM. 
omatif yang diharapkan dari ICM 

oleh kapasim mashg-maskg iernbaga. 
Dishsi ini tidak menyodorkan semacm daftar 

gka mtuk menilai 
hggi dan LSM @at 

memberi surnbangs& terksm pada IGM. 

GSI ICM (Cicin-Sain and Knecht 1998) 
ing : ternask kajim atas lingkungan 

dan pemanfaatannya; zonasi pemanfaatan, 
proyeksi dan perencanm pemanfaatan yang 

penetapan peraturan 

o Promotion of economic development : upaya 
pengembangan pemanfaatan kawasan dan 
surnberdaya secara berkelmjutan. 

e Stewardship of resources : kajian dampak 
lingkungan dan analisis risiko 1, ~gkungan, 
penetapan dan pene 
perlindmgan dan 
penetapan dan mmajemen kawasm lindung, 
perlindmgm keanekaragmm hayati, pencag 
dan restorasi lingkungan. 

o Conflict resolution : kajian keanekaan 
pemanfaatan dan interaksinya, penerapan 

metoda-metoda resolusi k o d & ,  cfan ~r i ,gas i  
h p & .  

o Protection ofpublic safety : pengaturan 
pemanfaatan kawasan raw 

. perbdunganpm~, r 

o Proprietorship ofpublic su 

mEGRATED COASTAL 
AGERllENT @CW 

e Upaya governance. 
e Tmbsan atas kendala inheren dalm pendebtan 

sektord; penekanan pada integrasi. 

DIMENSI PNTEGaASI 
o Antar sektsral (perikanan, pert&an, pekedm 
umum, perdsagangan, p ~ ~ s a t a ,  dsb). 

e h t m  jenjang unit p e m e r i n ~  (lokal, provhsi, 
nasional). 

ntegrasi daratan - perairan; htegrasi 

o Integrasi antara aspek keilmuan dan aspek 
manajemen (integrasi antma disiplin; antma 
ihuwan dan coastal manager). 

e Antar negara. 

10 Strategi untuk meneapai ICM 
@SAID, 1997) 
1. ICM addah suatu upayagovernance, yaitu suatu 

proses kebijaksanaan yang mencakup 



pengembmgan, implernentasi dan solusi HIISWSI 
atas masalah serta konflik pemanfaatan I. Peran nomaS(bzenchmark) Vs Kendala 

a; 
2. Diterapkan di jenjarng lokal dan nasiond yang 

terpaut secara kokoh; 
3. Berpijak pada isu (isszce dri6en) yang 

levvat program infomasi dan 

5. Menciptakan suatu proses yang terbuka, 
partisipatif d m  .demokratis yang meliba&an 
semua p&& (stakeholders) dalm p e r e n m a  
dan itnplementasi; 

6. Memdaatkan infomasi terbaik yang tersedia 

kagasitas (threshold) 

NoranaM 
e htegtasi. 
e Konstituemi dan pengembangan konstituemi, 
o Partisipatif dan m e l i b a h  semua stakholders. 

banr dara yang lebih kompleks. 
Ke~dala: 

; e Kapasitas teknis. 
emenymgterbitdari Ketersediaan sumber-sumber dana dan 

temuan~& 
7. Peningkatan kapasitas lewat pel 
8.Mempersingkat daur perencanaan dan olehpasap&ak/stakeholdeus). 

implernentasi, d m  menggurnakm proyek kecil 
untuk mendemonstrasikan efektivitas 2. Peran PT dan LSM Vs. Tahaparm Daur 
kebij ymg havatif; %GM 

men&kaji dan mengadaptasi o Idenaas i  isu. 
pengalaman dari irnplementasi untuk selmjutnya e Penyiapan dan perenc 
ditempkm la@ dalm menjawab tantangan isu e Adopsi fonnal dan pendanam. 
ymg banr serta lebilm kompleks; . w e m e n m i .  

i 
f 0. Menetapkan target ymg speslfik, dan me1 o Evduasi. 

pemmtauan serta evaluasi kine&. 
3. Peran Permman Thg@ dalam ICM Vs. 

RISALAW Kapasitas 
e Upaya governance. a Pendjidikan. 
e Tntegrasi antar jenjang pemektahm. e Penelitian. 
e Kons~kensi &pengembangan konstituensi. e Pengabdim pada masyarakat. 
e Partisipatgdm melibaean sema  stakholders. e ICM sebagai upaya governance. 
e Pengembangan kapasitas. 
e I m p h i  manajernen atas t e r n  d m  had  h j i m  4. Beran Lembaga Swadaya Masyarakat 

kehuan. dalam ICM Vs Kapasitas 
s Aplikasi lessons l e a r n e d m a  m e m e c a m  isu . Isu d m  perhatian lokal (champion of local is- 

barn dan yang lebih kompIeks. sues and interests). 
o Partisanship. 

Sfakeh older e Pendarnpingan (org~sasi ,  isu, teknis, advokasi) 
Pihak yang secara lmgsmg maupun tidak o Organisasi sosial (fasilitator, katalisator, . . 

langsung terdampak (negatif maupun positif) oleh kepe isional) 
outcome atau dapat mernpengaruhi outcome. e Je~llbatan bagi sumber-sumber ehternal 
s "voiceless" for whom special efforts may have 

to be made. 5. Peningkatan Kapasitas 
representatives of those likely to be affected e vensi dan kepemimpinan (leadership) 
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IFODE PEBA. DAN 

AN, MSG 
Jarusan. Sosid Ekonod P e h n a n  

I n s ~ h t  Pednian Bogor 

PENH) urn 
Dipmdang darii s 

patory Rural Appraisa 
Desa Se~ara Parlisipatif membel.likan sebuah 

an kelompk 
de yang memberikan 

kesempatan kepada rnasyarakat desa untuk tuntt 
mbg b@an @am menmbah dan mengmdisis 
pngeaahuan tentang kon&si kehidupannya dalm 
rangka menpun  peremmaan dan aksiltin 
Gharnbers (1 992) mengemukakm bahwa 
berasd dari dm banyak memberikm kontribusi 
kepada penelitian partisipatif radikal, analisis 

diarnbil oleh mang lum (outsiders); sedangkan 

Peneliti sebagai orang luar dalam PRA febih 

p n e l i ~ m  pdsipatif C m - e m  penelitian, proses 

pembdingm-pembandingm. Dimtara sekim 
banyak terapannya, PRA menurut Jules N Pretty 
(1 995), telah dipakai dalam pengelolaan sumber 
daya alami (konsemasi tanah dm air, kehutanan, 

liar, perenemam desa dan lain- 

ai suatu metode telah 
lebih dahulu berkembang (era 1970-an). Uang 
melatar belakmgi mmculnya dimtaranya 

masyarakat hmya sebagai p&ak yang tidak tahu 

terlibat dalam membe&an infomasi; masy 

pengetahuannya (Knowledge) yang mu* saja 

kehidupan yang nmtinya sangat diperl 

yang bemenang. 

PRA. Diharapkan tulisan ini dapat digunakm 
sebagai bahan masukan dalam mernilih 
pelitian yangtepat bjuan ~penelitian 
kualitas penelitian dapat ditingkatk 

intersehi dari berbagai aspek yang 
menuju situasi pengelolm pesisir secara terpadu 

gan. 

an penelitian yang 
sebagai obyek (zrser) dari 

hasil penelitian sangat banyak dipengaruhi oleh 
pmdmgan Rogers (1 983) tentang proses adopsi 



dapat dipakai. Pe a, masyarakat eendemg 
dijadikm obyek saja d m  h a n g  terllibat d d m  
penamusan isu (pernasalahan yang dihadapi 
masyarakat) dan penyusunan 
peneE~ign hapnpk sebagian 
peneliti pmfesional. Aklbatnya, 
serhg ti& relevan dengm 
dihadapi masyarakat (Pretty, 1995). Kedua, 
sebagairnanateaah disebutkan 
d d m  penerapan kebijak 
sebagai penerima, b&m sebagai pe l ah  dan 
pelaksma, sehingga seingkali kebijakm h a n g  

Garnbar 1. Kondisi yang ideal untuk iCM yang sus- 
tainable 

Note: Pengelolaan pesisir hanya akan berlangsung secara 
berkeianjutan jika teknologi konservasi sumberdaya berkembang 
dan diterapkan oleh insiitusi lokal meiafui tindakan nyata. AgarICM metode survei, maka be 
yang berkesinambungan bisa menyebar ke wilayah lain, penlu leIllbaga-lernbagapeneliGa 
didukung kebijakan lingkungan yang lebih luas menerapkan metode yang diharapkm dapat 

membantu memahami masalah masyarakat 
inovasi seperti tamp& pada Gambar 2. Model pedesam. erkaitan engm hal ini &perlukan 
Rogers bisa dikatakan mewakili rnetode seb uahmetodepen eEGany mgmengm dmgernpat 
konvensiond &darn penerapan penelitian yang aspek (Shmsky, dalam 
m arakat, dalam h d  ini masyarakat 1988 aitu : 
m bagi ldagapenefihan ch-i alau 1. Suatukon&si yang me 
pendidikan untuk menyebarluaskan ternuannya. 
Disini tarnpak admya hubungm atas - bawah (top me mil^ isu yang ditelaah (ownership). 
down approaches) yang mengasumsikan 2. Admya kemmpum berkreasi d m  pemikirm 

kelompok yang serba yang kritis. 
a di lapang, model seperta: 3. Penelitian yang dilaksmakm untuk tujum 

ini berdarnpak adanya jurang pemisah antara perubhan dan pengernbangan; dan 
masyarakat dengan institusi penelitian. Pada 

bershp apatis atas kegiatan 
a.i oleh lernbaga tersebut. 

akan sebelumnya bahwa 
berbagai metode dan pendekatan telah 
dikembmgkan untuk mem 
membmtum kan kebij 
menyelesaikan masalsth pemban 
Pada era 1970-an para ahli banyak yang menerapkan 
rnetode, pendekatm dan logika berpikir survei 

&darn meriset masalah sosial masy 
ei, sebagahana metode lain mem 

kelebihan seperti dapat menjangkau banyak 
populasi, waktu penelitian yang relatif singkat dm 

relatifleba hemat kehbang metsde lain. 
i, metode survei juga sekaligus memiliki 

kekurangm yakni adanya kesad 
peneliti dan praktisi bahwa m 
dipakai mtuk memahami masal 

Gambar 2. Proses adopsi inovasi (Rogers, 1983) 
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keempt aspek tersebut, 
rkembmg d m  kelompk pendebtan 

dan metode yang saling berhubungan, yakni 
Dengan Cepai. (Rapid Rural 

) yang berkembmg di era 1980- 
an, serta metode M e m A d  Desa Dengan Cepat 
rnelduii pendekatan pdsipatif (Pmticipato~ Ru- 
ralAppraisakPRA) yang berkernhg di era 1990- 

dan metode untuk mempelajari kondisi d m  
kehidupan pedesaan dari, dengan dan oleh 
masyarakat desa. PRA sesungguhnya Lebih dari 

ar proses belajar karena PRA rnencakup 
dm hdakan. Sebagai swtu 

iselah PRA disebut juga sebagai pendekatan. 
kenanya,  PRA saat ini dapat diartikan sebagai: 
"sekelompok pendekatan dan metode yang 
rnemungkinkan rnasyarakat desa mtuk saling 
berbagi, meningkatkan, dan menganalisis 
pengetahuan rnereka tentang kondisi d m  ke&dupm 

1 b u r n  lemahitukreatifdanmemiliki kernamppan, 

2 Mereka yang bukan rnasyarakat local (the outsid- 
liki peran sebagai anggoNkatalis dan 

10 

nilai dan skala mtan kegiatan-kegiatan y q  
berbeda. 

2 Nilai dari fridup menetap di desa @am: pesisk), 
p g m a t a n  pel& yang ~ d a k  tergesa-gesa dan 
dialog. 

3 Axti penkg sikap, tingkah lhdanhubrmgan. 
4 Perbedm antara emic (kerangka mental dmi 

dalm yang dlmil& masyardat itu sendz) dan 
ethic @ran& mend orang luar, kategori dm 

teknis o r i w  setempat. 

hal: 

resiko berbeai sistem 
b Pengeaum, profesionalisme d m  rasionditas 

petani kail dan~skin .  
c P o l a p ~  dm peril& esksperimend petani. 
d Kemarnpum petmi un@uk rnelakukan analisis 

sen&. 

(Rlernahami Desa Secara 
Latar belakang munculnya 

. penyebab (Chambers, 
adanya ketidak pwan  t 
anti kemiskinan yang diakibatkan wisata 
pembmgunan pedesaan. Uang dimaksud add& 
adanya h j u n g m  singkat ke pedesaan oleh para 
profesional (bias rumg), yang dikunjungi hanya 
desa-desa y&g dekat kota, dekat jdm-jdm besar 
mengabah  desa phggiran, adanya bias proyek, 
bias personal, bias musim d m  bias diplomatik. 
Kedua, adanya kekecewaan terhadap proses 
survei-survei konvensional sebagaimana telah 
dijelaskm di depan. KeCiga, mencari metode- 
metode pemahmm yang lebih efektif. Hal ini 
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didukung oleh adanya pemikiran para ahli 
pembangunan terhadap kenyataan bahwa 
rnasyarakat desa itu sendiri memiliki pengetahuan 
yang beragam terkait dengan keKdupan mereka. 
@>S, 1979; Brokemha, Warren and Werner9 1980), 

dengan pengetahuan teknis asE (Indig- 
ical Knowledge, ITK). 

Dalm mengemban* metode dan prinsip 

ang: iuar untuk belajar. 

pada masa latnpau adatah orang luar memperoleh 

penggdmdanpeme 
leb& MUS diked dengan elicitz~(Chambe~s, 1992). 

R M  dengan memasukkan pendekatan 
pmisipatif adalah PRA. Untuk leb& mempedelas 
posisi keduanya, dapat dillhat pada Tabel 1. 

2) Belajar dengan eepat dan progresif  meld^ 
ekplorasi yang tereneana, peng 
ymg luwes, hpmvisasi, pengulmgan, 
tidak m e n g h ~  blueprht; dapat menye 
dengan proses belajar yang &p&d. 

3) Menyehbmgkan bias. 
asi pertukaran, mengai 

an dengan infomasi yang be 
serta ketepatan waktu. 
netrvork mengenai pengukuran 

(kisarm) ada tiga hal: metode, jenis infomasi, 
peneliti atau re-eek. 

6 )  Mencari keanekaragaman infomasi dan 
kekayaan ~ o m a s i  den 
meneliti M-hd yang ko 
perbedaan. Misal dengan pengmbilm s m p l  
dalam pengertian non-statistik (Dunn dm 
Men/rillan, 1991). 

B ~ s i p - p ~ s i p  yang dipnakan dalarn 
dam PRA 2) 

ringkas prinsippkip keduametode h i   sen^ danmencoba mel 
adalahsebagai 

Tabel 1. Perbandingan BRA dengan PRA 

Kurvn waMu perkembangan Akhir 1970-an Akhir 1980-an 
Pembaharv berawal pada Universitas Organisasi non pemerintah 
Pengguna utarna Lembaga donor, universitas Organisasi non pemerintah 

Organisasi lapang pemerintah 

Sumbsr-sumber informasi 
yang dilihat terlebih dahulu 
Pembaharu utama 
Teknik yang banyak 
digunakan 
Tujuan yang diinginkan 

Hasil-hasil jangka panjang 

Pengetahuan masyarakat 
setempat 
Metode 
Elicitif, penggalian 

Belajar melalui orang luar 

Perencanaan, proyek dan 
publikasi 

Kemampuan masyarakat 
setempat 
Perilaku 
Fasilitasi padisipatif 

Pemberdayaan masyarakat 
setem pat 
Keiembagaan dan tindakan 
masyarakat local yang 
berkesinambungan 



antar m a s y d a t  desa dengan 
tator, antar fasilitator ymg berbeda, serta 

D m  PRA 
Menurut Chambers (1992), ada lima 

kel 
$an 

PRA dapat didiskreditkan akibat adanya 
adopsi yang krlalu -at, dan 

makna yang jelas. 

kompetensi; permintaan bahwa konsultan 
'mmenerapkan PRA' atau sekarang 'men 

konsdtan tidak tabu tentang P 
merekadahorangyangtidak 
tentang metode hi. 

Kedua, terlalu cepat mengarnbil 

Sebagai rnisd da lm rn an progrm coastal 
management yang dicari hanya masyarakat yang 
levelnya rendah atau sebalhya. Akibatnya b 
waktu yang tersisa, sementara sebenmya 

waktu yang relaalebiE.1 
ar dan aksi yang digun 

dm PRA adalah beragam. 
KeGga, fomdisme. Adanya dorongan mtuk 

membakukan dan menyusun strategi dalam 
PRB mernbuat orang mencari 

PRA. Buku manual dipehgkas, tetapi volmenya 
berkembang sangat pesat, karena adanya berbagai 
edisi. Bahayanya addah jika Pelatihan hanya 
berdasarkm teks tanpa diikuti praktek lapangan 
yang lebih nyata. 

Keempat, adalah kebiasaan. Para praktisi dan 
pelat& menjadi jenuh h e m  rutinitas dan kebi 
Ada beragam cara untuk mel pememdan 
pembuatan model pastisipatif (diran 
Lampiran 1). Untuk mengurangi kej enuhan a m  

pelatih antat organisasi, antar n e g m  serta antar 

plopor yang telah mem 
P M ;  penelitian partisipatif; penelitim kerja 

memperkaya PRA mema 

aperkembangan ymg be@ 

konstruktif d m  kritis terhadap pendekatan- 
pendekatan yang &gun 
tegasnya, PRA di mas 

belunm banyak memasukkan aspek 
pafiisipasi dalam pelaksanaamya. Tingkat 

PRA ti& sauna, ada kalanya 
g r e n a .  

Inward Bounding, 199 1) 
ahwa sangat penting bagi peneliti 

m& memutuskan dengan jelas siapa dm kapm 
peneli6an sebab tidak 

semm o m g  &dam kesel 
proses penelitian. Partisl'pasi sangat beragaun 
tingkatnya $ari pastisipmi pasif 
aktif. Ada tujuh tip partisipasi 
Pretty, 11995)yaib: pdsipasi pasif, wsipasi  dalm 

i, partisipasi ~zlelalui kodtasi ,  
partisipasi mtuk pemberian materi, partisipasi 

al, partisipmi dengan berinteraksi dan 

Semakin banyak lembaga ataupun para 
profesional menerapkan PRA karena ciri khas 
metode ini yang terbuka dan partisipatif disertai 
proses pembelajaran yang sesuai dengan &or yang 
terlibat dalm penelitian. Terdapat berbagai teknik 
yang dapat ditempkan dalm PRA yang pada intinya 

yaitu: 
ertentu dan proses belajar 

sisternik. Proses belajar s i s t e d  ini difokuskan 
pada belajar yang kumulatif oleh partisipan, 



didukmg oleh pendekam sistem peneluswan 
interaksi partisipm. 

b pe~~pektif(mulfipleperspectlves). 
T u j m  utama prinsip ini adalah menernukan 
keragman d&pada ke 
swtu kelompok indi&vidu. 
bahwa i n d i ~ d u  dan grup yang berbeda &an 
berbeda pula dalam. mengevalu~i situasi, yang 
pada glisannya m e n g d  kepada ~ d a k a n  (ac- 
tion) yang berbeda. Semua pandaragan tentang 
kegatan dan tujuan pen& dengan interpresmi, 
bias dan dugam yang memperlihatkan bahwa 
terdapat berbagai kernungkinan deskripsi 
m e n g e ~  akrivitas dunia nyata (real-world). 

1. Proses belajar da lm keloqok (group learn- 
ing process). Dalam prinsip ini, 
pengertian bah'iva tentang pemecahan 

para profesional (outsiders) dan masyarakat 
setempat (local people =insiders). 

2. Kekhususan konteks. Pen 
dengan prinsip partisipasi me 
khas dan cukup fleksibel untuk diadopsi pada 
setiap kondisi dan macm partisipan. 

Adanya kegiatan memfasi1i-i para ahli dan 
p e ~ l i k  masalah stakeholders. Metodologi disini 
Berkaitan dengan proses transfomasi dari kon&si 
sekarang ke arah pembahan yang lebih baik (im- 
provement). Peranan para ahli (expert) adalah 
membantu rnasyarakat lokal (local people) 
maganalisis si-i untuk selanjutnya dipelaj ari oleh - - -  - -  
masyarakat dan para ahli (expert) sehingga 

illcan suatu manfaat tertentu. Para ahli yang 
itasi masyarakat local bisa disebut sebagai 

stakeholders juga. 
Langk&-langkah yang mengacu kepada aksi 

(action). Proses belajar mengarah kepada diskusi 
tentang perubahan, dan persepsi aktor terhadap 
pembahan serta kesiapan untuk melakukan aksi 

gan. Jika aksi sudah 
disetu,jui dm perubahm sudah diimplementasikan, 
selanjutnya diperlukan kesiapan untuk 

di u tuk  memotivasi @sipan mengmba 
bagan h i  aksi yang &te 

ebut m e n y i r a h  
suatu proses belajar yang mengarah kepada aksi 
(action learning). 

dasar antara dan PRA 
beluna banyak memasukkan aspek 

partisipasi dalam pelaksanaamya. Tingkat 
partisipasi d d m  PRA tidak sama, adakzlanya 

tingkiat partisipmi hggi, g1~:ndah. 
emutuskan slapa yang 
b e d  partisipashya darn 

pendekam belajar 
d d m  PRA yang mempakan refleksi dari proses 
belajar yang mengarah kqada aksi ( a c ~ o n  l e m -  
ing). Keenm prinsip tersebut addah metodologi 
d m  proses belajar yang sistemjik, aneka r a g m  

r dalarn kelompok, 

Disarnping segala keunggulan yang d e l i k i  
dm PIPA, terdapat kelemahan yang d i f i l ~  

rnetode ini diantaranya adalah jika penelitim 
daakukan dengan tergesa-ge 
penelitian yang terIdu sempit, dan 
berhasilnya perm failitator y 
profesiodpeneli~ selaku o 
masyarbt setempat u n ~  
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reviews and dis- Wealth 

Interview guides sfnd Social maps 
ckMists 

Rapid report vaithg Interview q s  

Work sharing (taking 
part in local activities) 

Focus groups 

Key ~onnants 

Eh0-hiistories 
Biograp~es 

Oral Sdories 

M q h g  and modekg 

Social maps and wealth 

Mob%Q maps 

Seasonal calendars 

Daily rouhes and 
actiGtypr0Hes 
Trend analyses and h e  Ih 
Matrix scoring . . 
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TODE IDENTIHMASI HSU PENGELOLUN PESISIR 

DR. I R  M. FEDI A. SONDITA, MSG 
Jumsan Pernanfaatan Surnberdaya P e m n a n  

Fakultw P e h n a n  darn m u  Kela-n 
Ins~tut Peanian Bogor 

PENGmTAR 
Tahap pertama dalam siklus program 

pengelolaan d a y a h  pesisir adalah ide 
pengkajikm isu (issue identzpcation 

pengelolaan & a d  dengan kegiatan id 
d m  pen&ajiannya? Lowry (1 999) berpendapat 
bahwa orang kebanyakm lebih terpermgah dan 
terpesona mtuk membahas persoalan atau isu 
dibandingkm dengan membahas bjuan. Dalam 

tersebuttentutujuan dari upaya 
&an terlupakm sehingga pa& 

hjuan dapat dibahas secara 

disdikan pengertian isu 
pengelolaan pesisir, isu-isu u m m  ditemukm di 
dayah  pesisir Indonesia, cara menadentimi dan 
pen$@ ian Impl&minya, cara menyatakannya dan 
prinsip yang ti& boleh dilupakan. 

PESISHR 
sir dapat diartikan sebagai 

pemasdahan yang mencakup pernasalahan yang 

kelmbagaan di d a y a h  pesisir yang perlu ditmgani 

an memberikan d 

baik (opportunity), maka isu-isu yang bersifat 
negatif &pat dibedakan menj adi kelemahan (weak- 
ness) dan ancaman (threats) (Bryson, 1995). 

11 

Walaupun isu tersebut dapat bersifat negatif dm 
yang h a g a t  negatif bi 

isu. Hal ini tegadi karena 
m m g b  kita cendemg lebih mud& mengatakan 
persodan buruk (mengeluh?) dibandingkan dengan 
mengatakan persodm baik saat mengeth i  ada 
kesempaw untuk mernperbaiki sesuatu. 

ISU UMUTM PENGELOL PESISIR DI 
mDONESIA 

umum, isu negatif yang biasa 

infomasi tentang pesisir tersebut, (4) kurang 
koordinasi antar lernbaga yan 
d a y &  pesisir, (5) upaya peneg 
rendah, (6) jumlah tenaga terampil sangat terbatas 
(Dahuri, 1 995). Degradasi kualitas lingkungm 
tersebut dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu 
pernanfaaw atau ekploitasi yang ber lebk ,  polusi 
dan kemsakm fisik habit& (Moosa et al, 1996). 
Kemsakm habitat pesisir dapat disebabkan oleh 
kmversi habitat senejamtukpemb 
abmi pantai dan beneana d m  @ahuri et al, 1 996). 

U SUATU 
ISIJ AD ? 

Di atas telah dijelaskan bahwa suatu isu 

negatif terhadap kualitas lingkungan atau 

maka isu tersebut bersifat negatif. 'Nilai' tersebut 
dapat berbentuk suatu angka hasil pengukwan 
instrumen d m  tata nilai seperti norma, etika, 
peratwan, kesepakatm dan I&-lain. Di Indonesia 
sudah tersusun peraturan-pe dan 'nilai baku' 
parameter lingkungan yang merupakan hasil 
0 



s e p t i :  
* Undang Undmg no. 5/1990 tentang komervasi 

a darn hayati dan ekosistemya, 
* Undang Undang no. 9/ 1990 te 
dan pengelolaan sumberdaya 

* Undang Wndang no. 2411 99 

7 tentang pgelolaan 

19961, 
* baku mu& Gngkat kebisingan (Kepen  LH no. 

t; limbah hdustri -men LH no. 031 

+ lebar jaEur hij au pantai (mangrove) al200 
meter (SKB Menteri Pertanian dan Menteri 
Kehutanan No. 55O/Kpts-411984), 

* Keppres no. 3211990 tentang pengelolaan 
lindmg, 

* Peratwan Pernerintah no. 2011990 tentang 

* 93 tenatng d i s i s  

mmgenai dam* lingkungan, 
* dan lain-]&. 

BAGAI SUATU 
lSU rPD 

Suatu isu dikatakan bersifat positif atau baik 
jika isu tersebut ditangani &an mernberikan 

a tersebut helm dimanfaah. J h  
suatu nsu posltlf tersebut &an ditangani ten-ya 
h m s  juga ada batasan seberapa jauh darnpak isu 
tersebut boleh merubah 'nilai' halitas lhgkungm 

ya dukungnya tetap menjamin 
masyarakat. 'Nilai' yang ditentukan 

&dam nonna, etika, peraturan, kesepakatan di atas 
dalm menilai darnpak negaaperlu dip& sebagai 
pedoman dalam menentukan darnpak yang 
diperbolehkan &at penan 

Metode pengarnatan mtuk 
meter hgkungan pesisir dapat men 
yang disusm oleh Wilkinson et a1 (1 994). 

Spategic Plan Great Barrier Reef (GB 
19941, R m m a  S&ate@s Pengelolm Pes~su 
h u t  mtuk 10 (sepuiuh) pmpinsi l o k  Mmim Re- 
sources Evaluation and Planning 
Project), laporan baseline study 
19971, h f i l  Smber Daya Wdayah Pesisir 1 o h i  

Proyek Pesisir kemudim medasiilitasi 

dan jika mmgkin berapa besar dampaknya. Dia- 
sebab-&bat &pat &but  mterk menj elaskan 

i kegiatan dan kondisl 

untuk m e n a n g ~  isu-isu yang diprioritaskm atau 
diunggulkan mtuk di . Kebijakm adalah 
pernyataan yang menunj bjuan ahu apa yang 
diharapkan oleh progrm yang direncanakan. 
Strategi adalah bagaimana cara mencapai harapan 
tersebut. Tabel 1 menyajikan contoh pernyataan 
isu yang teridentifikasi beserta penyebabnya atceu 
kepentingmya di suatu vvilayah. Susunan mta.n 
unggulan isu dapat dilahkan antara lain dengan 
memperhatikan: (1) besarnya dampak jika isu 
tersebut tidak ditangani dan (2) kema 
pel rencana pengelolam dengan kekrb 
tenaga, dana dan (3) waktu yang tersedia serta 
efektifitas upaya p e m g  
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Tabel 1. Contoh pernyataan isu yang dilengkapi dengan penyebabnya atau kepentingannya di suatu wilayah 
pesisir 

sangan penting untuk suplai air &war 

habitat pantai berkurang dan mengalami degradasi (penurunan kualitas), ha1 yang 
penting menentukan daya dukung 

ancaman tumpahan minyak dari kapal tanker dan transportasi iaut serta limbah 
rumahtangga dan industri 

ikan-ikan karang menurun jumlah dan keragamannya, penting untuk nelayan dan 

hutan mangrove berkurang luasan dan jumlah pohon-pohonnya, habitat penting untuk 
anak-anak ikan dan udang sehingga menentukan kelangsungan perikanan tangkap 
dan peluang model wisata barn (ekoturismej 

daerah penangkapan ikan semakin jauh karena di perairan terdekat nelayan sulit 
mendapatkan ikan 

aktifitas pesisir di bagian utara mempunyai kendala slam yang sangat penting, yaitu 
angin kencang dan gelombang besar pada bulan-buisn November-Februari. 

pasir yang terakumulasi secara alami di beberapa tempat mempunyai potensi untuk 
dimanfaatkan secara ekonomi. 

konflik antara sebagian penduduk dengan pemerintah setempat akibat kompensasi 
pengalihan tanah. 

ciri budaya lokal hilang karena jumlah pendatang lebih banyak dari penduduk asli 

akses masyarakat setempat semakin terhadap kawasan pesisir lokasi pembangunan 
semakin terbatas. 

besarnya permintaan masyarakat lokal untuk menentukan nasib sendiri dan bagian 
manfaat dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
alam setempat. Sebuah isu penting untuk masyarakat lokai dan pemerintah pusat 

B E B E M M  BRINSIB UANG HARETS rnasyarakat yang menj adi obyek penelitim. Oleh 
DTPE fKAN DALAM IDENTFIFIKASI karena itu untuk keperluan penyusman rencana 
ISU DAN PENGKAJIANNYA pengelolm  laya ah pesisir secara terpadu, isu-isu 

Berbagai rnetode untuk pengamatan da lm dari berbagai keloqok stakeholder hams tercatat 
rangka penggalian isu, baik terh* dap aspek dengan baik. Untuk rnencegah kesalahan dalam 

aya, sosial e~ollomi dan proses penyusunan rencana pengelolaan seperti 
an dm kelemahan. ditekankan oleh D awan (2000), isu-isu yang 

Keterbatasm terutarna disebabkan oleh faktor terdaftar atau disusun oleh peneliti sebaiknya 
tenaga, waktu dan biaya. Yang perlu diperhatikan dikonsultasikm lagi dengan stakeholder untuk 
&dam proses penggalian isu ini addah ada peluang mendapatkan verifikasi. Partisipasi stakeholders 
perbedm persepsi terhadap isu-isu di antara stake- dalam penggalian isu ini seyogyanya tinggi sehingga 
holders. Demikian juga, persepsi isu yang ada mereka rnenyadari adanya isu-isu tersebut, tahu 
dalam benak peneliti bisa saja berbeda dari penyebabnya dm tahu caramengatasinya. 
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Departemen Eksplorasi Laut dam Pe-na~, RI 

PE 
Latar Belakang 

Cita-cita luhur bmgsa Indonesia untuk 
menjadi bangsa yang maju dan mmdiri serta 
masyarakat adil dan m h r  ditargetkm oleh 

Orde Banr dapat tercapai pa& 

msmon)melan sia, target pen~paian 
cita-cita tersebut s an realistis, mengingat 

orekonomimakro seperti GNPper 

V (1994/1995) menmjukkm bahvva Indonesia 
a lepas I d a s  (tab offpe- 

yang mdai bergejolshk 
ai saat iin belum. 

alar kepadakis sosial 
telah membuat perekonofian Indonesia te 
Kondisi ini menj adi semakin komgle 
m sehubungan dengan fenomem gl 

* dan era perdagangan bebas yang menjadi ciri 
dominan m i l e ~ m - 3 .  Pada era globalismi dm 
perdagmgm bebas, hanya bangsa yang dapat 
memproduksi barang dan jasa berdaya saing 

lab yang &pat survive serta menjadi maju dan 

u, bangsa Indonesia harus 
mal dan bersungm-sun@ 

untuksegemkeluar darikrisis multidimemional. Dari 
perspekiif ekonorni, krisis ini dapat diatasi dengan 
menghidupkan kembali dan menge 
berbagai sekior riil yang dapat menghasi 
dan jasa dengan daya saing tinggi. Sektor- 
riil y~pat.mgpotewial &pat membantu 
masalah krisis ekonomi adalah sektor-sektor 
pernbangunan yang terdapat di wilayah pesisir dm 
lautan, yaitu: perikanan, kehutanan, pertmian, 
gariwisata, bangan dan energi, perhubungan, 
industri maritim, dan jasa-jasa lingkungan. Hal ini 
berdmarkan pada potensi penawaran (supply ca- 

bal. 
Dengan d e m g m  addah sangat wajar, jh 

seba@an besar m a s y d a t  bangsa ini berharap 
besar kepada Departemen Eksplorasi Laut d m  
Perikanm mtuk dapat mendayagunakan potensi 

kesejahteraan masy 
lapangan peke jaan, danpehgkatm 

Agar harapan masyarakat tersebut dapat 
terpenuhji dengan baik, maka pengelolaan vrii;layah 
pesisir ternas& pmhi d m  pulau-pulau keeil 
menjdi sangat pntiing h strategis h e m  empat 
dman pkok. 

Pertama adalah bahwa wilayah pesisir 

gi. Permran peslslr 
(coastal waters) daerah tropis, seperti hdonesiq 
mendapatkan mas&an mur hara (nutrients) dari 
daratan melalui aliran air sungai dan aliran air 

(moflketikahdanse&s 

proses fotosintesa terjadi sepanj 
Karena itu, ekosistem palhg produktif di dunia, 

e, padang l m m  (seagrass beds), 
turnbuh dm berkembmg di 

sistem-ekosistem ini menjadi 
mninggrounds) dan tempat 

asuhan (nursely grounds) bagi kebanyakan biota 
laut tropis, seperti ikan, udang, kepiting, d m  
moluska. Selain berbagai jenis ekosistem tersebut, 
perairan pesisir daerah tropis juga 
produser primer 1 
cro algae) dan rumput laut (macro algae = 
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seaweeds). Oleh karena produser primer 
chi o r g ~ s m e  @iota) 
lankton  hew^) d m  

berbagai jenis ikan, rnaka vvajar jika sekitar 85% 
hasil tangkapm &an di dunia 

% dari biota hut tropis 
aupya bergmtung 

pada ekosistern wilayah pesisir (Poerwito d m  
,1979; Benvick, 1982; Tumer, 1985; dan 
1992). Dengan demikian, apabila kita 

ingin mendukzrng klestarian (sustainabili fyl  dan 
produktivitas usaha perikanan, baik 
penanghpan maupun budidaya, maka kita h a m  
memelihara daya dukung dun kualitas 
lingktlngan wilayahpesisir. 

Leb& chi itu, h a t a n  pesisir (coast& landr) 
yang land& seperti Pant& Timur Surnaterq Panbi 
Utara Jawa, d m  Pantai Barat Sulawesi Selatan 

subur. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut 
an ymg produktif qumbmg 

Kedua, dayah p i s i r  bmyak m 
d a d  yang indah dan nyman untuk rekreasi dm 
p~vvisata, seperti pantai berpasir pu&, 
hang ,  Iokasi selancar, dm goa-goa. Semen- itu, 

di wilayah ini (World Bank, 1994; C i c i n - S ~  sand 
Knecht, 1998). 

Ketiga, karena kepadatan pendud& dan 
g tinggi di dayah pisir, 

da umun1tlya mengalmi 
tekanan lingkungan (environmental stresse 
tinggi pula. Selain damp& lingkungan yang 
dari kegiatm-kegiatan pembangunan di wilaya3.1 
pesisir, vvilayah ini juga menerima damp 
dari berbagai kegiatan manusia di lah 
land areas), terutama bempa bahan pencemar dan 
sedimen dari erosi tanah. 

Keempat, wilayah pesisir, khmwnyape 
pesisir, biasanya merupakan sumberdaya milk 
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bersarna (common property resources), s e b g g a  
Waku ~jirn open access. 
memanfaatkan wilaya 
kepentingm. Pada rejim open access ini, setiap 

(tragedy offhe common) mardin, 1963). 

pesisir s e c m  optimal berkesinmbmgm hanya 

berkelanjutan (sustainable development prin- 
ciples), dm pendekatsfn pemban seeara hati- 
hati (pYecautionary approach). 

Kerangk Pendebtan 

Pesisir, Pant& dan Mau-Pulau Kecil, Departemen 
Eksplorasi Laut d m  Perikman, diarahkm mtuk 
mencapi Wjuarm d m  sasaran, sebagai berikut : (1) 
secara ekonomi, pernbmpan pesisir, panhi dm 

temtarna masyarakat miskin, (3) secara ekologis, 
terpeliharanya kelestarian smberdaya d m  daya 
dukung lingkungm, (4) seeara politik, mampu 
menciptakan Mirn yang kondwif bagi pengelolaan 
sumberdaya pesisir, pantai dan pulau-pulau 
secara berkelmjum d m  bagi penguatan kes 
dm bmgsa. 

m&a visi d m  misi, kebijakan, serta program d m  
kegiatan hams didasarkan pada faktor-faktor 
sebagai berikut (Cmbar 1 ): 
1) Kondisi pesisir, pantai dan pdau-pulau kecil smt 

pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil. 
2) Kendala dan pernasalahan yang meliputi aspek 

finansial, SDM, 
eksploitasi dan de 
dan p e n t a w  terhadap 
masyarakat psisir. 

3) Tantangan dan peluang pernbangunan pesisir, 
pantai d m  pulau-pulau kecil, baik pada level 

5 



nasional maupun internasional seperti era 

KONDIS 
I"ENGI%L 
PESIISW DAN PZTEAU-PnAU KECIL 

sasaran 
o Ekonorni 

Sosial 
6 Ekologis 
a Politik 

Gambar 1. Kerangka Pendekatan Sistem Penyusunan Rencana induk Ditjen Pesisir, Pantai 
dan Pulau-pulau Kecil 

pulau-pulau k d  yang re1 
boleh dikatakm bahwa sejak kemerdekm Indo- 
nesiap&tah.un 1945, potensi yang besar hi belum. 
dimanfaah d e w  o p h d ,  malahan seolah-olah 
potensi yang a& ini Gtinggalkan. Akibahya 

an pesisir, pantai dm pdau 
ggal dibandingkm dengm pernban 

daratan d m  p d a u - p h  besar (main ishds), ktapi 
juga ekosistetn pesisir, pantai dm pulau-pulau kecil 
serta potemi surnberdaya dam yang damdunpya 
mdai mufa Apymgterjd 
ini disebabkan k m a  selama Orde B m  orientasi 

an ekonomi adalah pembangunan di 
m-pulau besar. Pada saat itu, laut hanya 

mempakan buangan limbah dari berbagai kegiatan 
di darat; dan wahana eksploitasi sumberdaya dam, 
utamanya ikan kurang ~nempedulikan aspek 
kelestarimya. 

Sebelum pemerintahan yang baru dengan 
Kabinet Persatuan Nasional terbentuk, strategi 

dalam GBMN dan se 
Repelita. B& pada GBKN maupun dalm Repelita 
ymg setemnya &j abarkan ddam 

tersebut berarti bahwa ofientasi 
ti& saja ke darat (fenesterial or&- 

ine orientatr'on) s 

ulllmpadaGBmini 
n dan dioptimalkan 

pemanfaatan dan pengelolm smberdaya lseut, 

panhi dm pulau-pdau kecil mencakup berbagai 
sektor pembangunan. Selain 
fisik yaitu &am 

gdanswnberdaya,pemban 
rnencakup ekonorni, politik, 
merupakan aspek penting yang patut diperhatikan. 
Adalah tidak benar bila pembmgunan hanya 
dititikberatkm pada aspek-aspek bio-teknis dan 
melupakan aspek ekonomi, politik, sosial 
budaya. Kesehbangan antara kedua aspek ini 
menjamin keberlanjutan dan kernanfaatan 
pembmgunan pesisir, pmtai dan pdau-pdau kecil 
bagi kesejahterm masyarakat. Berikut ini adalab. 
uraian singkat kondisi d m  keragaan pengelolam 
ekosistem pesisir, pantai dm pdau-pulau kecil. 
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terhaddlp status sosial ekonorni masyarakat yang 
mengganmgkan ekonokya pada 

kegatan hi. 

h p e k  Sosiall Ekormomi darm Budaya 
Potensi ekonomi d a l m  bentuk produksi 

pesisir, pantai dan pulau- 
meliputi: (1) sumberdaya dapat 

(renavable resources), tern& ikan, 
ka, kerang muhara, kepiting, 

la&, hutan mangrove, hewan karang, larnun, dan 
biota Iaut lainnya; (2) sumberdaya tak dapat 
diperbaharui (non-renewable resources), seperti 

ak b m i  d m  gas, bauksit, timah, bijih besi, 
mmgan, fosfor, d m  mineral lainnya; (3) energi 

seperti energi gelombang, pasang s m ,  
m a ,  dan OTEC (Ocean Thermal Energy Con- 
version); dan (4) jasa-jasa lingkungan (environ- 
mentdsewices) temasuk ternpawempat (habitat) 
yang hdah dan menyej mtuk lokasi p ~ ~ s a k  
dan rekreasi, media trmsportasi dm k o m d a s i ,  

, penampung limbah, dm kavvasan 
in 

Sejauh ini pemanfaatan surnberdaya yang 
berada & pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil ini 
masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari 
sumbangan ekonomi bidang kelautan terhadap PDB 
produk Domestik Bruto) nasional yang hanya 
mencap& sekitar 12,4% (Rp 56 trilyun) pada tahm 
1997. Kontribusi tersebut berasal dari tujuh sektor 
kegiatm (ekonomi) kelautan yakni: perikanan 
(penangkapan dan budidaya), pertambangan dan 

Kawasan pesisir sarat dengan masalah- 
m d &  sosial ekonomi dan budaya yang merniliki 
implikasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir. 

'ol yaitu bahwa kawasan 
sebagai smberdaya 

milik bersama (commonproperty resources atau 
common pool resources). Ini berarti bahwa 
swberdaya kawasan pesisir ini tidak dimiliki oleh 
siapapun danlatau dimiliki oleh setiap orang. 
akibabya yaitu pemanfaatan sumberdaya kawasan 

pesisir r n m j d  tidak bisa a o n t ~ o l  
keputusan kolektif. Kelebihan p 
ekploitasi sumberdaya tedadii bm- 
akhirnya membuat surnberd 
membedkan produktiGtas, hasil dan pendapatan 
yangrendak W d a S  diseb&denganmd 
bersma (tragedy ofthe common). 

R e j h  smberdaya mil& bersama ini tidak 

Semen- itta juga ada kawasan pesisir dm pulau 
kecil yaa 
kelompok 
daerah ini, kondisi swberdaya relatif baik, 

merata kepada masyarakat. 
BerIangmgnya giatan ekononai, 

Msional  &modern& @sir membuat 
kawasan hi makin padat huni.an. Kebutuhan &an 

g, barang dan jasa mengakibatkm kowersi, 
eksploitasi d m  ekstrahi surnberdaya d m  t e r j d  
secara tidak terkontrol. Umumnya kejadim- 
kejadian konversi surnberdaya a l m  pesisk tajadi 
& luar mekanime pasar dan &babya 
$an jasa yang tercipta tidak mengg 
sumberdaya secara benar. Kegagalan passer l l t l ~  

menentukan nilai sumberdaya alam pesisir 
mengakibatkan harga barang dan jasa yang 
diproduksi cenderung rendah (undervalue). 

erdaya pesisk menja& mmah dm 
a berlangsmg seem berlebam. 

Aspek Nnkum dan Keletmbagaan 
Aspek h u k m  dm kelernbagaan mempakan 

p a w  atau fondasi bagi kegiatan 1 

banyak. Regulasi yang a& sebahagian besar ti& 
khusus mengenai kawasan pesisir d m  pdau kecil. 
Beberapa regulasi yang berkenaan dengan 
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dengan baik. Turnpang tlndih kegiatan dalam hal 
'h terjadi. Dampak 

tebp berlmgsmg namun tidak dapat dihentjikan 
karena kelembagaan yang ada tidak me 
kapasitas untukmengatasinya Demikim pda, 
fer dm alokasi hasil pemanfaatan sumberdaya 
~ e n d e m g  tidak adil dm hanya mengmtungkan 
beberapa pilmak yang meIlliliki kekuatan sosial, 

dan politik. Kelemahan dalarn aspek 
an kelembagaan ini membuat proses 

di satu sisi serta pengkayaan di sisi lain 
tetap bedmgsung. Dengan kata lain, &bat 
dm kelembagaan yang lemah maka di 

serta disparitas status sosial ekonomi tetap 
berlsnngsung di antara masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada sumberdaya 
kawaan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

dengan koordinasi sertakerjasama ymg rendah. 

Prc~yek pesisir dam kelautan selalna 
dasawarsa terakhir 
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hgkungm l a a h p e s i k ,  (4) pengembmgan data 
dasar; (5) pngernbangm partisipmi masy 
pesisir; (6) pengatasan kerniskinan; 
pernberdayaan pemerintah daerah dalam hal 
pengelolm laut dm pesisir; (8) pengembangan 
pdagmgan jenis komditas laut dan pesisir yang 
sesuai dengan 
(9) pengembmgan mta p 
penduduk di kawasm pesisir. 

Damah proyek dan kedatan melipu~ s 
Indonesia, dengm k o n s e n ~  pada kawasm 
hdonesia serta daerah-daerah yang mengalmi 
tekanan lingkungan. Berdasarkm ekosiistem, 
sebagim besar proyemegiatan ini berada di 

pemerintahm yang m e n m g ~ ,  proyek-proyek hi 

(LSIvi) terlibat dalarn ke 

pemanfaatan seem o p t s  surnberdaya laut dan 
pesisir bagi peningkatan kemakmuran dan 
kesej 

Kendala dan permasalahan yang dapat 
mengharnbat pembangunan kelaum dm perikanan 

9 
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dan leb& khusus lagi pembanpan pesisir, p m ~  
dan pulau-pulau kecil adalah sebagai be&t. 

Kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir 
Kenrsakan fisik habitat ekosistem *lay& 

Mmsa et aE (1 996) berdasarkm pada persenwe 
ang hidup, melaporkan bahwa 

g Indonesia ymg mas& dalm 
kondisi sangat baik hmya 6,20 %, dalarn kondisi 
m a k  (41,78%), kondisi sedang (28,30 %), d m  
kon& bik (23,72%). Dari kondisi t e m b u  

u karang di kawas 
Indonesia memiliki kondisi yang lebih buruk 
&bm&gkan dengm t karang di k a m m  
tengah dan tlrnw Indones~a. 

Kerusakan terumbu karang umumnya 

peledak, bahan beracun (eyanida), dan juga 
aktivitas penambangan karang untuk bahan 
bmgunm, reklamasi pantai, kegiatan pariksata 

Nasib yang sama juga terjadi pada ekosistem 
hutan mmgrove. Selma periode 1982 - 1993 telah 
Mdpe lwhutanm 
Ha menjdi sekitar 2,5 juta Ha. P 

hampir merata terjadi di 
onesia. Penyebab dari pe 

tersebut adalah karena adanya 
kegiatm yang mengkonversi hutan 

enjadi penmaan lain seperti pembukaan 
tambak, pengembangan kawasan industri dan 
p e m ~ m m  di kawasan pesisir serta eksploitasi 
(penebangan) hutan mangrove secara besar- 

Konversi mangrove menjadi tambak sears 
esaran terjadi di Propinsi Lampung, 

Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dm SuIawesi 
a i t - ,  konversi lahan 

te jadi di kawasan padat penduduk seperti DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dm 
Bali. 

12 

ve dan m s h y a  sebadarm 
karang telah mengakibatkm teddinya 

erosi pantai. Erosi ini juga diperbunak oleh 
pere dan pengembangan d a y a h  yang~& 
tepat. Beberapa kegiatan yang diduga 
menyebabkan teeadinya erosi pantai mtara lain, 
pengambilan pasir untuk reklmasi pantai, 

fiereksploicaasi Surnberdaya Waya~ Laut. 
Banyak sumkrdaya d m  di wilayah pesisir 

lestarinya WSV, iMaimuniz Sust~inable field) 
(Bziz, et al, 1997), nmun  & beberapa kawasan 
(perairan), beberapa stok 
mengdarni kondisi langkap lebih (over3shing). 
Jenis stok surnberdaya h yang telah men gal^ 
overjshing &ah u b g  m p i r  mengale  eyer- 

erairan Hndonesia, kecuali h u t  
Tomini, Laut Sulawesi d m  

(nnengdarni overJishing $i 

Makasar dan laut Flores, 
Wbdia); ikan demersal (mengdarni overjshing & 
perairan Selat Malaka d m  Laut Arafuru); ikan 
pelagis kecil (mengalmi overfishing di perairan 
Selat Malaka d m  Laut Jawa); ikan pelagis besar 
(mengalmi overfishing & perairan Laut Sdawesi 
dan Samudera PasiNc). 

Kondisi overfishing ini bukan hanya 
disebabkan oleh tingkat penangkapan yang 
melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi 

wilayah-wilayah perairan tertentu bukan hmya 
dilakukan oleh ada perikmm nasional, juga 
dilakukm oleh nelayan asing baik secara legal 
mupun ti& legd, di GYilayah Z E I  (Zona 
Ekonomi EksMmif Indonesia). Kon&si ini menjahlf 
permasalahan tersendiri bagi pengelolaan 

:O 
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smberdaya perikanm Indonesia. Mengingat 
kernampuan nelayan-nelaym kita rnasih smgat 
terbatas sehingga sulit melakukm ekspansi 
penangkapm pada perairan ZEEI. 

Pencemaran 
Thgkat pencemarm 

psisir dan l a m  Indonesia 
padakon&si yang sangat me 
beban pencemaran @ollutz 

dibagi atas tiga kategori, yaitu kategori dmgm 
thgkat pewemarm tinggi, tingkat penc 
sedaang, d m  tingkat pencemaran rendah 
Bank, 1994; BPS, 1994). Kawasan yang tennasuk 
dialam kategori dengm tingkat pencemaran ymg 
hggi! &ah Prophi J a w  Barat, J a m  Tmw, LlKT 
Jakarta, Jawa Tengah, Smatera Utara, Surnatera 
Selatm, Kalimantan Timur, Riau, Lmpung, dan 
Sdawesi Selatan; kawasan dengan kategori tin@ 
pencemaran sedang adalah Propinsi Kalhantara 
Barat, Kalimantm Selatan, DI Aceh, Sumatera 
Barat, Jarnbi, DI Uogjak Sulawesi Utara, Nusa 
Tenggara Barat, Bali Maluku; sedmgkan 
kawasan yang termasuk kategori tingkat 
pencemaran rendah adalah Irian Jaya, Sdawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Nusa 
Tenggm Tmw. 

S d e r  utama pencemaran peslsir dan laum 
t e d ~  chi tiga jenis kegiatan di darat (land-baed 
pollution sources), yaitu kegiatan industri, kegiam 

tangga, dan kegiatan pertanian. Semen- 
ahan utama yang terkandung dalam buangan 

lirnbah dari ketiga sumber tersebut berupa s 
msur hara, pestisida, organisme patog 
sampah. Jika dianalisis secara mendalam, dapat 
dishpulkm bahwa kawmm-kawasan yang mas& 
da lm ketogori dengan tingkat pencemarm yang 
tinggi mempakan kawasan-kawasan pesisir yang 

t penduduk, kawasan industri dan juga 
an. 

Semen- itu, laju sedimentasi yang rnasuk ke 
perairan pesisir juga terus meningkat. Laju 
sedimentasi yang cukup tinggi terutama terjadi di 
Swatera, Kalimantan dan Jawa. Beberapa m w a  
sungai di Sumatera, Kalimantan dan Jawa mengale  
pendangkdm yang sangat besar, akibat tingginya 
Iaju sedimentasi. Sebagai contoh laju sedimentasi 
di Sungai Citandui sebesar 5 jutam3 pertahun, Sungai 
Cikonde sebesar 770.000 m3 per tahun. Setiap a m  

sekitar 1 jub m3 endapm chi kedua mga i  tersebut 
diendapkan di Segara Anakan (ECI, 1995). 

termas& perhubmgm laut dan kapal pengangkut 
minyak (oil e r n ) ,  dan kegiatan 
energi lepas pantai. 

Semmtaraitu, 
di kawasan-kawasan p 

Malaka dan Pantai Utara Jawa, telsah m e n g d ~  

K o n m  Penggunaan Ruang 

ena be lm adanya tata 

oleh segenap sektor yang berkepentingan. Menmt 
berapa kegiatan yang 

konservasi mangro ngan pembangunan 
lapangan golf dan pe an mewah (red estate), 
konflik nelayan tradisionaf. dengan nelayan trawl 
sebelum tahun 1980-an, ko&& mtara kepentjingan 
untuk konservasi dengan pdvvisata di Tarnan laut 
Kepulaum Seribu dan isu kontroversial tentang 
reklamasi di pantai Mmado yang menganeam 
ekosistem terumbu karang di perairan Teluk 
Manado. Gontoh kodik  di atas hanya merupakm 
eontoh kecil dari konflik yang te jadi di kawasan 
pesisir dan lautm. Karena pada dasarnya hmpir 

s m  pesisir dan lautan Indonesia 
o d i k  mtara berbagai kepentingm. 

Penyebab utama dari ko tersebut, adalahkarena 
tidak adanya aturm yang jelas tentang penataan 
ruang dm alokasi smberdaya yang terdapat di 
kawasan pesisir d m  l a m .  
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Keterbatasan Dana biap  yang lebh tinggi &ban&* 
Salah satu kebijakan pemb ektoral dengm kegiatan sempa wtuk kegiatan di darat. 

dm program pembangunan dal - t h  Dengm adanya keterbatasan d m  pernbmgunan, 
P a VII adalah dirumuskannya 
k pembanpan ymg smgat 
terbam ditaarrbah la@ terjadinya gejolak moneter pengumpulm data oseanoggaf~ d m  penegakan 
yaog melanda perekonomim negara. Oleh karena peraturan perikanan dapat dilakukan seeara 
itu, sebaiknya memanfaatkan prakarsa untuk terk inasi sehingga te jad i  penghernatan 
meqerbaiki progrm-program sektoral yang 

Keterbatasan dana pembangunan ini 
menyebabkan prasarana dan sarana untuk 
masyarakat pesisir mas& 

d m  sarana transportmi yang menghubmgkan 

e k o n o ~  biaya tinggi (high cost economy). 
Dalarn banyak kasus, pendekatan yang rnenghamb 

dilakukan oleh pengelola sektoral tidak pern 
mempromosikan penggmaan sumberdaya secara ole h 
efisien. Penekanan sektoral yang hanya peme 
memperhatikan keuntungan/kepentingan sektoral dalam pembangmm ini akan menghasilkan 
menyebabh sektor ini mengabaikm &bat yang smbmgm psitifdalarn bentuk modal kembaii dm 
t h b d  di sektor lain. Kemgian potensial dalarn manfaat bers&yangpositif. Berbag~pil 
produktivia ekonomi jarang sekali dikaji secara yang efektif(cost efective) 
teliti. Sebagai contoh, rekayasa wilayah pesisir seperti rasiondisasi prasarana dm sarana yang ada 
(coastal engineering) yang tidak sesuai danderegulasiaktivitasperkapdm. 
mennyebabkan kenaikan biaya pengenrkm s e j d a h  
pelabuhan, juga mengganggu alur pelayaran d m  Rendahnya K~lalitas SDM 
mengakibatkan kapal dapat karam karena Setelah Pelita IV d m  V, isu keterbatasm 
berubahnya pola hidro-oseanografi perairan sumberdaya manusia mengalam 
tersebut. Contoh kedua adalah kekurangan air pergeseran atauperubahan. Isuketerb 
bersih terjadi di kawasan campur perikanan di/pakx-pakar kelautan ymg menjadi isuutama 
budidaya dm pertanian, sehingga menggmggu ddam Pelitan/' dm V telah r n e n g d h  penrbabm 
kelangsmgm proyek yang sedang berjalan. setelah dimplementasikannya p r o g r m - p r o p  

Peluang untukperbaikanproduktivi~ tidak pengembangan tenaga ahli kelautan baik di ddm 
selalu dapat dipenuhi dengan pendekatan d m  di lux  negeri selama dua masa Pelita. Oleh 
mmajemen. Hal ini tampak bahwa identifikasi karena itu isu tentang kwrmgnya pakdenaga d i  
tempat yang cocok untuk kehutanan pantai dan kelautm @wusnyadalm ilmu-ilmu 
perikman budidaya dapat diperbaiki jika data bergeser menjadi isu barn tentan 
evaluasi rdaya lahan clan air untuk mengintegrasikan antar disiplin ilmu, 
ganda telah tersedia. memberdayakm dm mendistribusikan para pakar 

Kurang koordinasi dan kerjasama antar ini baik dalam berbagai bidangtsektor d m  juga ke 
=&oral menyebabkm terjadinya upaya-upaya yang daerah-daerah di wilayah pesisir. Saat ini terj adi 
sama dan turnpang-tindih, misalnya dalam hal kesenjangan dimma para pakar d m  ahli kelautan 
pengumpulan data dan penerapan peraturan. (ahli eksplorasi, i l m  kelautan, pengelolaan, 
Masalah ini cukup berat, terutama karena teknologi kelautan d m  sosial ekonomi) telah 
pengumpulan data dan penerapan peraturan rnemadai narnun tenaga pengimbang yang berada 
terhadap kegiatan-kegiatan yang berbasis di laut pada lapisan tengah d m  bawah belum mampu 
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Grangnya koordbmi dsan ke jasama 
antar pelaku pernbangunan (stakeholder) 

yang telah rnmpu diciptakan oleh para pakar 
menjd koordinasi dan kerjasama antar pelaku 

samping pengembangan tenaga ahli dara pemban sekaligus pngelola dji kawasm 
tenaga t e b s ,  pengembangan masyarakat pesisk tersebu aik pemerintah, swasta dan 
=bag& subyek dan obyek dari pe juga masyarakat. K m g y a  koordinasi antar pel& 

tu pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan 
segi pembjinaan pembmgunm di kawasan pesisir yang dil 

seem sektoral oleh masing-masing pfiak. 
adanya koordinasi mtara pel& pengelolaan ini, 

mengakibatkan pemindahanlpengungsian selain &akibatkan olehsifatkeegom setiappelaku 
masyarakat lokal dari lokasi-lokasi strategis. pengelolaan juga karena tidak adanya sistem atau 
Kegiatan seperti ini dapat rnengakibatkan lembagayangmampumengkoordhasikansetiap 

pesisia; katena keg- pengelofm apesisk. Bebrapa 
tempat yang contoh dapat dilihat seperti tejadi ben tma 

sulit untuk dimanfaatkan. 
Sejumlah faktor yang rnedadi 

ilrnu kelautan dan 
tidak adanya program yang khusus tentang 
pengelolm virilayah pantai; kurmgnya persiapan mengkoor 

p y a  koordinasi di antara lembaga-lembaga yaitu: (1) terbentuknya h 

dm kursus-kursus diarahkan untuk pembangm antar pihak-pihak pengelola surnberdaya kelautan 
yang berbasis di darat. d m  lembaga-lembaga yang terkait. 

Ketidakseimbangan juga tejadi dalam 
distnibusi surnberdaya manusia dengan pernusatan Lernah enegakan Nukrrm 
tenaga termpil di Pulau Jawa. Kekmangan tenaga pengelolaan smberdaya  laya ah 
termpil, khuswsnya di luar Jawa besakibat pada pesisir meliputi sernua peraturan perundang- 
kesulim untuk desentralisasi perencanam dan undangan yang dikeluarkan secaka resmi oleh 
pengelolaan pembangunan di tingkat daerah. lembaga-lembaga pernerint& untuk mengatur 
Keterbatasm sumberdaya masyarakat pesisir juga hubungan antara manusia dengm surnberdaya 
meliputi kurangnya mutu perm serta wanita dalam wilayah pesisir dan l a m .  Dari sudut hirarkinya, 
pembmgunan masyarakat pesisir. 

Sumberdaya pesisir rnemiliki produktivitas 
yang tinggi dan dapat diharapkan berperan penhg pel 

nasional peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan 
penduduk M o -  dengan peratum pemdang-undangm yang lebih 

nesia. Namun beberapa lmgkah harus diambil mtuk tinggi. Dengan demikim, semua pernasalahan 
masalah tersebut di atas, jikapotensi dam seperti benturan kepentinffm antara lernbaga 

unanfaatkan sebaik-baiknya. diselesaikan dengan mengacu kepada peraman 
123 
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Kernkban Masyarakat Pesisir 
Nkgga saat ini sebagim besar masymakat 

dililit kerniskinan. Berbagai fenomem 
lin&mgan pesisir dan Iaut b 

disebabkan oleh indusnialisasi, tetapi juga seringkd 
diakibatkan oleh penduduk miskin yang kaena 

a Cketiadaan alternatif mata pencaharian) 
engeksploitasi sumberdaya pesisir yang 

s e e m  ekologis rentan (seperti t 
daerah asuhan dan pemij ahm ik 
cara-cara yang tidak r m a h  lingkungan seperti 
penggunaan bahan peledak dan racun untuk 
memgkap ikan. 

Salah satu penyebab dari kemiskinan 
masyarakat pesisir adalah karena tidak ad- 
konsep dan program pengembangan myarakat 
pesisir sebagai subyek dan obyek 

psisk Hd ini disebabkan oleh 
baik dari segi pembinaan keterampilm maupun 
pendanaan dari kalangan investor terhadap 

lokal, d m  seringkali mengakibatkan 
atau pengungsim masyarakat lokal dari 

lokasi-lokasi strategis. Kegiatan seperti ini dapat 
mengakibatkan peningkatan kemi 
pesisir, karena mereka harus pindah ke tempat- 
tempat yang semakin sulit untuk dirnanfaatkan. 

TANTmGtPN DAN PELkTANG 
Sementara itu, beberapa tantangan ymg secara 

lmgsmg maupm tidak langsung dihadapi dalam 
melaksanakan pembangunan kelautan dan 

utamanya pembangunm pesisir, pantai 
dan pdau-pulau kecil adalah sebagai berikut: 
(1) Smberdaya dana dan anggaran pemerintah 

ymg terbatas yang pada akhirnya membuat 
12 

produksi yang bersih, ti 

identih asli ekosiseem dan spesies. 
(3) Permintam global &an komoditas yang 

Serikat, negara-negara Eropa, d m  Jepang. 
(4) Kompetisi hternasional yang semakin ketat 

yang ditandai dengm mun~utnya blok-blok 
perdagmgm. Di satu sisi, perbangan intra-blok 
atau antar negxa yang berada d a l a  satu blok 
cendemg relatif mudah. Namun di sisi lain 
perdagangan antar blok atau antar neg 
berbeda blok akan sem* sulit karena 
rintangan-rintangan dagang baik yang bersifat 
ekonomi m a p  non-ekononzi. 

(5) Kebutukan pangan di d a l m  negeri yang 

baiknya k e s a d w  akan 
pangm yang bemal dari, 

laut &an semakin tinggi h e n a  %id& e h p n y a  
produksi pangan dmi pertanian dm pet 

(6) Pembm 
menmtut redokasi fungsi, perm dan hil-basil 
pembangunm. Pelaksanaan otonomi daerah 
memiliki intlplikasi kebijakan yang sangat serius 
terhadap pernbmgunan perr'kanan psisir, pantai 
dm pulau-pulau keeil. 

VISH DAN MIS1 
Visi Pembangaanan Ketautan 

Bertitik tolak dari potensi, kendala dan 
pernasalahan, d m  tujum p e r n b a n ~ a n  kelautan 
yang diuraikan atas, maka visi pembangunan 
kelautan di Indonesia dapat di 
berikut: Mlayah pesisir dan laut beserta segenap 
sum berdaya alam dun jasa-jasa lingkuy~gan yang 
terkandung di dalamnya, merupakan sumber 
penghidupan dan sumber pembangunan yang 
harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, guna 
meningkatkan kemakmuran rakyat menuju 

'4 
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tenuujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, 
m@u dm mandiri. 

Paradigma pembangunm kelautan nasional, 
yang mencakup visi, misi, kebij &an, dan progrm 
strategis, disusun berdasarkan pada ernpat 
p e ~ m b a n g m  dasar: (1) tujum pembanpan  
kelautan nasional, (2) potensi pembangunm yang (6) 
Eta m I l ~ ,  (3) kendala d m  pennasal 
lhgkungan strategis yang mempen 
pembangcanan kelaum nasional. 

Sehjutnya, untuk &pat m 
misi pernbangunan kelautan ter 

secara optimal, efisien, antara 3 sampai 3 persen per tabu. Semen- 
dsen berkelanjutan. Dengan perkataan I& bahwa di hdonesi 

swberdaya) keltautan pada setiap kawasan 
gunan harus disesuaikm dengan daya (7) 

g lingkungm kawasan dm secara 
pendudrrk pesisk ymg lebih berodentasi kepada 

yang budaya prnbmbmm berkelmjutan (sustain- 
able development), dan peningkatm akses 
masyarakat pesisir terhadap pemoddan, pasar, 
teknologi dan rnmaj 

ekonomi-budaya, dan restocking j enis aset ekonomi produktif l 
smberdaya ikan laut ekonomis penting yang ini, penyedim modal bagi u s h k e ~ i l  dan 
sudah mengalami over$shing atau gejala menengah di bidang kelautan 

di kawasan-kawasm laut yang secara diwahakan melalui gola 
enzungkinkan (feasible). benar saling menmmgkan dan adil, moM 

(3)Pengembangan dan penguatan jaringm serta daya ventura, dm hibah dari donor asing. 
tembus pemasaran produk serta jasa kelautan (8)Perlu ada sistem dan mekanisrne 
Indonesia baik untuk pasar dalam aupun kelembagaan 
m m a  negara. Strategi ini hams oleh kprahpemb 
prasarma transportasi dan komunikasi yang t e m j  
ma& serta kemmpuan memproduks 
danjasa kelautan ymg memenuhi stanch secara adil dm merata serta 1esta-i. D d m  
htenasional, seperti IS0 9000, IS0 14000, dm konteks ini temasukpeneg 
IIACCP. melalui peningkatan 

(4)Pengembmgan dm penguatan sistem informasi pemberantasm praktek 
kelautan ymg meliputi distribusi potensi dm kelautan. 
hgkat pemanfaatan sumberda) s kelautan serta Selmjutnya, bemjjak dari visi dan rnisi (tugas) 
potensi pasar dalam dm luar negeri secara spasial utama Departemen ini d m  pengkajim dari misi 
maupun temporal. departemen atau kementedan 1 

(5)Penerapan IPTEK dm manajemen profesional Persatuan Nasional RI yang terkait dengan 
pa& setiap mata rantai usaha bidang kelautan, Departernen ini, maka di dalam kerangka 
sehingga segenap produk dm jasa kelautan mewjudkan good governance (akmtabilitas, 
Indonesia mampu menghas parmi, demokrasi, dan lain-lain), Departemen 
berdaya saing tinggi. Peng lorasi laut dm Peri akan menerapkan 5 
penerapan IPTEK serta menajemen profesional (lima) pedoman pelaksmm kebdakan bedcut: 

125 
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(1) Kebijdkan pembmgunan kelautan h m s  
bersifat '"constraint-based development", 
dengan pengertian bahwa setiap kegiatan 

di dayah  pesisir, pulau-pdau kecil, 
memenuhi segenap kriteria 

rkelanjutan (surstainable devel- 
seem ekononzi efisien d m  opti- 

omicalIy sound), seeara sosid-budaya 
an dan &pat diterirna (socio-cultmalIy 

accepted and just), secara ekologis tidak 
melatnpaui daya g lingkungan (environ- 
mental friendlyl, dan secara politis dapat 

bem~entasi kepada kepentingan umm, b 
kepentingan perorangan atau golongan, apalagi 

mbangunan kelautan 

p=mban,oyunan kelautan 

d e w  kban utang negara (debt burden) yang telah 
as psikologis. Oleh karena itu, 
keuangan Departemen hi, selaindari 

mggaran negara, &an diusahakm semaksimal 
rnungkin chi: (1) iuran para pengguna sumberdaya 
dm jasa-jasa lingkungan kelautan (user fee), (2) 

negara dm lembaga 
aha antm pengusaha 

besar dan pengusaha kecil, dan (4) jika terpaksa 
dari pinjaman yang sangat lunak untuk kegiatan 
pembangunan kelautan yang sifatnya dapat 
meningkatkan kernandinan dan produktivitas. 

Vhi dam Misi Pembangunan 
Besbir, Pantai dan Pulau-Pulau Keejil 

Visi yang divJujudkan da lm tujuan mum 
pembmgunan kawasan pesisir, pantai dm pulau- 
pulau kecil adalah mencegah munculnya konfEik 
pemanfaatan, menjamin ke berlanjutan 
pemanfaatan, serta optimalisasi pemanfaatan 
ruang dan sumberdaya untuk peningkatan 
kesejahtaraan masyarakat dan sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi nasional. 

KEBIJ DAN STRATEGl 
Berdasarkan visi dan misi, dimmuskan 

berdasarkan kompatabilitas ekosistem dan 

pesisk, p t a i  dan pulau-pdau kw& 

dalm negeri yang berbasis 

pdau-pdau keca untuk mengembm* 
pengelolaan rdaya dam 
berkelan,lutan, efisien dan berkeadilan. 

(5)Memperkaya dan m e ~ & & m  mutu 
smberdaya dam melalG upaya-upaya d i g m i  
bencana, pengkayaarm sto 

rehabilitasi hgkungan dan sumkrdaya yang 
rusak. 

manusia seem efisien dan efeHf. 
(2)Mengembangkm kerjiasma dengan LSM, 

swasta dm lembaga donor dalm dan luar negeri 
(intemasional) temtama dalam mel 

au kegiatan yang hasi 
ddam jangka panjmg. 

memiliki visi dan misi dalm aspek kelautan d m  
perikman. 

(4)Mengembangkan kerj mama vertikal dengan 
pernerintah Prophi dan II terutama dalm 

kapasitas daerah dalm 

(5) 



Strstqi dan program.. .... . (114 - 130) 

(QMengembangkan sistem kontrol 
"sharing of infrmation " di 
staf, serta kontrol ekstemd yaitu di mtaraDden 
P3K dengan pers dan rnasyarakat. 

Program Lima Tahun (2000 - 200q 
2000-2004 rnencakup l b a  

(1)Progrm u tma pengembangan dm p 
kebij&an u rn  @ubEicpolicy) yang 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir, 

au keeil secara berkelmjm. 
berdayaan sosial ekono& 

dan pengernbmgan 

(4)Program u t m a  rehabilitasi kemsakan dan 
pgkayaan lingkungm dm 

a mitigasi bencana alam. 
utama pengendalian pencernarm 

temtama yang berasd dari daratan (land-base4. 
Pada periode tahun 2000- 2004, kelirna pro- 

gram utama ini diwjudkan dalam program, yang 
pada Tabel 1. Program tersebut addah: 

(1)Program utarna pengembangan dan 
perurnusan kebijakan umum (gublr'cpolicy) 
yarng berkaitan dengan pengelolaan daan 
pemanfaatan pesisir, pantai dan pulau-pulau 
keeil seeara berkelanjutan, 

sumberdaya darn yang 
terdapat di kawasan pesisir, pantai dm pulau-pulau 
kecil. Output program ini adalah peraturan 

an yang &pat diimplementasikan secara 
gan penyesuaian menwut kondisi lokal 

spesifik. Permusan kebijakan dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi stake- 
holder, kondisi objektif sumberdaya, serta faktor- 
faktor ekstemai pembangunan yang secara langsung 
dm tidak langsung rnempeng pemanfaatan dm 
pengeloh  sumberdaya. 

(2)Program utama pemberdayaan sosial 
ekonsni masyarakat. 

Sebagian besar penduduk pesisir dan pulau- 
pulau kecil masih tergolong penduduk miskin. 

12 

pemberdayaan sosial eko 
arn mgka pngatasan kernis 

mencakup berbagcri. asgek kehidupm dm kegatan 
ekonorni penduduk. Sebab itu pendekatan 
pengamm k e ~ s k i n m  h a s  bersifat holistik. 

perlibatan Marn kegiatan 
tomb& dari pendekam 

holistik itu. Sebab itu rnaka akses d m  pelibatan 

- Pengnnbangm teknologi penangkapan &an dan 
budidaya spesif& l o h i .  

gan sistem pengolahan hasil, 
nilai taanbah, dan pem 
tern upah dan bagi basil, dengan 

rnempe~bangkan ristik lokal. 
Pemberim akses d guna pemanfaatan 
sumberdaya kepada penduduk lokal 
Pengembangan ekonomi al 
tanggad 
Pengembangan kelernbagaan sosid masyarakat 
sebagai upayamenin&katkan pdsipasi e k o n o ~ .  
Peningkatan pafiisipasi wanita, rernaja dan 

nomi. 
dan m a  

penduduk lokal dengan perusaha  nasiond / 
intemasiod. 
lnventarisasi pulau-pulau kecil, gugusm pulau- 
pulau yang d ing  terkait, dan vvilayah psisir ymg 
memiliki nilai-nilai geostrategis, di tingkat 
intemasional, regional, nasional dan daerah. 

- Inventarisasi potensi hutan pesisir dan pantai. 
Inventarisasi dan 
ikan dm non-ikan & 
diMm yurisdiksi pulau kecil. 
Inventarisasi dan evaluasi potensi b 
pada ekosistern t u karang, padang l m ,  

i dm evduasi potensi tambak 
Penentuan daya g ekosistem serta potensi 
Iestari komoditas. 

7 



Tabel I. Proyek Pesisls dan Kelautan di Indonesia, 1987 -1 999 

Coral Reef Rehabilitation and .Management Project 

BAPEDAL Regional Nebork Development Project. 
- Sulawesi Mangrove Management and Rehabilitation Project 

Segara Anakan Project 

- Regional Seas Program - Coordinating Body on the Seas 
of East Asia (COBSEA). 
Conference of Parties !I on the Convention Biological Diver- 
sity (Jakarta - Novermber 1995). 

I ] . Cendrawasih Bay Coastal Area Development Project 

World Bank 

Marine Pollution, Monitoring and Training Program 
Riau Zone Land Use Management Project 
Reforeshtion in Critical Watersheds 
Watershed Rehabilitation in Nusa Tenggara Tirnur Project. 
Research and Application to Mangrove Ecosystems 
GEFIUNDPIIMO Regional Program for the Prevention and 
Management of Marine Pollution in the East Asian Seas. 

Environmental Management Technical Assistance Project 
BAPEDAL Development Project 
Coral Reef Rehabilitation and Management Project 
(CORENIAP) 

ASEAN-US Cooperative Coastal Resources Management 
Project (60-funded by ASEAN). 
Natural Resources Management Project (NRMP) (Bunaken 
National Marine Park) 

/ USA Columbia University- lndonesia Project on Marine Tracers 

Environmental Management Development in Indonesia 
Project (EMDI). 
Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI) 
ASEAN - Canada Cooperative Program on Madne Science 
ASEAN -Canada Marine Pollution Criteria 

Noway Agency for Development Integrated Marine and Coastal Biodiversity Management 
Project 

ASEAN-Australia Living Coastal Resources Program 
ASEAN-Australia Regional Ocean Dynamics 
ASEAN-Australia Coastal Resources Management Project. 
ASEAN-Australia Economic Cooperation Program 

Coastal Resources Inventory Project 
Urban Drainage and Waste Water Disposal 



Tabel 1. Lanjutan ..... 

Japan-Overseas Economic 
Goopemaon Fund (OECF) 

Japan 

Republic of South Korea 

Asian Wetland Bureau 

The Nature Consewancy 
W )  

- Environmental Study Center Developnet (PSLs) 

ASEAN-Japan Management of Mula-species and Multi-gear Fisheries 
Project. 
Japan -Indonesia JAMSTEG Project in lndonesia Through Flows 

ASEAN-ROK industrial Use of Marine Biological Resources 

international Coral Reef initiative (lCRI) 

Strategy on Comi Reef Ecosystem Conservation and Management ( ~ t h  
MLH and EMDI) 

Bintuni Bay & Pulau Dolok Reserves, Wasur National Park (Irian Jaya) 

Komodo National Park (Marine Component) 

Penyebarluasm nilai potensi barang d m  jasa setiap daerah. Dengm admya pedoman yang 
dimaksud diharapkan bahwa mmalah-masalah 

hjasamelaz~ pemanfaatm 
kodik kepentingan 

dan salah penggunaan dapat dikurmgi, dan hasil 

nonkonve~~~ional 
Pengembangmhgsipesisirdanpulau-pulau ruang pesisir d m  pulau-pulau kecil. Data yang 
bagi kegiatan pendidikan, pengembangan diperlukan addah ymg berkaitm dengan aspek- 
pengetahuan, dan fiagsi sosial budaya aspek biologi, teknologi, ekologi, sosid-brrdaya, 
Pernbentukan gugusan kepulauan berdasarkm ek , kelembagaan, dan hukum serta 
keterkaitan d m  keterpaduan sosial-budaya, p emdang-mdangan. 
ekonomi dan geo@s. Pengumpulm dan sintesis pendapat pihakterkait 
Pengmbangm ekonomi 
sebagai suatu kekuatan pasar. 
Pengembangan sistem pengelolaan mmajemen - 
sumberdaya aim berdasarkan kesatuan gugusan 
kepulauan ang pesisir, pantai dm 

pdau-pdau kecil. 
(3)Program utama penyusunan dan Pemusan draftpedornan. 

pengembangan tata ruang pesislir dan laut P kqadast~k;ehol&r dan 
Tujuan program utama ini adalah memperoleh masyarakat lokal sebagai umpan balik untuk 

pedoman pengembangan tata ruang secara nasional perurnusan pedoman pad 
yang merupakan dasar bagi pemusm pengelolaan . Perurnusan pedornm draft 
di hgkat daerah yang sesuai dengm kondisi objektif . Sosialisasi 
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(4) Program utama rehabstasi kernsabra 
dam pengkayaan hgkurmgan dan 
surnberdaya 

Banyak di mtara ekosistem pesisir dan pulau- 
pulau kecil yang telah mengalmi kenrsakan dan 
degradasi mutu &bat penggunaan yang salah, 
penerapan t e b l o g i  yang memak, pemanfaatan 

polusi, dan pengotoran sampah. B3a haI 
irai dibiarkan maka kemunduran ekosistem dan 
surnberdaya yang dikandungnya akan terns 
berlmgsmg yang pada a &an mematikm 
ekosistem serta berhentinya produksi barang dan 
jasa yang dikandungnya Untuk iha maka kegiatm 
pernyelmatan dm pengkayam ekosistem perlu 
dilakukan. Penyelmatan ekosistern rnenc&p 
konservasi dan rehabilitasi. Pengkayaan ekosistem 
meneakup penebaran benih (restocking), 

(5) Program utamsa mi~grpsii bermesana alarn 
Tujuan progrm ini adalah rnenetralkm, 

rnengmgi  d m  mengmtisipasi damp& benem 
dam yang terjadi di ka&asan pesisir,  pan^ dan 
pdau-pdau ked.  Kegatan 

beneana 
Penmggulangan &bat benema yang kQadi di 
kawasan pesisir, panhi dan prnlau keeil. 

ah, M.M., 
Bidawi, N., Djamali, A., miyon4 B.E. 1998. Potensi 
Pemanfaatan dan Peluang Pengembangas 
Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Komisi 
Nasional P erikanan Law 
O(OMNAS 

trmsplmtasi, reboisasi, pemasangan rumpon, 
pemasangan te bu buatan (art$cial reefs), 
padmg lamun buatan (artiJ;cial seagrass), dan 
m d m a s i  llngkungan biotLk dm fisik yang sesuai 
mtuk keKdupan dan p jenis orghsme 

ini meliputi kegiatan-kedatan beW: 
Rehabilitasi kawasm-kawasm yang secara 
biologi. dan ekonorni memiliki nilai kepentlngm 
yaraghM. 

itasi ekosistem yang telah mengalami 

Bewick, N. K., 1982. Guidelines for theAna1ysi.s ojBio- 
physicai Impacts to Tropical Coastal Marine Re- 
sources. The Bombay Natural History Society 
Centenary Seminar Conservation in Developkg Coun- 
tries. Bombay, India. 

Clcin-Sain, B., and h e c k  R. W., 1998. IntegratedCoostal 
and Ocean Management. Consept and Practices. Is- 
land Press. Washington, D.C. 

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu, 1996. 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dm Lautan Secara 
Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 

Hardin. 1968. Tragedy of the Comons.  

Pemanfaatan sumberdaya dan eksploitasi Kay, R., and J. Alder, 1999. coastal Planning and Manage- 

ekosistem secara lest&, adil dan efisien. ment. E & FN SPON. London and New Vork. 

Pengkaym stok jenis-jenis tertentu rnelalui re- UNESCO, 1993. Coasts : Managing Complex Systems. 
Economics Development. Briefs. No. 6. 

an dan hmm Vudohusodo, S., 1997. Pernbmgunm Pulau-Pulau Kecil 
Strategis dan Kasus Pembangunan Kepulauan 

Pemantaustn damp& polusi dan sampah. Mentawai. Departemen Transrnig&asi dm Pe&ukirnm 

Pembersihm ekosistem dari plutan dan sampah. 
Perambah Nutan. Padang. 
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PE 
Latar Belsakang 

Pengelolaan Wlayah Pesisir seem Terpadu 
PWT) atau Integvafed Coastal Management 

mengelola segenap kegatan p 
meneapai pembangunan yang optimal dan 
berkelmjutan. Perenemasen dm pengelolaan ini 

an secara k o n h p  dan dinarnis dengan 
sosial ekonorni budaya 

enggma \vilayab pesisir 
serta k o d i k  kepentbgan dm pemanfaaa yang 
m u @  ada @ahuri, 1996). 

Keterpaduan dalam perenCanaan dan 
pengelolaan wilayah pesisir mencakup 4 aspek. 
Keempat mpek tersebut meliputi: (I) keterpaduan 
wilayah/ekologis; (2) keterpaduan sektor; (3) 
keterpadum disiplin ilmu; d m  (4) keterpadum 
stakeholder. 

gberhasilm pemb 
an oleh tidak 

iqlementasi dari kee~llpat aspek tersebut dari 
masing-masing pihak dengan ba 

ebih basifat sektoral 
empunyai program clan kepenhgm 

yang berJialm sendiri. Selain itupembangunan yang 
dilakukan cendemg ke arah economy-oriented, 
dimana lingkungan dieksploitasi tanpa 
memperhatikm daya dukungnya. Pemberdayaan 
masyarakat sampai saat ini belurn dioptirnalkm, 
karena masyarakat belum dilibatkan secara &if 
mulai dari perenemam, atau dengan kata lain 
masyarakat barn sekedar dijadikan sebagai objek 
pe 

ah tersebut, maka sudah 
saatnya filosofi perencanaan diubah, dari 
pereneanaan sektoral yang bertumpu pada 
kepentingm instmsi sektoral, ke perencmaan 
terpadu yang rnelibatkan Pemerintah Daerah, swasta 
yang berkepentingm dan masyarakat di lokasi 
tersebut. 

PWPT merupakan suatu upaya yang 
m e n y a ~ a n  mtata kepenthgan p e m e r i n ~  d m  
masyarakat, iptek dan mmajemen, dan an- 
kepentingan sektoral dengan kepentingan 
masyarakat dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan pereneanaan terpadu bagi 
perlindungan dan pengembangm ekosistem pesisir 
d m  sderdaymya.  Tujuan *r dmi P W T  
&ahme hidup chi 
yang menggmtungkan ~dupnya  c h i  surnberdacya 
vvilayah pesisir d m  pada saat yang berssamaan 

haya~ dan p r d a ~ t a s  
Untuk meneagainya 

&perlukan suatu p e m  ymg komprehemif 
dan realistis. Proses perenemaan swtu program 
pengelolaan meliputi identifikasi dm penelitian 
masalah, persiapm program, adopsi fonnal dm 

proses a l k a h ,  dan kemundwm kualitas kondisi 
erdaya psisir. 

TUmm 
Adapunajuan dalmpembuatan pros adalah 

memberikan gambaran tentang potensi dm 
~lay&pesisir di Taman 

Submg Jawa Barat. 
Infomasi ini diharapkm dapat di 
kepentingm p g e l o l m  di 

KEADAAN UMUM 
Tman Buaya B l d m  Subang menrpakm 

salah satu tempat untuk wisata rakyat yang terletak 
di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. 
Disamping sebagai tempat E.libwan rakyat, Tarnan 
Buaya Blanakan juga memp salah satu tempat 



keterkaitan d a l m  pembahasm isu u n t k  
asilkan suatu dr& awd profil s e b a g ~  

Jawa Barat. N m u n  kegi a. Sanitasi yang b 
b. Pengembangan 

sekitar 4 ha, termasuk didalamnya daerah 
an mangrove si 
yang terdapat di 

tersebut adalah Avicennia sp. (api-api), dm 
Rhizophora sp. (bakau), Sonneratia sp. (bidada), 
dan Bmguiera sp. (tancang). 

Sal& satu usaha pelestarian hutan mangrove 
dZ fi@ psisir 5 adalah model pengelolam siho- 

kurmgnya sarma clan p m m a  

mangrove 

jshely dim= masyarakat diberikan d a n  untuk 7) Per 
mengelola pertambakan dengan tetap 8)Pro 
meqertahankan keberadaan hutan mangrove 
dalm petak-petals yang telah direhabilitasi, bans DES 
dalam satupetak20% dirzlstnfaatkmuntuk empang, 
80% untuk hutan. Jenis-jenis ikan yang -1. Pengembangan ekowkata yang belrnm 

dibudidayakan a d a h  udang, bandeng, muj air dm optimal 

nila. Kegiatan laimya addah ekowisata, dimana Usaha 

h u m  mangrove ditata unkk dijadikan sebagai sudahmdai 

ternpat wisata bagi mqarsakat lokal dsrn sehtarnya. Sukarnandi dan telah berkembang hingga saat hi. 
N m u n  dalam vvaktu yang eukup pmjang ini 

PROSES PENGDENTIIFIKASIAN pengelolaan b e l m  berkembmg dengan baik. 

Proses pernbuatan profil diawali dengan Kegiatan utarna yang 

an diskusi dengan berbagai pihak (stake- penangkarm dan peng 

holder). Selmjutnya dilakukan lmgkah-langkah wisata empang parit. 
yang &pat dijabarkan sebagai berikut: 

an data melalui s t d i  pustaka dan 
gan dengan cara wawancara dan 

2) Melalui diskusi tim, data kernudian dikompilasi 
d m  teridentifikasi beberapa isu berikut: 
a. Sanitasi yang masih rendah 

luasan hutan man 
grove 

d. Pencemaran perairan 
e. Pengembangan ekowisata yang belum optimal 
f. Belum berkembangnya sarana transportasi 
g. Mas& b m h y a  sarana dan prasarana 

penunjang pariwisata 
h. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi 

2. Sanitasli lingkabngan yang Ibelnm memadai 
an yang ada di l o h i  

Buaya Blmakan belum berada dat 
baik. Hal ini dapat dilihat dari b 
yang dibuang semb 
buaya dan ernpang parit, serta daerah mangrove. 
Selain itu MCK ymg ada helm me men^ s t a n k  
kesehatan. 

3. Muneu%nya Tanah Thbul  
Salah satu gejala darn yang terjadi di daerah 

i Desa Blanakan yaitu 
hbul. Hal ini disebabkan 

karena sedimentasi yangtinggi. Adanya 
menyebabkan beberap 
antara lain status kepemi 

masyarakat terhadap daerah ekowisata 
3) Dari serangkaian isu di atas, diambil prioritas dm 
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lCsu : Pe~gernbamgan ekowisata yang belum o p h a l  

~Masih kurangnya sarana 
transportasi 

e Nlasih kurangnya atraks 
wisata 

eMasih kurang nya 
publikasi dan informasi 
~Nlasih rendahnya 
man Jamen 
kepaiwisataan 

~Partisipasi 
masyarakat rendah 
~Pendapatan dan 
ekowisata masih 
rendah 
eKurang populer 

o Peningkatan saran& 
pmsarana transportasi / (pehaikan jalan, angkutan) 
SPenambahan atmksi 
wisata (walking track, 
cinderamata, dll.) 
SPengadaan sarana 
infomasi dan pningkatain 
publikasi (leaflet, papan 
informasi) 
ePeningkatan pengetahuan 
dan keterampilan fentang 
ekowisata 

r Dinas PU 
.Din. PaFiwisab 
Daerah 

D Perhutani 
Pengunjung 
Penjual 

s investor 
r Masyarakat 
e LSM 

gsu! : Sanirtasi lingkrangan yang belurn rtsernadai 

Kurangnya kesadaran 
masyarakat dan 
pengunjung untuk 
rnernbuang sampah 
pada tempatnya 

e Kurang sarana 
pembuangan dan 
pengelolaan sarnpah 

eRendahnya nilai 
estetika dan 
kebersihan lokasi 
ekowisata 

I 

e Peningkatan kesadaran 
masyarakat (penyuluhan, 
poster, dl!.) 

ePenanganan sampah 
(penambahan tempat 
sampah, dl!.) 
eperbaikan sarana umum 
(MCK, saluran air) 

e Perhutani 
o Dinas Kesehatan 
e Dinas Kebersihan 
0 Din.Pariwisata 

Daerah 
Pemerintah Desa 

o Pengunjung 
e Penjuaf 
e Masyarakat iokal 

Sedimentasi tinggi 8Konflik penggunaan 
dan kepemilikan 
tanah timbul 

e Sosialisasi status tanah 
timbul 

~Adanya kepastian hukum 
(aturan pengelolaan 
bersama) 

e Perhutani 
e BPN 

Pernerintah Desa 
e Petani Tarnbak 

Carnat 
e LSM 



4, Satnya Rebokasi unbk penambahan smpah rumah tangga, plastik yang dibua 
laasan rnangrsve sembarangan, dan tumpafian rninyak yang tid 

Kmdisi mangrove di lingkunganlarea yang &tangani dengm baik. 
k a d a  c9i depan pantai dan sepanjmg dnliran s m g ~  
yang diharapkan dapat menjadi green belt 6. PENUTUP 

an dan kepadatannya sangat h a n g ,  
@ran dengan mangrove ymg berada di potensi dan 

5. Adanya lae@ab.an Eokalisasi terselub 
Adanya Iokalissnsi terselubung di p an holder seem op tbd .  profil d b a m  p& 

menyebabkan keres dapat dijadikan dasar dalarn penyusunar, 
perencanam selmjutnya. 

Q. Perneemaran Perairan 
g a& di dalm T m a n  

. Kondisi biofisik Iokasi ' Lajupenambahan 
mangrove rendah 

. Peningkatan pengetahuan 
pengelolaan mangrove 

1 Perhutani . Perguman tinggi 
o Kelompok 

masyarakat wana 
mina 
LSM 

o Kebutuhan hiburan para 
nelayan pendatang 

eBerkembangnya 
bisnis hiburan yang 
meresah kan 
penduduk 

r Din. Pariksata 
Daerah 

o Pemerintah Desa 
o Pengunjung 

Penjual 
Masyarakat lokal 

, Hsra : Pencemaran Perairan 

* Sampah rumah tangga . Tumpzhan minyak dan 
limbah industri 

@ Limbah pertanian 

OProduktifitas 
empang parit 
menurun 

6Menghambat 
iaju reboisasi 

Koordinasi antzr sektor 
o Pengendalian 

pencemaran terpadu 
r Kampanye sadar 

lingkungan 

. Perguruan Tinggi 
e Bapedalda 
o Masyarakat lokal 
e Din. Kesehatan 
e Din. Perikanan 
6 Pertamina 
8 lnstansi terkait 
0 lndustri 
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PROPIL IDENTH%i'IKASI ISBT PADA KAWASAN 

PROYEK BANDU TIR H(AR_BWANG 
Lapolran Kelornpok Praktek Lapang 

U r n  
Latar Belabag 

Se&g dengan ahnya usia bumi d i i ku~  
a peningkatan perkembangan penduduk 
at ini Penduduk Indonesia tercatat 

meneapg j d a h  lebih dari 200 juta jiwa. D d m  

egiatan ini banyak menimbulkan berbagai 
maem rnasdah temtma lingkungan yang &an 
mengakibatkan ancaman terhadap kelestarian 
lingkungan maupun sumberdaya. 

sentralistik terhadap prnban 
dan kelautan berakibat keg 

pada perlindungan h u k m  terhadap sumber daya 
dam dan potensi SDM yang ada. 

Bleh karena itu untuk meminimalkan darnpak 
akibatkan dari pengaruh kegiatan yang 

oleh pihak - pihak yang berkepentingm 
tersebut diatas agar bisa lestari dan 

bungan perlu diadakan identifikasi isu - 
isu hgkungan terutama di kawasan pesisir di wilayah 
Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan 
Pedes. 

Tujum 
dokumen id i isu 
ang ini adalah agar kita 

@at mengkaji dan mendefinish 
lolaanpesisir secaraterpadu deng 

ptensi sumberdaya yang ada baik itu SDM maupun 
SDA dalm meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(stakeholder) secara berkesinambungan. 

METODOLOGI 
Metodologi penyusunan yang dipergunakan 

adalah: 
1. Mendapatkan data sekunder dari berbagai pihak 

pemda, Perguruan Tinggi & Perusahaan) 
2. Hasil wawancara (interview) dari Tim dengan : 

Perushaan, Petani Tambak. 
3. Hasil pengamatan Iapangan (observasi). 

KAWASm TIR 
Kondisi Tambak Inti Rakyat di Keeamatan 
Pedes 

Tambak Inti Rakyat ini ymg terletak di 
kecamatan Pedes pantai utara Kabupaten 
Karawang dengan luas Eebih kurang 350 ha 
mempstkm salah satu 
intenszymg rnelibatkan 
TIR Karawang atau leb 
Pandu TIR Karawang pada awdnya berdk pa& 
tahun 1986 b e d &  b a d  pengeloIaanpmeriintah 
tepatnya Sekretariat Negara. Narnun muI~ ~ l l l z  

1995, pengelol telah diserajirkm kepada 
pihak swasta ( urata ) d m  seldutnya 
&laksanakan oleh PT. Pangm Sari U m a .  M d ~  
au-al pengelolam oleh pihak swasta ini kondisi 
m b a k  sudah sangat me produka:ivitasnya. 
Sampai akhir t&un 1996 keberhasilm 
hanya sekitar 20 %. Dengm mendapat b 
berbagai pihak, rnaka pada t&m 1997 produksi 
&pat ditingkatkm hingga rnencap~ 80 9'0. 

Pemasdahan pengelolaan PPTIR K m m g  
adalsah : 

Mengingat proyek ini sudah sedemikim lama 
usianya (sekitar 12 tahun) , u n ~  keberlmjutan 
proyek ini maka sudah saatflya sarm-pras 
sudah memerlukan investasi baru ant 
kondisi t a b & ,  saluran, jaringan listrrk, gensec 
kincir, pompa sudah dalm kon&si tua yang perlu 
perbaikan dan pembahman. Dengm kondisi 
harga-harga seperti saat ini investasi ymg 

an kami perhitungkan bisa rneneapai 
rupiah. 

e Meningkatnya keraw osial yang 
dengan tejadinya penj , meskipun 
&pat diatasi. Menunrt irafomasi p U  kepolisian 
yang m e n a n g ~  kasus lni temyata 
dilakukan oleh orang besar jauh 
dari lokasi proyek. Hal ini mungkin disebabkan 
adanya persepsi mengenai status kepemilikan dan 
h g s i  proyek ini. 

status ini perlu segera ditata dang me1 



laan selanjutnya, perlu dilibatkan berbagi 
dan departemen terkait se~ara sinergis. 

Kondhi Sosial Ekonomi Masyarakat di 
sektar Kawasan 

Sebagian besar secara u r n u  penduduk di 
dayah  pesisk bekeda pada sektor 
sebagai nelaym sebmyak @,I %, 

sisanya bekedapada lapangan peke jam 
ternporer misalnya : pegawai negeri, s 

b h  dan lain - lain ( Poenvowidagdo, 1998). 
Dari segi ekonorni, tingkat pendapatan 

yarakat wilayah pesisir relatif rendah. Hal is5 
dari tabel berikut: 
dari segi pendidikamya masyarakat 

d a y a h  pant& mernpunyai tingkat pendidikan yang 

ah 1,9%, dmhanya2% 
m,.ikuti pendidikan tinggi (Poerwowidagdo, 
1998). 

Samna Prasarana 
Umumnya kawasan sekitar TIR memiliki 
dan prasarana yang belum rnemadai biasanya 

b a g a t  tipikd seperti kawasan lainnya yaitu : pasar 
rakyat, tempat pelelangan ikan, wamg, koperasi 
meskipun dari segi utilitas sudah ada jaringan listrk 
dan akses jalan yang cukup baik. 

IDENTIFIKAST ISU DI KAWaSAN TIW 
U KARAWANG 

Untuk memudahkan pemahman terhahp isu 
yang muncul rnaka berbagai isu tersebut dapat 

B. Kondisi Bio Fisik Lingkungan. 
C . Masyarakat 
Rincian dari berbagai isu tersebut akan 

A. BemerintahanKelembagaan 
2 .  Pernbukaan Lahan tambak di Kec Pedes, Kab 

Marawang berdampak pada kerusakan 
lingkungan ha1 ini disebabkan belum jelasnya 
kebijakan pemerintah dalam sektor perikanm 
dalarn kaitannya dengan pembangunm yang 

asan lingkungan. Rekomendasinya &ah 

menyusun dokmen 

mernanfaatkm potensi sumberdaya secara 
terpadu di vvilayah Kabupaten Karawmg 

kepentingm & l a  

pelaku : DPRD, Pemda, Masyarakat Pesisir, 
Kalangan Swasta , LSM dan P 

3. Adanya Kebljakm TR ymg 
sentrafisa (dibenthlk berdasarkan Keppres No. 
11 Tahm 1985 ) mer 

pesisir. Rekomendasin 
perubahm kebijakm pemerintah ddm rmgka 
desentrdisasi melalui Pen 
Pengelolaan (Manajemen) TIR Pandu. 
Diharapkan pa& l a n ~  hi admya keterlibaM 
dari : Departemen terkait, Pe Tkggi, dan 
. tokoh masyardat. 

B. Kondisi Bio Fisik Lingkunga~ 
1. Adanya kerusakan hutan mangrove di sekitar 

wilayah pesisir Kab. Karawang berdmpak 
terj adinya degradasi lingkungan (abrasi, 
sedimentasi),rekornendasinya adalah perlu 
disusun Progam Rehabilitsnsi Hutan Mangrove 
dengan m e l i b a h  pel& : Pemda, Masyarakat 
Pesisir, Kdmgan Swasta, ESM d m  P 
Tag$. 

2. Kurangnya pemb 

endasikm progrm 

penyuluhan kepada masyarakat dengan 
melibatkm : Departemen terkait, Per 
Tinggi, dm tokoh rnasyarakat . 

3. Terjadinya polusi 
pesisir &bat dari 
kimia dalam operasional TLR 
di kawasan hulu yang berdampak me 



Pelatihan untuk Peletih, Pengelolean Wileveh PeY'sir Terpedu 

Untuk ini dir 
Imglementasi IPTEK ramah lingkungan, 

Pesisir, Kalangan Swasta, LSM dan 

4. buk hijau (Green belt) yang 
nyangga antara tambak d m  

berdarnpak pa& degradasi 

meGbatkan pelaku : Pemda, Masyarakat Pesisiq 
Kalangm Swasta , LSM dm Per Tinggi. 

6. Masyarakat 
1. Terdapawa penduduk rniskin di sekitar TLR 

memperlihatkan rendahnya kesejahteraan 
mayarakat karena tidak terliba&ya masyarakat 
dmgankegatan TIR eesenjangm tnsial) . Untuk 
ini dkekomendasikan Program Pemberdayaan 

arakat melalui Pelibatm mas sekihr 
dmgm kegiatan TIR Pihak yang krkepentingan 
untuk terlibat adalah : Masyarakat, LSM, 
Perushaan, Pemda. 

2. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di 
kawasm pesisir (urn petanilpetambak) 
berdarnpak pada k sosial ( penjarahan, 
judi dsb). ~ n t u k  ini direkomendasikm pro 
Perluasan lapangan kerja melalui Pelatihan 

bidang lain sesuai latar belakang 
a. Diharapkan keterlibatan Pernda, 

PT, LSM, Masyarakat dan Swasta untuk 

3. Kurangnya kesadaran lingkungan & rendahnya 
pen&dikm masyarakat sangat berpengaruh pada 
kepedulian masyarakat akan pentingnya 
pelestarian lingkungan. Rekomendasi yang 

ORITAS 
PSU 

Wtefia : 
keterkaitan isu sangat luas 

2.PotensiKapasitas S ER DAYA ( stake- 
holder, d m .  

3.Aspek Waktu - efektifia upap penmganan 
(segedangka Pendek, menengah, pajag).  

2. Revisji Manjemen Pe 
3. Progrm Rehabilitasi Bio Fisik Lin-gd 

Prasarana Pesisir. 
4. Program Pemberdaym Masyarakat . 

00. Siklus Penyusman 
Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Pelatihan Unkk 
Pelatih Pengelofaan Wilayah Pesisir. 21 - 26 Februari 
2000. Bogor. 7 Hal. 

Poenvowidagdo, S.J. 1998. Pembinaan 13esa Pesisk Pvieldui 
Pemberdaym Masyarakatnya. Dalam Bengen, D.E. 
& Amirudin (Eds). Prosiding Konperensi Nasional 
Pengelolam Surnberdaya Pesisir Dan L a m  Indone- 
sia. i9 - 20 Mmet 1998. kaarnpw IPB, 
Hal 1-10. 

Sondita, F. A. 2000. Metoda Idengfikasi Isu. Pelatihan Untuk 
Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir. 21 - 26 Februari . 
2000. Bogor. 6 Hal. 

Mdigdo, B. 2000. Pengembangan Sektor PerikmanDi h- 
donesia: Diperlukan Pembakuan Kriteria Ekobiologis 
Untuk Menentukan " Potensi Alami" Kawasm Pesisir 
Untuk Budidaya Udang.Pelatihan Untuk Pelatih 
Pengelolam Wilayah Pesisir. 2 1 - 26 Februari 2000. 
Bogor. 10 Hal. 



Lampiran 1. Daftar ldentifikasi Isu Kawasan Pandu TIR Karawang 

Aspek Isu Rekomendasi ~traf&i/c&a Maw , 

SfaRehde~ 

1. Pertambakan di 4. Tersusunnya Menyusun naskah 
Karawang berdampak Program Sektor akademis rencana 
pada kenrsakan perikanan yang strategis Kabupaten 
lingkungan bewawasan Karawang sektor 

lingkungan perikanan 

2.Perencanaan tata 4.Tersedianya Perda Menyusun Perda Eksekutif, 
ruang pesisir tidak tata ruang pesisir tata nrang pesisir Legislatif, 
ada Kabupaten Masyarakat 

Karawang 

asyarakat 

3. Kebijakan TIR bersifat 3. Ada penrbahan 
politis dan sentrafistik kebgakan dalam 
(Relevansi Keppres rangka 
Th.85 Mo.11) desentralisasi 

Eksekutif, 
Legislatif, 
Masyarakat 

4 Pengelolaan IMubungan 4. Tersusunnya Revisi menejemen Pengefola TIR + 
antara plasma dan inti menejemen TIR TIR Masyarakat 
tidak jelas yang jelas 

1 Kerusakan Mangrove 3.  Rehabilitasi Hutan Menyusun Perda Eksekutif, 
disekitar wilayah Mangrove tata ruang pesisir Legislatif, 
pesisir Kab. Karawang Kabupaten Masyarakat 

Karawang 

2. Kurangnya pemberian 
informasi pemanfaatan 
tanah timbul kepada 
masyarakat 

3.Terjadinya Polusi I 
pencemaran pada 
kawasan pesisir 

4.Tidak adanya Green 
belt yang menjadi buffer 
antara tambak dan 
lingkungan 

5. Ancaman banjir akibat 
perubahan perilaku 
ekosistim 

1 1. Terdapatnya penduduk 
/ miskin disekitar TIR 

2.Terbatasnya lapangan 
kerja yang tersedia 
(petanilpetambak) 

3.Kurangnya 
pengetahuan 
lingkungan 
&rendahnya 
pendidikan 
masyarakat 

2 . S o s i a l i a l i s a s i  
p e m a n f a a t a n  
kawasan pesisir 

3.Pengurangan 
dampak 
pencemaran 

4 .Tersedianya Perda 
tata ruang pesisir 

5. Program rehabilitasi 
kawasan pesisir 

1. Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

2.Perluasan lapangan 
kerja 

3.Peningkatan SDM 

Penyuluhan kepada 
masyara kat 

Penerapan teknologi 
ramah lingkungan 

Menyusun Perda TR 
pesisir Kabupaten 
Karawang 

Proyek 
remangrovisasi 

P e l i b a t a n  
masyarakat sekitar 
dengan kegiatan TIR 

P e l a t i h a n  
Masyarakat dalam 
bidang lain 

Pelatihan dan 
penyuluhan SDM 

Eksekutif, 
Legislatif, 
Masyarakat 

Pakar Perguwan 
Tinggi 

Eksekutif, 
Legislatif, 
Masyarakat 

Pemerintah dan 
masyarakat & 
m 

Masyarakat, 
LSM & 
Pewsahaan 

Pemda, PT, 
LSM, 
Masyarakat dan 
Swasta 



Pesisir dan Lautan 

Berbasis Masyarakat 

Masyarakat Pesisir 

Perikanan di Indonesia 

wilayah pesisir (mangrove, 
terumbu karang, padang 

Fedi A Sondita 
Pengantar field trip 

Karawang Cikeong - TIR dan 



Pmsidlng Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wileyah Pesisir Terpadu 

Learning Tearn/Paniaa 

Perbaikan hasil 

13.00 - 14.00 
Learning TearnlPanitia 

simulasi (lanjutan) 
15.00 - 15.30 

Sumberdaya Pesisir 
dan Lautan Indonesia 



I 1. Achmad Setiadi I Pmyek Pesisir Kalimsntan Timur 

2. Handoko Adi Susanto 

3. Hem Rudihatto 

4. Ir. Suparno, MSi 

5. Dm. Pdhandoko Sadatmiko 

7. Dr. Jr. J. Lumingas 

8. Dr. Ir. Rifardi 

9. Ir. Ndah A.A. Husain, MSc. 

10. Ir. Siti Hudaidah, MSc. 

l1. if. S.A. Samson, Msi 

12. Dr. IF. Sunavo 

13. IF. Peggy B. Wowiling 

14. Ir. Heronasia Soedawo 

I Proyek Pesisir Lampung 

TNC Labuan Bajo 

Fakultas Perikanan Univemitas Bung Ha& 

FlSIP Universitas lndonesia 

VABSWI 

Fak. Perikanan dan Kelautan UNSRAT 

Fak. Perikanan dan llmu Keiaulan UNRl 

Fak. Perikanan dan kelautan UNHAS 

UNllA Lampung 

. Jur. Perikanan UNMUL 

UNDlP Sernamng 

Bappeda Kab. Minahasa, Sulut 

Bappeda Balikpapan 

/ 15. DR. H. Abdul Zaman / Csmat Penajam Balikpapan 

$6. LeonaMo Marbun S.Sos 

17. Ida M~tiaRih 

48. Venny Marlinda / Yay~san Alas lndonesia Lampung 

19. Maria Theresia Dimpudus 

20. Dm. Kasmawaty 

21. Lisaanto 

Proyek Pesisir Sulawesi Utam 

Bappeda b i t im  

PPLH Bali 

22. Barnbang Haryanto / PKSPL IPB 

23. Imam Soeseno / PKSPL IPB 


